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KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat lllahi Rabbi atas segala
limpahan rahmat serta karuniaNya, sehingga Laporan Akhir Pengawasan
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Temanggung dapat terselesaikan dengan lancar sesuai tenggat waktu yang
ditetapkan. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kami sampaikan kepada
Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta para

pengikutnya hingga akhir zaman.

Sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23
tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten
Temanggung beserta jajaran melakukan pengawasan melekat pada setiap
tahapan, mulai dari tahapan pengumuman pengajuan Bakal Calon, Pengajuan
Bakal Calon, Verifikasi Dokumen Persyaratan, Pengajuan Perbaikan Dokumen
Persyaratan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen
Persyaratan Bakal Calon, Pencermatan Rancangan DCS, Penyusunan dan
Penetapan DCS, Pengumuman DCS, Pencermatan Rancangan DCT,
Penyusunan dan Penetapan DCT hingga Pengumuman DCT, yang kemudian
dihimpun dalam sebuah Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

Dalam penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung ini, tentunya
tidak dapat terwujud tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk
itulah perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia

2. Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

3. Segenap Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung

4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta

jajaran sekretaratan Bawaslu Kabupaten Temanggung.

5. Segenap pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang

sudah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung
dalam penyusunan laporan imi.

Meskipun kami sudah berusaha menyelesaikan penyusunan Laporan
Akhir Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Temanggung ini sebaik-baiknya, namun kami menyadari

bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan ini. Untuk itu kami menantikan



kritik dan saran dari segenap pihak sebagai evaluasi dan menyempurnakan

laporan ini dimasa yang akan datang.

Semoga Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung ini bermanfaat bagi

semua pihak yang membutuhkan. Khususnya bagi Bawaslu beserta jajarannya.

Temanggung, 19 Desember 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung

Ketua,

Roni Nefriyadi, S.Pd
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EXECUTIVE SUMMARY
(RINGKASAN LAPORAN)

Tahapan Pemilu tahun 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang dimulai sejak 14 Juni 2022
sampai 20 Oktober 2024 dan Pemilu dilakukan serentak pada 14 Februari 2024.

Kemudian pada tanggal 17 April 2023 Ketua Komisi Pemilihan Umum
menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang
mana program dan jadwal kegiatan tahapannya meliputi pengumuman
pengajuan Bakal Calon (24-30 April 2023), Pengajuan Bakal Calon (1-14 Mei
2023), Verifikasi Dokumen Persyaratan (15 Mei 2023 — 23 Juni 2023), Pengajuan
Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon (25 Juni 2023-9 Juli 2023),
Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon (10 Juli
2023-6 Agustus 2023), Pencermatan Rancangan DCS (6-11 Agustus 2023),
Penyusunan dan Penetapan DCS (13-18 Agustus 2023), Pengumuman DCS
(19-23 Agustus 2023), Pencermatan Rancangan DCT (24 September 2023-10
Oktober 2023), Penyusunan dan Penetapan DCT (4 Oktober 2023-3 November
2023), Pengumuman DCT (4-6 November 2023).

Berdasarkan ketentuan tersebut dan sesuai dengan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Pengawasan
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta jajaran melakukan
pengawasan melekat pada setiap tahapan, mulai dari tahapan pengumuman
pengajuan Bakal Calon, Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Dokumen
Persyaratan, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Verifikasi
Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Pencermatan
Rancangan DCS, Penyusunan dan Penetapan DCS, Pengumuman DCS,
Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan dan Penetapan DCT hingga
Pengumuman DCT.

Dalam setiap pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kabupaten
Temanggung menyusun Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terbagi dalam sub pembahasan
diantaranya pelaksanaan pengawasan, kegiatan pengawasan, hasil-hasil
pengawasan, dinamika dan permasalahan serta evaluasi pelaksanaan

pengawasan.
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Berdasarkan  Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Temanggung Nomor 634 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024 hasil penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD
Kabupaten Temanggung ditetapkan sebanyak 445 calon dengan komposisi 249
orang calon laki-laki dan 196 calon perempuan.

viii



BAB | PENDAHULUAN
A. Gambaran umum

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 14
Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun
DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia periode 2024—-2029. Pemilu Tahun
2024 tidak banyak berbeda dengan Pemilu 2019 karena masih sama
menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum. Meskipun dalam perjalanannya undang-
undang pemilu ini mengalami dinamika karena adanya judicial review di
Mahkamah Konstitusi dan harus dilakukannya penyesuaian mengingat
adanya penambahan 3 (tiga) provinsi baru dan 1 daerah khusus yakni
Ibukota Negara Nusantara. Dalam perkembangannya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang.

Salah satu tahapan yang menjadi gerbang menuju tahapan puncak
Pemilu pada 14 Februari 2024 adalah tahapan Pencalonan anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sesuai jadwal sebagaimana
dimuat pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2023 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota tahapan ini dimulai sejak pengumuman pengajuan
bakal calon pada tanggal 24 April 2023 sampai dengan terkahir yaitu
pengumuman Daftar Calon Tetap pada tanggal 4 November 2023.
Konteks di Kabupaten Temanggung terdapat 18 Partai Politik peserta
pemilu, namun demikian yang terdaftar memiliki kantor dan kepengurusan
di Kabupaten Temanggung hanya 16 Partai Politik.

Adapun alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Temanggung Nomor 35/PL.01.1-BA/3306/2022
tentang Penetapan Rancangan Penatapan Daerah Pemilihan dan Alokasi
Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Temanggung adalah 45 kursi.



B. Tujuan Laporan

Penyusunan dan penulisan Laporan Hasil Pengawasan

Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung bertujuan untuk :

1.

Petangggungjawaban kegiatan kelembagaan Divisi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa pada tahapan pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada Pemilihan
Umum tahun 2024.

Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Laporan Hasil Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas dan kompetensi untuk pimpinan dan jajaran Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi kegiatan pengawasan
tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
di Kabupaten Temanggung.

C. Landasan Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan



10.

11.

12.

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 348);

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun
2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun
2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi
Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2023 Tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat Komisi
Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi
Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, Dan Surat Komisi
Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4- SD/05/2023

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun
2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi
Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang
Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang

Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal



13.

14.

15.

16.

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan
Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1062 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023
Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan
Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten
Temanggung Nomor : 320/HK.01.01/K.JT-27/05/2023 Tentang Tim
Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Temanggung Nomor : 557/HK.01.01/K.JT-27/08/2023 Tentang Tim
Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota.

. Sistematika Laporan

Laporan penyusunan dan penulisan pengawasan tahapan

pencalonan pada Pemilihan Umum tahun 2024 ini disusun menjadi 3

(tiga) bagian yang terdiri dari :

1.

2.

Bagian Awal
- Halaman Judul Laporan
- Kata Pengantar
- Datftar Isi
Bagian Tubuh atau Isi Laporan
- BAB | PENDAHULUAN
Menjelaskan mengenai gambaran umum, tujuan laporan,
landasan hukum, dan sistematika laporan.
- BAB Il PELAKSANAAN PENGAWASAN



Menjelaskan pelaksanaan, kegiatan pengawasan, hasil-hasil
pengawasan, dinamika pengawasan, verifikasi, dan penetapan
Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung pada Pemilihan Umum tahun 2024.

- BAB Il PENUTUP

Menjelaskan mengenai kesimpulan akhir dan rekomendasi
terkait dengan perbaikan regulasi, perbaikan penyelenggaraan
tahapan pencalonan dan perbaikan teknis pengawasan tahapan
pencalonan Pemilihan Umum tahun 2024.

Bagian Akhir

Bagian Akhir terdiri dari lampiran-lampiran dokumen pendukung
tahapan pencalonan seperti Surat Edaran/Instruksi Pengawasan,
Surat Himbauan, Saran Perbaikan, Surat Keputusan KPU/Berita

Acara, dan Foto.



BAB Il PELAKSANAAN PENGAWASAN
Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Temanggung;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Ketentuan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana tahapan Pengumuman
Pengajuan Bakal Calon dimulai tanggal 24 April 2023 sampai dengan
30 April 2023.

Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman
Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Temanggung terbagi menjadi beberapa sub
bagian diantaranya sebagai berikut:

a. Kerawanan-kerawanan

Kerawanan dalam melaksanakan Pengawasan tahapan
pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung vyaitu terkait
aspek legalitas dan kesiapan penggunaan Sistem Informasi
Pencalonan (Silon), meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang,
namun KPU mempunyai kewenangan untuk menentukan tata cara
dalam verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD. Bawaslu Kabupaten
Temanggung tidak diberikan sosialisasi dan akses secara
menyeluruh terkait penggunaan aplikasi Silon hanya sebagai
viewer oleh KPU Kabupaten Temanggung.

Potensi kerawanan selanjutnya yaitu memastikan KPU
Kabupaten = Temanggung  memberikan  pelayanan  dan
memfasilitasi kepada Partai Politik dalam hal pembuatan akun
Silon terlebih dahulu sebelum masa pengajuan Bakal Calon.

b. Perencanaan Pengawasan



Dalam pelaksanaan pengawasan  Sub  Tahapan
Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, Bawaslu
Kabupaten Temanggung menyiapkan strategi pengawasan
diantaranya sebagai berikut:

1) Menyampaikan surat imbauan kepada Partai Politik dan KPU
Kabupaten Temanggung untuk memaksimalkan sosialisasi dan
keberadaan helpdesk pada Sub Tahapan Pengumuman
Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung;

2) Aktif melakukan koordinasi baik melalui media Whatsapp
maupun secara langsung dengan KPU Kabupaten
Temanggung terkait potensi Temanggunga yang dimitagisakan
Bawaslu Kabupaten Temanggung;

3) Memantau/mengawasi secara langsung helpdesk KPU

Kabupaten Temanggung.
2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan
Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya
pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke

KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua

Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 287/PM.02.02/K.JT-

27/04/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Imbauan pelaksanaan

Pengumuman Pengajuan Bakal Calon pada tahapan Pencalonan

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU

Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1) Mematuhi ketentuan pada Pasal 29 s.d. 40 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota;

2) Memastikan petugas penerima dokumen melakukan
pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keterpenuhan syarat
pengajuan bakal calon bekerja secara profesional,

3) Memastikan petugas penerima dokumen meneliti pemenuhan
persyaratan pengajuan bakal calon sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;



4) Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat
mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten
Temanggung sesuai dengan tingkatannya.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan
dengan cara mendatangi kantor KPU Kabupaten Temanggung
guna memastikan bahwa Pengumuman Pengajuan Bakal Calon
pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota telah ditempel di papan pengumuman KPU
Kabupaten Temanggung serta diunggah di media sosial KPU
Kabupaten Temanggung.

Pengawasan tersebut juga dilakukan untuk memastikan
bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah membuka helpdesk
Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada tahapan
Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
sudah diunggah di media sosial

Dalam rentang waktu 7 hari sejak tanggal 24 April 2023
sampai dengan tanggal 30 April 2023, tidak ada Partai Politik
Peserta Pemilu 2024 vyang hadir secara langsung untuk
berkonsultasi di helpdesk KPU Kabupaten Temanggung.
Berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Temanggung, Partai
Politik Peserta Pemilu 2024 melakukan konsultasi melalui telepon
kepada KPU Kabupaten Temanggung.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan
Selama melaksanakan pengawasan Sub Tahapan
Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten
Temanggung menindaklanjuti apa yang menjadi imbauan Bawaslu

Kabupaten Temanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku,



kemudian melakukan press release, membuka helpdesk
pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Temanggung.
b. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung pada Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Temanggung sejak tanggal 24 April 2023 sampai
dengan tanggal 30 April 2023 tidak ditemukan dugaan

pelanggaran dan tidak ditemukan potensi sengketa oleh KPU

Kabupaten Temanggung dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2024.
c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung pada Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Temanggung sejak tanggal 24 April 2023 sampai
dengan tanggal 30 April 2023 Bawaslu Kabupaten Temanggung
tidak menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten
Temanggung. KPU Kabupaten Temanggung telah melaksanakan

imbauan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung.
Dinamika dan Permasalahan

Di Kabupaten Temanggung tidak ada permasalahan yang
terjadi pada Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Temanggung.
Evaluasi Pelaksanaan

Pada prinsipnya KPU Kabupaten Temanggung telah
melaksanakan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Temanggung secara tertib dan tepat waktu.

Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Temanggung;

Pelaksanaan Pengawasan

Ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka
3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun



2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang memberikan
tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan
anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Peraturan KPU Pencalonan
DPR/DPRD) yang mana tahapan pengajuan bakal calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, yaitu pada tanggal 1-14
Mei 2023.
a. Kerawanan-kerawanan

Kerawanan dalam melaksanakan Pengawasan Sub

Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung vyaitu terkait

persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

Adapun potensi kerawanan tersebut adalah:

1) Usia bakal calon kurang dari 21 tahun. Usia 21 tahun ini
terhitung sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);

2) Tidak berijazah SMA/sederajat atau ijazah palsu;

3) Mantan terpidana belum melewati jangka waktu lima tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara lima tahun atau lebih;

4) Mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan
ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih tidak
mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar
belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan

sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
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5) Tidak ada surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas
dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit pemerintah;

6) Tidak terdaftar sebagai pemilih;

7) Tidak mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala
daerah, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris,
dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD,
atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang
tidak dapat ditarik kembali;

8) Bukan sebagai anggota partai politik;

9) Dicalonkan lebih dari satu lembaga perwakilan;

10) Dicalonkan lebih dari satu daerah pemilihan;

11) Dicalonkan lebih dari satu partai politik peserta pemilu;

12) Daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan
paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan;

13) Tidak mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat
desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang
dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat
ditarik kembali;

14) Tidak mengundurkan diri sebagai anggota partai politik
peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir dalam hal
berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD
kabupaten/kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta
pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada
pemilu terakhir;

15) Tidak mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu,
panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara,
panitia pemilihan Iluar negeri, panitia pengawas pemilu
kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan
panitia pengawas pemilu luar negeri;

. Perencanaan Pengawasan

Bahwa dalam rangka pengawasan Sub Tahapan Pengajuan

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Temanggung, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Temanggung menyusun perencanaan pengawasan

sebagai berikut:

1) Menetapkan Keputusan Nomor : 320/HK.01.01/K.JT-
27/05/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota.

Adapun susunan tim pengawasan kami uraiakan sebagai
berikut:

2) Menyusun jadwal piket pengawasan Tahapan Pencalonan
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Bawaslu Kabupaten Temanggung di KPU Kabupaten
Temanggung.

Adapun susunan tim pengawasan kami uraiakan sebagai
berikut:
susunan tim pengawasan
No Nama Hari Tanggal
1 | Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H Ahad 7 dan 14
Anggit Nur Fitrawan, S.Pd Mei 2023
2 | Sam Fery Baehaki, S.Pd.l.,M.Pd Senin 1 dan 8
Yusiana Pambaruni, S.Kom Mei 2023
3 | Amin Stiyono, S.H | 2 dan 9
4 | Murti Anggono, S.Hut Rabu 3 dan 10
Adi Faisal Azis, S.H Mei 2023
5 | Maria Ulfah, A.Md Kamis 4 dan 11
Anggun Sinta Dewi, S.H Mei 2023
6 | Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H Jumat | 5 dan 12
Anggit Nur Fitrawan, S.Pd Mei 2023
7 | Murti Anggono, S.Hut Sabi 6 dan 13
Adi Faisal Azis, S.H Mei 2023

3) Selain menetapkan Keputusan Nomor : 320/HK.01.01/K.JT-

27/05/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsii, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dan menyusun jadwal piket pengawasan
Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, Bawaslu
Kabupaten Temanggung juga menyusun Surat Tugas Nomor :
290/PM.00.02/K.JT-27/04/2023 dan  291/PM.00.02/K.JT-
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27/04/2023 tanggal 28 April 2023 untuk melakukan
pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten Temanggung;
2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya
pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke
KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua
Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 287/PM.02.02/K.JT-
27/04/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Imbauan pelaksanaan
Pengajuan Bakal Calon dimulai pada tanggal 1 Mei 2023 s.d 14
Mei 2023 kepada KPU Kabupaten Temanggung sebagai berikut:
1) Mematuhi ketentuan pada Pasal 29 s.d. 40 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota;

2) Memastikan petugas penerima dokumen melakukan
pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keterpenuhan syarat
pengajuan bakal calon bekerja secara profesional,

3) Memastikan petugas penerima dokumen meneliti pemenuhan
persyaratan pengajuan bakal calon sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

4) Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat
mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten
Temanggung sesuai dengan tingkatannya.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan upaya
pencegahan dengan cara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu
Kabupaten Temanggung Nomor 332/PM.02.02/K.JT-27/05/2023
tanggal 4 Mei 2023 perihal Imbauan pelaksanaan Pengajuan
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung kepada
Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Temanggung sebagai
berikut:
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1)

2)

3)

Mematuhi Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Lampiran |

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023,

mulai hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 s.d. hari Minggu, tanggal

14 Mei 2023;

Mematuhi ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Mematuhi Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga
negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam
bahasa Indonesia;

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,
madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang
sederajat;

f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali
terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian
suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana
dalam hukum positif hanya karena pelakunya
mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan

rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana,
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telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah
mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara
berdasarkan  putusan  pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur
atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang
jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan
sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang;

h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika;

i. terdaftar sebagai pemilih;

j- bersedia bekerja penuh waktu;

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala
daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan
karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah, atau badan lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang
dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak
dapat ditarik kembali;

I. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,
advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak
melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang
berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan
lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai
pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik
negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara;

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

0. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.

. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:
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a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta
Pemilu;

b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat
desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang
dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak
dapat ditarik kembali;

c. mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik
Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir
dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD
provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan
oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan
partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; dan

d. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu,
panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara,
panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu
kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa,
dan panitia pengawas Pemilu luar negeri.

(4) Mematuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Dokumen  persyaratan administrasi Bakal Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat
(2) meliputi:

a. KTP-el;

b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir
MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan
ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan
bahwa:

1. Dbertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,;

2. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam
bahasa Indonesia;

3. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal Ika;

4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih
menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD

kabupaten/kota;
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bersedia hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai

Politik Peserta Pemilu untuk 1 (satu) lembaga

perwakilan di 1 (satu) Dapil;

mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali

bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:

a) kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur
sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
direksi, komisaris, dewan pengawas dan
karyawan pada badan usaha milk negara
dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan
lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara; atau

b) kepala desa, perangkat desa, atau anggota
badan permusyawaratan desa;

mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus

sebagai:

a) anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang
diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus
sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau
DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh
Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda
dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu
terakhir; atau

b) Penyelenggara Pemilu, panitia  pemilihan
kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia
pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu
kecamatan, panitia pengawas Pemilu
kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu
luar negeri;

bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan

publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah

atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan
jasa yang berhubungan dengan keuangan negara
serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan
hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
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9. Dbersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai
pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik
Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta
badan lain yang anggarannya bersumber dari
keuangan negara;

10. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;

11. mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5
(lima) tahun setelah selesai menjalani pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak
tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga
tidak mempunyai hubungan secara teknis dan
administratif dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung
sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal
Calon;

12. terpidana atau mantan terpidana yang melakukan
tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;

13. mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan
yang berulang-ulang; dan

14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah
melalui Silon yaitu benar dan lengkap sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah

sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah

menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau
sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh
instansi yang berwenang;

. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat

kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah

yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas
penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan
masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit

pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang
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melaksanakan tugas pemerintahan di  bidang
pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan
bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau
kabupaten/kota;

e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; dan

f. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.

Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran
Pemilu pada Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Temanggung, pada hari Jum’at tanggal 2 Mei 2023 Bawaslu
Kabupaten Temanggung juga menyampaikan Surat Ketua
Bawaslu Kabupaten Temanggung Nomor 325/PM.02.02/K.JT-
27/05/2023 perihal Permohonan Akses Silon kepada KPU
Kabupaten Temanggung.

. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung memastikan Tahapan
Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung
yang dimulai sejak 1 Mei hingga 14 Mei 2023 tidak ada Potensi
Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu
sebagai berikut:

(1) Senin, 1 Mei 2023

Petugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung
melakukan pengawasan melekat terhadap Sub Tahapan
Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan
oleh KPU Kabupaten Temanggung.

Dalam hal ini, petugas pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung memastikan KPU Kabupaten Temanggung telah
membuka Helpdesk Pelayanan Pengajuan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Temanggung dibuka sejak pukul 08.00 WIB s.d
pukul 16.00 WIB.

Aktivitas pengawasan dihari pertama ini adalah terdapat
Liaison Officer (LO) Partai Amanat Nasional (PAN), LO Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), LO Partai Gelora dan LO dari
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) datang ke kantor KPU
Kabupaten Temanggung untuk melakukan konsultasi terkait

aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi,
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(@)

DPRD Kabupaten/Kota (Silon). Kemudian KPU Kabupaten
Temanggung melakukan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi
Aplikasi Silon kepada LO Partai yang sudah datang.

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik
Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten
Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Temanggung.

Selasa, 2 Mei 2023

Petugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung
melakukan pengawasan melekat terhadap Sub Tahapan
Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan
oleh KPU Kabupaten Temanggung.

Dalam hal ini, petugas pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung memastikan bahwa KPU  Kabupaten
Temanggung telah melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat 1
dan 2 PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, yaitu membuka layanan pengajuan bakal
calon yang dilaksankan mulai pukul 08.00 sampai dengan
pukul 16.00 waktu setempat.

Petugas pengawasan turut memastikan bahwa KPU
Kabupaten Temanggung telah membentuk Layanan
Pencalonan sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota.

Aktivitas pengawasan dihari kedua ini adalah terdapat
Liaison Officer (LO) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), LO
Partai Ummat dan LO LO dari Partai Nasional Demokrat
(Nasdem) datang ke kantor KPU Kabupaten Temanggung
untuk melakukan konsultasi terkait aplikasi Sistem Informasi
Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
(Silon).

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik
Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten

Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon
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3)

(4)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Temanggung.
Rabu, 3 Mei 2023

Dihari ketiga ini, seperti halnya pengawasan sebelumnya
selain memastikan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah
membuka layanan pengajuan bakal calon yang dilaksankan
mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat
dan memastikan KPU Kabupaten Temanggung telah
membentuk Layanan Pencalonan sebagaimana amanat
Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman
Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, petugas
pengawasan melakukan aktivitas pengawasan yang mana
terdapat Liaison Officer (LO) Partai Golongan Karya (Golkar),
LO dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), LO dari
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan LO dari Partai
Demokrat datang ke kantor KPU Kabupaten Temanggung
untuk melakukan konsultasi terkait aplikasi Sistem Informasi
Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
(Silon).

Selain LO Partai Politik berkonsultasi terkait Silon, adan
SK DPP Partai Perindo 11 April 2023 tentang Pengesahan
Pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Temanggung yang
mana pada isinya menetapkan perubahan nama-nama DPD
Partai Perindo Kab. Temanggung yang baru dan mencabut
SK DPP Partai Perindo tanggal 21 Mei 2022 tentang
Pengesahan Pengurus DPD Partai Perindo Kab.
Temanggung, atas dasar tersebut petugas pengawasan
Bawaslu Kabupaten Temanggung memastikan bahwa SK
terbaru tersebut sudah terunggah di SIPOL.

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik
Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten
Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Temanggung.

Kamis, 4 Mei 2023

Dihari keempat ini, seperti halnya pengawasan

sebelumnya selain memastikan bahwa KPU Kabupaten

Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon
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(5)

yang dilaksankan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul
16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten
Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan
sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, petugas pengawasan melakukan aktivitas
pengawasan yang mana terdapat Liaison Officer (LO) Partai
Partai Amanat Nasional (PAN), LO dari Partai Kebangkitan
Nusantara (PKN), LO dari Partai Kebangkitan Nusantara
(PKN) dan LO dari Partai Ummat datang ke kantor KPU
Kabupaten Temanggung untuk melakukan konsultasi terkait
aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota (Silon).

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik
Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten
Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Temanggung.

Jumat, 5 Mei 2023

Dihari kelima ini, seperti halnya pengawasan sebelumnya
selain memastikan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah
membuka layanan pengajuan bakal calon yang dilaksankan
mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat
dan memastikan KPU Kabupaten Temanggung telah
membentuk Layanan Pencalonan sebagaimana amanat
Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman
Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, petugas
pengawasan melakukan aktivitas pengawasan yang mana
terdapat Liaison Officer (LO) Partai Perindo datang untuk
menyampaikan berkas pergantian kepengurusan terbaru
sekaligus melakukan konsultasi terkait pencalonan anggota
DPRD Kabupaten Temanggung.

Dihari yang sama, aktivitas pengawasan di KPU
Kabupaten Temanggung terdapat LO Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) datang untuk konsultasi terkait

persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten
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(6)

Temanggung dan menyampaikan informasi  akan
mendaftarkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten pada
tanggal 11 Mei 2023 serta melakukan konsultasi terkait bakal
calon yang pernah dipidana.

Aktivitas pengawasan di KPU Kabupaten Temanggung
selanjutnya yaitu LO Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
datang wuntuk berkonsultasi terkait syarat dan teknis
pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik
Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten
Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Temanggung.

Sabtu, 6 Mei 2023

Dihari keenam ini, seperti halnya pengawasan
sebelumnya selain memastikan bahwa KPU Kabupaten
Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon
yang dilaksankan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul
16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten
Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan
sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, petugas pengawasan melakukan aktivitas
pengawasan yang mana terdapat Liaison Officer (LO) Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan
koordinasi berkaitan Persyaratan Administrasi Bakal Calon
mantan terpidana sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun
2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal Bakal Calon mantan terpidana KPU Kabupaten
Temanggung menjelaskan berdasarkan PKPU Nomor 10
Tahun 2023 persyaratan administrasi bagi mantan terpidana
yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah
mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka

mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai
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(7)

(8)

mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang.

Dihari yang sama, aktivitas pengawasan di KPU
Kabupaten Temanggung terdapat LO dari Partai Gerakan
Indonesia Raya (Gerindra) datang untuk koordinasi terkait
persyaratan administrasi Bakal Calon warga negara Indonesia
dan terdaftar sebagai pemilih.

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik
Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten
Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Temanggung.

Minggu, 7 Mei 2023

Dihari  ketujuh ini, seperti halnya pengawasan
sebelumnya selain memastikan bahwa KPU Kabupaten
Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon
yang dilaksankan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul
16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten
Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan
sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, petugas pengawasan melakukan aktivitas
pengawasan yang mana sampai dengan pukul 16.00 WIB
tidak ada Partai Politik Peserta Pemilu yang datang ke kantor
KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan Pengajuan
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Temanggung.

Senin, 8 Mei 2023

Dihari kedelapan ini, seperti halnya pengawasan
sebelumnya selain memastikan bahwa KPU Kabupaten
Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon
yang dilaksankan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul
16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten
Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan
sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsii, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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(9)

Kabupaten/Kota, petugas pengawasan melakukan aktivitas
pengawasan yang mana terdapat Liaison Officer (LO) Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan
konsultasi terkait adanya bacalon yang mengundurkan diri
dan terkait kuota perempuan di setiap Dapil.

Dihari yang sama, aktivitas pengawasan di KPU
Kabupaten Temanggung secara bersama terdapat LO dari
Partai Gelora dan LO Partai Garuda datang untuk koordinasi
terkait Silon.

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik
Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten
Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Temanggung.

Selasa, 9 Mei 2023

Dihari kesembilan ini, seperti halnya pengawasan
sebelumnya selain memastikan bahwa KPU Kabupaten
Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon
yang dilaksankan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul
16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten
Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan
sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, petugas pengawasan melakukan aktivitas
pengawasan yang mana terdapat Liaison Officer (LO) Partai
Perindo melakukan konsultasi tata cara penggunaan Silon
dalam membantu tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Terkait hal tersebut,
KPU Kabupaten Temanggung telah memberikan layanan
konsultasi serta melakukan uji coba bersama pengunaan
layanan sistem Silon.

Dihari yang sama, aktivitas pengawasan di KPU
Kabupaten Temanggung secara bersama hadir LO Partai
Gelora melaksanakan konsultasi yang pada pokoknya
menerangkan bahwa yang akan menguplod kelengkapan
berkas adalah DPN.

Aktivitas pengawasan di KPU Kabupaten Temanggung

selanjutnya hadir dari LO Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
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menyerahkan surat yang pada pokoknya memberitahukan
bahwa partai Nasdem akan melaksanakan
pendaftaran/pengajuan Bakal Calon Pada Hari, Rabu 10 Mei
2023, pukul 10.00 WIB.

Selanjutnya hadir dari LO Partai PDIP berkonsultasi
terkait persyaratan batas umur minimal bakal calon Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik
Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten
Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Temanggung.

(10) Rabu, 10 Mei 2023

Dihari kesepuluh ini, seperti halnya pengawasan
sebelumnya selain memastikan bahwa KPU Kabupaten
Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon
yang dilaksankan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul
16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten
Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan
sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, petugas pengawasan melakukan aktivitas
pengawasan yang mana terdapat Liaison Officer (LO) Partai
PKB melakukan koordinasi berkaitan dengan akses applikasi
Silon dan menanyakan terkait sistematika penerimaan berkas
Bakal Calon di KPU Kabupaten Temanggung yang akan
dijadwalkan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023.

Dihari yang sama, aktivitas pengawasan di KPU
Kabupaten Temanggung hadir LO Partai Perindo
melaksanakan konsultasi konsultasi mengenai aplikasi Silon.

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik
Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten
Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Temanggung.

(11) Kamis, 11 Mei 2023
Dihari kesebelas ini, seperti halnya pengawasan

sebelumnya  memastikan bahwa  KPU Kabupaten
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Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon
yang dilaksankan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul
16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten
Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan
sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota.

Bahwa pada hari Kamis, 11 Mei 2023, terdapat beberapa
Partai Politik Peserta Pemilu 2024 menyerahkan dokumen
pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Temanggung diantaranya sebagai berikut:

TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON (AWAL)
Nno | Nama Bakal Calon Anggota DPRD KAB
Partai
Jumlah L P %
(2) (2 3) (4) (5) (6)
1 | POIP 45 21 24 53%
2 | Nasdem 45 25 20 44%

Ketua KPU Kabupaten Temanggung Mukhamad Yusuf
Hasyim, M.Pd.l, menerima dokumen pengajuan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Partai Nasdem
dan PDIP yang selanjutnya memeriksa waktu pengajuan,
dokumen kelengkapan, menetapkan status pengajuan, dan
memberikan tanda pengembalian/tanda terima dokumen
pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Temanggung.

Operator Silon KPU Kabupaten Temanggung Sdr Djarot
Triyana KW, Mahmudin Ashar, S.Kom memeriksa dokumen
kelengkapan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Temanggung dari Partai Nasdem serta PDIP dan dicocokkan
dengan dokumen yang diunggah dalam Silon.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari
Partai Nasdem dan PDIP, Ketua KPU Kabupaten
Temanggung menyatakan status pengajuan dinyatakan

lengkap dan diterima dengan rincian sebagai berikut:
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Keterangan
Nama Partai (Lengkap dan Jumlah
» Waktu L : :
No | Politik Peserta : Diterima/ Tidak dapil yang
: Pengajuan o
Pemilu lengkap dan diterima
Dikembalikan)
11 Mei 2023, Lengkap dan
1 | Nasdem o 6
11:11:00 Diterima
11 Mei 2023, Lengkap dan
2 | PDIP o 6
15:45:00 Diterima
(12) Jumat, 12 Mei 2023
Dihari keduabelas ini, seperti halnya pengawasan

sebelumnya selain memastikan bahwa KPU Kabupaten
Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon
yang dilaksankan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul
16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten
Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan
sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, petugas pengawasan melakukan aktivitas
pengawasan yang mana terdapat Liaison Officer (LO) Partai
PSI, PAN, Gelora, Golkar,

berkaitan dengan akses applikasi.

PPP melakukan konsultasi

Bahwa pada hari Jumat, 12 Mei 2023, terdapat Partai
Politik Peserta Pemilu dokumen
Bakal

Temanggung diantaranya sebagai berikut:

2024 menyerahkan

pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten

TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON (AWAL)
NO Nam"’? Bakal Calon Anggota DPRD KAB
Partai
Jumlah L P %
1) (2) 3 4) (5) (6)
1 | PAN 45 23 22 49%

Ketua KPU Kabupaten Temanggung Mukhamad Yusuf
Hasyim, M.Pd.l, menerima dokumen pengajuan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari PAN yang
memeriksa  waktu dokumen

selanjutnya pengajuan,

kelengkapan, menetapkan status pengajuan, dan memberikan
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tanda pengembalian/tanda terima dokumen pengajuan Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Operator Silon KPU Kabupaten Temanggung Sdr Djarot
Triyana KW, Mahmudin Ashar, S.Kom memeriksa dokumen
kelengkapan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Temanggung dari PAN dan dicocokkan dengan dokumen
yang diunggah dalam Silon.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari
PAN, Ketua KPU Kabupaten Temanggung menyatakan status
pengajuan dinyatakan lengkap dan diterima dengan rincian

sebagai berikut:

Keterangan
Nama Partai (Lengkap dan Jumlah
Waktu
No | Politik Peserta : Diterima/ Tidak dapil yang
. Pengajuan -
Pemilu lengkap dan diterima
Dikembalikan)
12 Mei 2023, Lengkap dan
1 | PAN 6
15:08:00 Diterima
(13) Sabtu, 13 Mei 2023
Di hari ketigabelas ini, seperti halnya pengawasan
sebelumnya  memastikan bahwa  KPU  Kabupaten

Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon
yang dilaksankan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul
16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten
Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan
sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota.

Bahwa pada hari Sabtu, 13 Mei 2023, terdapat beberapa
Partai Politik Peserta Pemilu 2024 menyerahkan dokumen
Bakal Calon DPRD Kabupaten

pengajuan Anggota

Temanggung diantaranya sebagai berikut:
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NO

TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON (AWAL)

Nama
Partai

Bakal Calon Anggota DPRD KAB

Jumlah

L

P

%

@)

)

®)

(4)

(5)

(6)

PKB

45

29

16

36%

Gerindra

45

28

17

38%

PKS

45

21

24

53%

ArIWIN|PF

Hanura

14

8

6

43%

Ketua KPU Kabupaten Temanggung Mukhamad Yusuf
Hasyim, M.Pd.l, menerima dokumen pengajuan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Hanura,
Gerindra, PKS dan PKB yang selanjutnya memeriksa waktu
dokumen menetapkan status

pengajuan, kelengkapan,

pengajuan, dan memberikan tanda pengembalian/tanda
terima dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Temanggung.

Operator Silon KPU Kabupaten Temanggung Sdr Djarot
Triyana KW, Mahmudin Ashar, S.Kom memeriksa dokumen
Bakal

kelengkapan Calon Anggota DPRD Kabupaten

Temanggung dari Hanura, Gerindra, PKS dan PKB
dicocokkan dengan dokumen yang diunggah dalam Silon.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari
Hanura, Gerindra, PKS dan PKB, Ketua KPU Kabupaten

Temanggung menyatakan status pengajuan dinyatakan

lengkap dan diterima dengan rincian sebagai berikut:

No

Nama Partai
Politik Peserta

Pemilu

Waktu

Pengajuan

Keterangan
(Lengkap dan
Diterima/ Tidak

lengkap dan
Dikembalikan)

Jumlah

dapil yang

diterima

Hanura

13 Mei 2023,
10:53:00

Lengkap dan

Diterima

Gerindra

13 Mei 2023,
13:04:00

Lengkap dan

Diterima

PKS

13 Mei 2023,
14:00:00

Lengkap dan

Diterima

PKB

13 Mei 2023,
15:23:00

Lengkap dan

Diterima
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(14) Minggu, 14 Mei 2023

Di hari keempatbelas ini, seperti halnya pengawasan
bahwa KPU

Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon

sebelumnya  memastikan Kabupaten
yang dilaksankan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul
16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten
Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan
sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsii, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota.

Bahwa pada hari Minggu, 14 Mei 2023, terdapat
beberapa Partai Politik Peserta Pemilu 2024 menyerahkan
dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Temanggung diantaranya sebagai berikut:

TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON (AWAL)
NO I’;I:?::} Bakal Calon Anggota DPRD KAB
Jumlah L P %
1) (2) 3 4) (©) (6)
1 | Golkar 45 29 16 36%
2 | Gelora 21 10 11 52%
3 | PKN 19 8 11 58%
4 | Garuda 6 3 3 50%
5 | Demokrat 25 14 11 44%
6 | PSI 20 6 14 70%
7 | Perindo 45 28 17 38%
8 | PPP 45 29 16 36%
9 | Ummat 18 6 12 67%

Ketua KPU Kabupaten Temanggung Mukhamad Yusuf
Hasyim, M.Pd.l, menerima dokumen pengajuan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Golkar, Gelora,
PKN, Garuda, Demokrat, PSI, Perindo, PPP dan Ummat yang
selanjutnya memeriksa waktu pengajuan, dokumen
kelengkapan, menetapkan status pengajuan, dan memberikan
tanda pengembalian/tanda terima dokumen pengajuan Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Operator Silon KPU Kabupaten Temanggung Sdr Djarot
Triyana KW, Mahmudin Ashar, S.Kom memeriksa dokumen
Bakal

Temanggung dari Golkar, Gelora, PKN, Garuda, Demokrat,

kelengkapan Calon Anggota DPRD Kabupaten
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PSI, Perindo, PPP dan Ummat dicocokkan dengan dokumen
yang diunggah dalam Silon.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari
Golkar, Gelora, PKN, Garuda Demokrat, PSI, Perindo, PPP
dan Ummat Ketua KPU Kabupaten Temanggung menyatakan

status pengajuan dinyatakan lengkap dan diterima dengan

rincian sebagai berikut:

Keterangan
Nama Partai (Lengkap dan Jumlah
Waktu
No | Politik Peserta : Diterima/ Tidak dapil yang
. Pengajuan -
Pemilu lengkap dan diterima
Dikembalikan)
14 Mei 2023, Lengkap dan
1 | Golkar 6
09:35:00 Diterima
14 Mei 2023, Lengkap dan
2 | PPP 6
10:57:00 Diterima
14 Mei 2023, Lengkap dan
3 | Demokrat 6
11:27:00 Diterima
14 Mei 2023, Lengkap dan
4 | Perindo 6
14:18:00 Diterima
14 Mei 2023, Lengkap dan
5 | PKN 6
16:35:00 Diterima
14 Mei 2023, Lengkap dan
6 | PSI 6
17:09:00 Diterima
14 Mei 2023, Lengkap dan
7 | Gelora 6
20:20:00 Diterima
14 Mei 2023, Lengkap dan
8 | Ummat 6
20:50:00 Diterima
14 Mei 2023, Lengkap dan
9 | Garuda 6
23:31:00 Diterima

(15) Rabu, 17 Mei 2023
Bahwa keluar Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 495/PL.01-4/05/2023 tertanggal 17
Mei 2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota
DPRD DPRD Kabupaten/Kota akibat
Temanggunga SILON untuk Partai Buruh, Partai Kebangkitan

Provinsi dan

Nusantara, Partai Garuda, Partai Perindo, dan Partai Ummat.
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Di waktu yang sama keluar Surat Dinas Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 496/PL.01-4/05/2023
tertanggal 17 Mei 2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal
Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
akibat Temanggunga SILON atau Temanggunga lainnya dari
Partai Gelora dan Partai Buruh.

Seperti halnya pengawasan sebelumnya, petugas
pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan
koordinasi kepada KPU Kabupaten Temanggung terkait
terbitnya kedua surat tersebut dan hasil konfirmasi dari KPU
Kabupaten Temanggung Partai Gelora akan mengajukan
kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung

dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:

Keterangan
Nama Partai Waktu (Lengkap dan Jumlah

No | Politik Peserta Pengajuan Diterima/ Tidak dapil yang

Pemilu Kembali lengkap dan diterima
Dikembalikan)
19 Mei 2023, Lengkap dan

1 | Gelora o 6
14:00:00 Diterima

Ketua KPU Kabupaten Temanggung Mukhamad Yusuf
Hasyim, M.Pd.l, menerima dokumen pengajuan kembali Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Partai
Gelora yang selanjutnya memeriksa waktu pengajuan,
dokumen kelengkapan, menetapkan status pengajuan, dan
memberikan tanda pengembalian/tanda terima dokumen
pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Temanggung.

Operator Silon KPU Kabupaten Temanggung Sdr Djarot
Triyana KW, Mahmudin Ashar, S.Kom memeriksa dokumen
kelengkapan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Temanggung dari Partai Gelora dicocokkan dengan dokumen
yang diunggah dalam Silon.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari
Partai Gelora Ketua KPU Kabupaten Temanggung
menyatakan status pengajuan dinyatakan lengkap dan

diterima dengan rincian sebagai berikut:

33




TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON (AWAL)
no | Nama Bakal Calon Anggota DPRD KAB
Partai
Jumlah L P %
(1) (2) (3 (4) (%) (6)
1 | Gelora 39 21 18 46%

(16) Sabtu, 20 Mei 2023

Bahwa keluar Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 505/PL.01-4/05/2023 tertanggal 20
Mei 2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat
Temanggunga SILON untuk Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat,
dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Seperti halnya pengawasan sebelumnya, petugas
pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan
koordinasi kepada KPU Kabupaten Temanggung terkait surat
tersebut dan hasil konfirmasi dari KPU Kabupaten
Temanggung untuk Partai Hanura akan mengajukan kembali
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan

rincian hasil pengawasan sebagai berikut.

Keterangan
Nama Partai Waktu (Lengkap dan Jumlah

No | Politik Peserta Pengajuan Diterima/ Tidak dapil yang

Pemilu Kembali lengkap dan diterima
Dikembalikan)
21 Mei 2023, Lengkap dan

1 | Hanura o 6
19:40:00 Diterima

Ketua KPU Kabupaten Temanggung Mukhamad Yusuf
Hasyim, M.Pd.l, menerima dokumen pengajuan kembali Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Partai
Hanura yang selanjutnya memeriksa waktu pengajuan,
dokumen kelengkapan, menetapkan status pengajuan, dan
memberikan tanda pengembalian/tanda terima dokumen
pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Temanggung.

Operator Silon KPU Kabupaten Temanggung Sdr Djarot
Triyana KW, Mahmudin Ashar, S.Kom memeriksa dokumen

kelengkapan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
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Temanggung dari Partai Hanura dicocokkan dengan dokumen
yang diunggah dalam Silon.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari
Partai Hanura Ketua KPU Kabupaten Temanggung
menyatakan status pengajuan dinyatakan lengkap dan

diterima dengan rincian sebagai berikut:

TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON (AWAL)
NO Nam"’? Bakal Calon Anggota DPRD KAB
Partai
Jumlah L P %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Hanura 28 13 15 54%

3. Hasil-hasil Pengawasan

a.

Hasil Pengawasan

Selama melaksanakan pengawasan Sub Tahapan
Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten
Temanggung menindaklanjuti apa yang menjadi imbauan Bawaslu
Kabupaten Temanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung pada Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Temanggung sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14
Mei 2023 tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan_tidak

ditemukan potensi sengketa oleh KPU Kabupaten Temanggung

dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung
pada Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung sejak
tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, Bawaslu
Kabupaten Temanggung tidak menyampaikan saran perbaikan
kepada KPU Kabupaten Temanggung. KPU Kabupaten
Temanggung telah melaksanakan imbauan dari Bawaslu

Kabupaten Temanggung.

4. Dinamika dan Permasalahan
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Dalam Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung

dinamika dan permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten

Temanggung adalah sebagai berikut:

1) Akses SILON Bawaslu Kabupaten Temanggung hanya sebatas
viewer. Hal ini tentu saja menyulitkan Bawaslu Kabupaten
Temanggung untuk melihat dan mengawasi kelengkapan
dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten
Temanggung yang diunggah di SILON;

2) SILON juga beberapa kali mengalami Temanggunga pada
sistemnya,;

3) Peraturan dalam bentuk naskah dinas berupa Surat ketua KPU RI
yang sering muncul di detik-detik akhir dan itu memberikan
perpanjangan dan keluasan waktu dan syarat sehingga lebih
fleksibel daripada pengaturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini tentu saja
menyulitkan proses pengawasan dan pencegahan oleh Bawaslu

Kabupaten Temanggung;
Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pada prinsipnya KPU Kabupaten Temanggung telah
melaksanakan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung secara
tertib dan tepat waktu.

Namun berdasarkan dinamika yang muncul pada
pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Temanggung, ada beberapa hal yang menjadi perhatian berkaitan
evaluasi pelaksanaan pengawasan sebagai berikut:

1) Bawaslu Kabupaten Temanggung dan KPU Kabupaten
Temanggung sifathya hanya pelaksana peraturan. Berkaitan
dengan permasalahan yang diuraikan diatas seharusnya
BAWASLU RI dan KPU RI sudah selesai terkait pembahasan
akses SILON dan akses pengawasan langsung saat pengajuan,
sehingga perlakuan di masing-masing kabupaten/kota sama;

2) Peraturan yang harus dipedomani dalam tahapan pencalonan
anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
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Sehingga seharusnya tidak ada regulasi yang berbentuk naskah
dinas dan instruksi yang melompati ketentuan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

C. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi
Dokumen Persyarakatan Bakal Calon;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Ketentuan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilhan Umum
Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana tahapan Verifikasi
Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon dimulai tanggal 15
Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023.

Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi
Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung terbagi
menjadi beberapa sub bagian diantaranya sebagai berikut:

a. Kerawanan-kerawanan
Bawaslu Kabupaten Temanggung memetakan potensi
kerawanan yang muncul pada Verifikasi Administrasi Dokumen
Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024
sebagai berikut:
1) Dokumen persyaratan bakal calon yang diunggah disilon tidak
sesuai;
2) Adanya bakal calon ganda antar Partai Politik;
3) Adanya bakal calon ganda dalam satu Partai Politik;
4) Ketidakprofesionalan penyenggara pemilu dalam verifikasi
administrasi;

5) Pemalsuan dokumen;
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Bakal calon belum melampirkan pengajuan pengunduran diri
dan tanda terima pengunduran diri saat pengajuan bakal
calon terhadap pekerjaan yang dipersyaratkan dalam
peraturan perundang-undangan;

Penyelenggara Pemilu tidak memberikan akses silon secara
penuh;

Pengawas Pemilu tidak diperkenankan  melakukan
pengawasan secara melekat dalam tahapan vermin dan tidak
diperkenankan mencatat apa yang dilihat pada saat
melakukan pengawasan;

Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak dapat melakukan
pengawasan dokumen persyaratan bakal calon yang
diunggah ke SILON, karena terbatasnya akses;

Terdapat dokumen persyaratan yang masih berupa surat
pernyataan dari bakal calon yang menyatakan bahwa
dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud masih dalam
proses;

Keterpenuhan kuota perempuan belum memenuhi 30%
sesuai dengan penghitungan zipper system;

Adanya dokumen persyaratan yang tidak jelas/kabur sehingga
menyulitkan verifikator dari KPU Kabupaten Temanggung;
Proses verifikasi administrasi tidak dapat terawasi secara

maksimal oleh pengawas pemilu.

. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemetaan potensi kerawanan yang telah

disusun, maka Bawaslu Kabupaten Temanggung juga menyusun

strategi pengawasan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan
langsung pada proses verifikasi administrasi dokumen
persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten
Temanggung di kantor KPU Kabupaten Temanggung;
Bawaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan imbauan
secara lisan bilamana dalam proses pengawasan ditemukan
dokumen yang tidak jelas/kabur dan/atau ditemukan dokumen
yang menimbulkan keraguan bagi pengawas pemilu dan
verifikator untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi pada instansi
yang berwenang;

Bawaslu Kabupaten Temanggung pada setiap akhir sesi
verifikasi dokumen persyaratan bakal calon setiap harinya

selalu berkoordinasi dengan Ketua Tim Verifikator dari KPU
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Kabupaten Temanggung berkaitan dengan rekap hasil
verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan
Guna mencegah terjadinya pelanggaran pada sub tahapan

Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Temanggung pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten

Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara

melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten

Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu

Kabupaten Temanggung nomor 365/PM.02.02/K.JT-27/05/2023

tanggal 29 Mei 2023 perihal Imbauan pelaksanaan verifikasi

administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon pada tahapan

Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

dimulai pada tanggal 15 Mei 2023 s.d 23 Juni 2023, Bawaslu

Kabupaten Temanggung menyampaikan imbauan kepada KPU

Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1) Melakukan verifikasi administrasi dengan bantuan Silon
terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang
status pengajuannya diterima, untuk meneliti kebenaran
dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan
kegandaan pencalonan;

2) Memastikan bakal calon tidak dicalonkan lebih dari satu
Lembaga Perwakilan, Dapil, dan/atau Partai Politik Peserta
Pemilu;

3) Dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang
dan menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara jika
mendapatkan keraguan terhadap dokumen persyaratan
administrasi Bakal Calon;

4) Menuangkan hasil verifikasi administrasi dokumen
persyaratan Bakal Calon setelah menyatakan hasil verifikasi
memenuhi syarat ataupun belum memenuhi syarat serta
menyampaikan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten
Temanggung dan Bawaslu Kabupaten Temanggung;

5) Membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon
jika hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal

Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

menyampaikan informasi kepada partai politik tingkat
Kabupaten Temanggung;

Waktu pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00
sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari
terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul
08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat, dan
dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal
Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan
perbaikan;

Melakukan verifikasi administrasi perbaikan mulai 10 Juli 2023
s.d. 6 Agustus 2023 secara mutatis mutandis terhadap
ketentuan mengenai verifikasi administrasi perbaikan
dokumen persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan
administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon
pengganti, serta menuangkan hasilnya ke dalam berita acara
hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan
Bakal Calon;

Menyusun hasil akhir verifikasi administrasi dokumen
persyaratan Bakal Calon dan menuangkan ke dalam dalam
berita acara hasil akhir verifikasi administrasi dokumen
persyaratan Bakal Calon, serta menyampaikannya kepada
Partai Politik tingkat Kabupaten Temanggung dan Bawaslu
Kabupaten Temanggung;

Menyusun rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)
berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi
dokumen persyaratan Bakal Calon;

Memaksimalkan penyampaian informasi berkaitan dengan
tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi
perbaikan dokumen persyaratan bakal calon kepada Partai
Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Temanggung;
Melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi
administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon
anggota DPRD Kabupaten Temanggung sesuai dengan
ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2023 pasal 43 dan Pasal 44 serta Ketentuan pada

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023.

. Aktivitas Pengawasan

Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Temanggung pada Pemilu 2024 oleh KPU Kabupaten
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Temanggung dilaksanakan mulai tanggal 31 Mei 2023 sampai
dengan 6 Juni 2023.

Pada prinsipnya, petugas pengawasan diperkenankan
melihat dokumen Bacalon DPRD Kabupaten Temanggung namun
tidak boleh mendokumentasikan, kami diperkenankan
mendomentasikan  seluruh  aktifitas  Verifikasi Administrasi
Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung (bukan data
Bacalon).

Pada tanggal 6 Juni 2023 KPU Kabupaten Temanggung
memberitahukan Pelaksanaan Kilarifikasi Administrasi Dokumen
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang
diragukan keabsahannya. Adapun data-data dokumen yang akan

diklarifikasi tertaung dalam tabel dibawah:

Nama Partai
Nama Bakal . Jadwal
No Politik Peserta Keterangan -
Calon : Klarifikasi
Pemilu
Klarifikasi surat
Priska Rabu,14
1 ) ) Garuda keterangan sehat )
Triharyanti ) o Juni 2023
jasmani di RS
Klarifikasi surat
Tomy Eko Rabu,14
2 ) Golkar keterangan sehat ]
Kartika o Juni 2023
rohani di RS
Klarifikasi surat
) Rabu,14
3 | Wahyu Utomo Golkar keterangan dari ]
) Juni 2023
Rumah Sakit
Klarifikasi surat
) ) Rabu,14
4 | Mustakin PDIP keterangan dari )
) Juni 2023
Rumah Sakit
Klarifikasi ljazah
_ ) ) Rabu,14
5 | Purwadi PKS hilang di SMK YP )
Juni 2023
17 Temanggung
] Klarifikasi ljazah di ]
Ahmad Syarif ) ) ) Kamis, 15
6 PPP Universitas Sains Al
Yahya Juni 2023
Quran Wonosobo
Klarifikasi ljazah
) hilang di MA Rabu,14
7 | Nur Khamid Nasdem o ]
Mualimin Juni 2023
Temanggung
8 | Arif Rosidi Golkar Klarifikasi ljazah Selasa, 13
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3.

hilang di SMA Juni 2023
Muhammadiyah 1
Yogyakarta
Klarifikasi ljazah Senin-
hilang di MA Selasa, 12-
9 | Irawan Demokrat
Mualimin 13 Juni
Temanggung 2023
Rekapitulasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung pada proses Verifikasi Administrasi Dokumen
Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 ini
berdasarkan hasil pengawasan langsung maupun tidak langsung
(melalui Silon) serta Berita Acara tentang Hasil Verifikasi
Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Temanggung tertanggal 23 Juni 2023 sebagai berikut:
) Verifikasi Administrasi
NO Nama Partai
L P Calon MS | Calon BMS | Jumlah
@ 2 3 4 ®) (6) Q)
1 PKB 29 16 2 43 45
2 | Gerindra 28 17 29 16 45
3 PDIP 21 24 27 18 45
4 | Golkar 29 16 31 14 45
5 Nasdem 25 20 0 45 45
6 | Buruh - - - - -
7 | Gelora 21 18 5 34 39
8 PKS 21 24 0 45 45
9 PKN 8 11 0 19 19
10 | Hanura 13 15 7 21 28
11 | Garuda 3 3 0 6 6
12 | PAN 23 22 0 45 45
13 | PBB - - - - -
14 | Demokrat 14 11 0 25 25
15 | PSI 6 14 0 20 20
16 | Perindo 28 17 0 45 45
17 | PPP 29 16 23 22 45
18 | Ummat 6 12 0 18 18
TOTAL 304 256 124 436 560

Hasil-hasil Pengawasan

a.

Hasil Pengawasan
Selama melaksanakan pengawasan Sub Tahapan Verifikasi
Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal

(DPRD)

Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
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Temanggung pada Pemilu 2024, KPU Kabupaten Temanggung
menindaklanjuti apa yang menjadi imbauan Bawaslu Kabupaten
Temanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen
Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sejak
tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023 tidak

ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak ditemukan potensi

sengketa oleh KPU Kabupaten Temanggung dan/atau Partai
Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen
Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sejak
tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023, Bawaslu
Kabupaten Temanggung tidak menyampaikan saran perbaikan
kepada KPU Kabupaten Temanggung. KPU Kabupaten
Temanggung telah melaksanakan imbauan dari Bawaslu

Kabupaten Temanggung.
Dinamika dan Permasalahan

Dalam pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen
Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024,
Bawaslu  Kabupaten @ Temanggung menghadapi beberapa
permasalahan yang berimplikasi pada tidak maksimalnya proses
pengawasan.

Adapun dinamika dan permasalahan yang dihadapi Bawaslu
Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1) Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak dapat melakukan pengawasan
dokumen persyaratan bakal calon di SILON;

2) Tim verifikator KPU Kabupaten Temanggung terbagi menjadi
beberapa tim melebihi jumlah petugas pengawasan yang mana
pekalsanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Temanggung pada Pemilu 2024 dilaksanakan dalam waktu yang

sama. Hal ini tentu saja menyulitkan Bawaslu Kabupaten

43



Temanggung untuk melakukan pengawasan, mengingat jumlah
pengawas yang terbatas dan skema pengawasan yang dibuat per
partai politik;

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Proses Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sebagaimana diatur
dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupate/Kota yang menegaskan bahwa “Verifikasi
Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
meneliti; a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal
Calon; dan b. kegandaan pencalonan”. Dan ayat (3) menegaskan
“Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan bantuan Silon”.

Proses pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen
Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024,
Bawaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan catatan dan
evaluasi sebagai berikut:

a. Akses SILON Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak dapat
melihat dokumen bakal calon yang diunggah di SILON. Hal ini
menyulitkan pengawas pemilu dalam mengawasi proses Verifikasi
Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Temanggung pada Pemilu 2024. Kedepan akses yang dimiliki oleh
pengawas pemilu harusnya lebih bisa mengakses setidaknya bisa
sampai dengan melihat semua dokumen persyaratan dan melihat
hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh verifikator KPU
Kabupaten Temanggung;

b. Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menerima fisik dokumen
persyaratan bakal calon. Sebagai evaluasi harusnya akses untuk
menggandakan atau setidaknya men-scan dokumen itu

diperbolehkan untuk keperluan pengawasan tahapan.

D. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan
Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Ketentuan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana tahapan Pengajuan
Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dimulai tanggal 26 Juni
2023 sampai dengan 9 Juli 2023.

Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan
Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung terbagi
menjadi beberapa sub bagian diantaranya sebagai berikut:

a. Kerawanan-kerawanan

Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam pengawasan sub

tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Temanggung telah melakukan pemetaan kerawanan yang

potensial terjadi. Pemetaan ini dilakukan untuk menyusun strategi

pengawasan dan bentuk pencegahan yang dilakukan. Adapun
kerawanan yang diinventarisir Bawaslu Kabupaten Temanggung
adalah sebagai berikut:

(1) Partai politik tidak mengajukan perbaikan dokumen
persyaratan bakal calon;

(2) Dokumen perbaikan bakal calon yang diunggah disilon tidak
sesuai;

(3) Ketidakprofesionalan penyenggara pemilu dalam verifikasi
administrasi  dokumen  perbaikan;Pemalsuan  dokumen
perbaikan;

(4) Penyelenggara Pemilu tidak memberikan akses silon secara
penuh;

(5) Dokumen persyaratan bakal calon yang harus dilengkapi
belum dikuasai oleh bakal calon/ partai politik;

(6) Dokumen seperti surat pemberhentian dari pekerjaan bagi
bakal calon dengan status pekerjaan yang wajib mundur ini

cukup sulit, mengingat dokumen ini dikeluarkan oleh pejabat
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yang untuk waktu dan prosesnya tidak dapat diprediksi,
seperti SK Pemberhentian kepala desa yang dikeluarkan oleh

Bupati, Surat keterangan telah menjalani masa pidana yang

dikeluarkan oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan dan surat
lain yang serupa.
b. Perencanaan Pengawasan

Potensi kerawanan yang telah diinventarisir oleh Bawaslu
Kabupaten Temanggung, selanjutnya ditindaklanjuti dengan
penyusunan  strategi pengawasan. Bawaslu  Kabupaten
Temanggung dalam pelaksanaan pengawasan sub tahapan
Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Temanggung melakukan pengawasan secara langsung dan tidak
langsung.

Pengawasan secara tidak langsung artinya Bawaslu
Kabupaten Temanggung mencermati SILON, apakah ada
penggantian dokumen persyaratan yang harus dipenuhi atau
update lainnya yang ada di SILON.

Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Temanggung dengan melakukan pengawasan pada
saat partai politik melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen
Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung di KPU Kabupaten
Temanggung yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023
sampai dengan 9 Juli 2023.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga akan
melakukan kegiatan pencegahan dalam bentuk imbauan yang
disampaikan secara langsung kepada KPU Kabupaten

Temanggung dan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.
2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan
Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya
pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke
KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua
Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 420/PM.02.02/K.JT-
27/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Imbauan Sub Tahapan
Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota

DPRD Kabupaten Temanggung sebagai berikut:
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Membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 26 Juni
2023 s.d 9 Juli 2023;
Waktu pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00
sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari
terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul
08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat, dan
dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal
Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan
perbaikan;
Mempedomani seluruh peraturan dan ketentuan teknis
lainnya, terkait tata cara serta prosedur penerimaan
pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
Mematuhi ketentuan pada Pasal 52 s.d. 60 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota;
Memastikan petugas penerima dokumen memeriksa dokumen
perbaikan persyaratan Bakal Calon untuk memastikan:
- kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
- daftar Bakal Calon hasil perbaikan yang telah memenubhi
persyaratan pengajuan Bakal Calon;
- kebenaran dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil
perbaikan;
Dalam hal pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan
Bakal Calon melewati waktu pengajuan perbaikan, KPU
Kabupaten/Kota  melanjutkan  pemeriksaan  perbaikan
dokumen persyaratan Bakal Calon hingga seluruh proses
diselesaikan;
Ketentuan mengenai pengajuan dokumen persyaratan Bakal
Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan
mengenai pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal
Calon;
Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,

KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat
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mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten

Temanggung sesuai dengan tingkatannya.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan upaya

pencegahan dengan cara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu
Kabupaten Temanggung nomor 420/PM.02.02/K.JT-27/06/2023
tanggal 23 Juni 2023 kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024

perihal Imbauan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen

Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung

sebagai berikut:

1.

Mematuhi Jadwal Kegiatan Sub Tahapan Pengajuan
Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Temanggung pada Tahapan Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsii, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan Lampiran | Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, dimulai pada tanggal
26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023;

Melengkapi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota
DPRD yang masih dianggap belum benar dan sah sehingga
masih dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh KPU
Kabupaten Temanggung;

Menyampaikan dokumen perbaikan tersebut kepada KPU
Kabupaten Temanggung sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Aktif melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten
Temanggung untuk mengetahui teknis penerimaan pengajuan
perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Temanggung;

Mempedomani tata cara serta prosedur pengajuan perbaikan
dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku;

Ketentuan mengenai pengajuan dokumen persyaratan Bakal

Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan
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b.

mengenai pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal
Calon;
Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan
tidak langsung melalui pencermatan SILON pada sub tahapan
Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung sejak dibukanya
akses bagi partai politik untuk mengunggah dokumen sampai
dengan partai politik menyampaikan pengajuan di KPU Kabupaten
Temanggung.

Hasilnya masih sama bahwa akses SILON Bawaslu
Kabupaten Temanggung terbatas dan tidak dapat memantau
perkembangan partai politik dalam melakukan unggah dokumen di
SILON.

Selama jangka waktu 26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023, partai
politik peserta pemilu di Kabupaten Temanggung mulai
mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada
tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan 9 Juli 2023.

Adapun rekapitulasi Pengajuan Perbaikan Dokumen
Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung

di masing-masing partai politik adalah sebagai berikut:

Bakal Calon Anggota DPRD KAB
NO Nama Partai
Jumlah L P %
1) 2 3 4 ®) (6)
1 | PKB 45 29 16 36%
2 | Gerindra 45 28 17 38%
3 PDIP 45 21 24 53%
4 | Golkar 45 29 16 36%
5 | Nasdem 45 25 20 44%
6 | Buruh - - - -
7 | Gelora 20 9 11 55%
8 | PKS 44 20 24 55%
9 | PKN 19 8 11 58%
10 | Hanura 28 13 15 54%
11 | Garuda 6 3 3 50%
12 | PAN 45 22 23 51%
13 | PBB - - - -
14 | Demokrat 25 14 11 44%
15 | PSI 12 5 7 58%
16 | Perindo 23 14 9 39%
17 | PPP 43 27 16 37%
18 | Ummat 7 5 2 29%
TOTAL 497 272 225 45%
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Ketua KPU Kabupaten Temanggung Mukhamad Yusuf
Hasyim, M.Pd.l, menerima Pengajuan Perbaikan Dokumen
Bakal

Temanggung dari

Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten
ke 16 Partai Politk di

Temanggung yang selanjutnya memeriksa waktu pengajuan,

Kabupaten

dokumen kelengkapan, menetapkan status pengajuan, dan
memberikan tanda pengembalian/tanda terima dokumen
Bakal DPRD Kabupaten

Temanggung.

pengajuan Calon Anggota

Operator Silon KPU Kabupaten Temanggung Sdr Djarot
Triyana KW, Mahmudin Ashar, S.Kom memeriksa dokumen
Bakal

Temanggung dari dari ke 16 Partai Politik di Kabupaten

kelengkapan Calon Anggota DPRD Kabupaten

Temanggung yang dicocokkan dengan dokumen yang

diunggah dalam Silon.

Dari hasil pemeriksaan terhadap Pengajuan Perbaikan

Dokumen

Kabupaten

Persyaratan

Temanggung,

Calon

Ketua KPU

Anggota

DPRD

Kabupaten

Temanggung menyatakan status pengajuan dinyatakan

lengkap dan diterima dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan
Nama Partai Waktu (Lengkap dan Jumlah
No | Politik Peserta Pengajuan Diterima/ Tidak dapil yang
Pemilu Perbaikan lengkap dan diterima
Dikembalikan)
9 Juli 2023, Lengkap dan
1 | Demokrat o 6
19:45:00 Diterima
9 Juli 2023, Lengkap dan
2 | Garuda 2
19:30:00 Diterima
9 Juli 2023, Lengkap dan
3 | Gelora 6
20:55:00 Diterima
9 Juli 2023, Lengkap dan
4 | Gerindra 6
20:50:00 Diterima
9 Juli 2023, Lengkap dan
5 | Golkar o 6
20:48:00 Diterima
9 Juli 2023, Lengkap dan
6 | Hanura 2
20:34:00 Diterima
9 Juli 2023, Lengkap dan
7 | Nasdem 6
22:15:00 Diterima
8 Juli 2023, Lengkap dan
8 | PAN o 6
13:49:00 Diterima
9 | PDIP 9 Juli 2023, Lengkap dan 6
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3.

18:35:00 Diterima
9 Juli 2023, Lengkap dan
10 | Perindo 6
20:25:00 Diterima
8 Juli 2023, Lengkap dan
11 | PKB 6
12:51:00 Diterima
9 Juli 2023, Lengkap dan
12 | PKN o 6
18:01:00 Diterima
9 Juli 2023, Lengkap dan
13 | PKS 6
20:45:00 Diterima
9 Juli 2023, Lengkap dan
14 | PPP 6
20:40:00 Diterima
9 Juli 2023, Lengkap dan
15 | PSI 3
20:55:00 Diterima
9 Juli 2023, Lengkap dan
16 | Ummat 6
19:57:00 Diterima

Hasil-hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

Selama melaksanakan pengawasan Sub  Tahapan
Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024, KPU
Kabupaten Temanggung menindaklanjuti apa yang menjadi
imbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung pada Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen
Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung
pada Pemilu 2024 sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9
Juli 2023 tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan _tidak

ditemukan potensi sengketa oleh KPU Kabupaten Temanggung

dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen
Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung
pada Pemilu 2024 sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9
Juli 2023, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menyampaikan

saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung. KPU
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Kabupaten Temanggung telah melaksanakan imbauan dari

Bawaslu Kabupaten Temanggung.
4. Dinamika dan Permasalahan

Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu
2024 ini menjadi sub tahapan yang menentukan dalam penyusunan
Daftar Calon Sementara (DCS). Bawaslu Kabupaten Temanggung
dalam melakukan pengawasan ini menghadapi dinamika dan
permasalahan yang sama dengan pengawasan sub tahapan
sebelumnya, yakni Temanggunga akses SILON Bawaslu Kabupaten
Temanggung hanya sebatas viewer. Hal ini tentu saja menyulitkan
Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk melihat dan mengawasi
kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD
Kabupaten Temanggung yang diunggah di SILON dan SILON juga
beberapa kali mengalami Temanggunga pada sistemnya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan pada Sub Tahapan
Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024, Bawaslu
Kabupaten Temanggung memberikan evaluasi atas dampak
terbatasnya akses SILON bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung
yang berimplikasi pada saat upaya pencegahan yang dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten Temanggung. Bawaslu Kabupaten Temanggung
tidak dapat melakukan pencermatan dan pengawasan secara

maksimal mengingat tidak adanya basis data yang diawasi.

E. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi
Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka
3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang memberikan
tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan
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anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana Sub Tahapan Verifikasi
Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dimulai
tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023.

Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi
Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung
terbagi menjadi beberapa sub bagian diantaranya sebagai berikut:

a. Kerawanan-kerawanan

Bawaslu Kabupaten Temanggung memetakan potensi

kerawanan yang muncul pada Sub Tahapan Verifikasi

Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Temanggung pada Pemilu 2024 sebagai berikut:

1) Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak dapat melakukan pengawasan
dokumen persyaratan bakal calon yang diunggah ke SILON, karena
terbatasnya akses;

2) Keterpenuhan kuota perempuan belum memenuhi 30% sesuai
dengan penghitungan zipper system;

3) Adanya dokumen persyaratan yang tidak jelas/kabur sehingga
menyulitka verifikator dari KPU Kabupaten Temanggung;

4) Proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon tidak
dapat terawasi secara maksimal oleh pengawas pemilu;

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemetaan potensi kerawanan yang telah

disusun, utamanya terkait dengan keterbatasan akses SILON

maka Bawaslu Kabupaten Temanggung akan mengoptimalkan
pengawasan langsung di KPU Kabupaten Temanggung.

Harapannya kegiatan pengawasan dapat juga langsung

memberikan pencegahan terhadap verifikator KPU Kabupaten

Temanggung berkaitan dengan potensi pelanggaran pada Sub

Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024.
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2.

Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten
Temanggung sifatnya adalah pengawasan langsung, oleh
karenanya bentuk pencegahan yang bisa dimaksimalkan adalah
pencegahan dalam bentuk menyampaikan imbauan secara lisan
kepada verifikator KPU Kabupaten Temanggung. Tentunya
banyak yang harus dicermati oleh verifikator, oleh karenanya
dibutuhkan kecermatan, kepastian status dokumen, keabsahan
dokumen dan mekanisme penetuan Memenuhi Syarat (MS) atau
Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Selain itu juga perlu diperhatikan
oleh verifikator berkaitan dengan komposisi keterwakilan
perempuan dalm penyusunan daftar calon oleh partai politik pada
setiap daerah pemilihan. Bawaslu Kabupaten Temanggung juga
mengimbau bahwa patokan utama dalam pelaksanaan verifikasi
administrasi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota oleh karenanya untuk benar-benar
dipatuhi bagaimana mekanisme verifikasi sebagaimana diatur
dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tersebut.

. Aktivitas Pengawasan

Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Temanggung oleh KPU Kabupaten Temanggung
dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6
Agustus 2023.

Pada prinsipnya sama seperti pengawasan sebelumnya,
petugas pengawasan diperkenankan melihat dokumen Bacalon
DPRD Kabupaten Temanggung namun tidak  boleh
mendokumentasikan objek yang diawasi, kami diperkenankan
mendomentasikan seluruh  aktifitas  Verifikasi Administrasi
Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

Rekapitulasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung pada proses Verifikasi Administrasi Perbaikan
Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung ini berdasarkan
hasil pengawasan langsung maupun tidak langsung (melalui
Silon) serta Berita Acara tentang Hasil Akhir Verifikasi

Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD
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3.

Kabupaten Temanggung Pemilu 2024 tertanggal 3 Agustus 2023
sebagai berikut:

NO Namq Verifikasi Administrasi Perbaikan
Partai L P Calon MS | Calon TMS | Jumlah
(1) (2 (3 4 () (6) )
1 | PKB 29 16 45 0 45
2 | Gerindra 28 17 45 0 45
3 PDIP 21 24 41 4 45
4 | Golkar 29 16 44 1 45
5 | Nasdem 25 20 45 0 45
6 | Buruh - - - - -
7 | Gelora 9 11 6 14 20
8 | PKS 20 24 44 0 44
9 | PKN 8 11 11 8 19
10 | Hanura 13 15 14 14 28
11 | Garuda 3 3 3 3 6
12 | PAN 22 23 45 0 45
13 | PBB - - - - -
14 | Demokrat 14 11 25 0 25
15 | PSI 5 7 3 9 12
16 | Perindo 14 9 23 0 23
17 | PPP 27 16 43 0 43
18 | Ummat 5 2 7 0 7
TOTAL 272 225 444 53 497

Hasil-hasil Pengawasan

a.

C.

Hasil Pengawasan

Selama melaksanakan pengawasan Verifikasi Administrasi
Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, KPU
Kabupaten Temanggung menindaklanjuti apa yang menjadi
imbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan
Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu
2024 sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023

tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak ditemukan

potensi _sengketa oleh KPU Kabupaten Temanggung dan/atau
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Tindak Lanjut Saran Perbaikan
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Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan
Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu
2024 sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023,
Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menyampaikan saran
perbaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung. KPU Kabupaten
Temanggung telah melaksanakan imbauan dari Bawaslu

Kabupaten Temanggung.
Dinamika dan Permasalahan

Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen
Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 ini menjadi sub
tahapan yang menentukan dalam penyusunan Daftar Calon
Sementara (DCS). Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam
melakukan pengawasan ini menghadapi dinamika dan permasalahan
yang sama dengan pengawasan sub tahapan sebelumnya, yakni:

a. Temanggunga akses SILON Bawaslu Kabupaten Temanggung
hanya sebatas viewer. Hal ini tentu saja menyulitkan Bawaslu
Kabupaten Temanggung untuk melihat dan mengawasi
kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD
Kabupaten Temanggung yang diunggah di SILON;

b. SILON juga beberapa kali mengalami Temanggunga pada
sistemnya sehingga pengisian Alat Kerja Pengawasan Bawaslu

Kabupaten Temanggung menjadi terhambat.
Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan dinamika dan permasalahan yang muncul pada

Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen

Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 setidaknya

memiliki 3 (tiga) catatan evaluasi yakni sebagai berikut:

a. Apakah Temanggunga pemenuhan dokumen pada instansi yang
berwenang itu memang sulit didapat. Mengingat memang
beberapa dokumen persyaratan harus dikeluarkan oleh lembaga
yang berwenang dan untuk kapan bisa keluar hasilnya itu diluar
jangkauan bakal calon dan partai politik. Untuk kasus ini padahal
KPU sudah memberikan dispensasi bisa terlebih dahulu

menyerahkan surat keterangan yang menyatakan dokumen
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sebagaimana dimaksud masih dalam proses dan diluar
jangakauan bakal calon;

b. Sejauh mana SILON ini mengalami Temanggunga dalam proses
pengajuan dokumen persyaratan bakal calon. Karena Bawaslu
Kabupaten Temanggung menemukan beberapa partai politik
sampai dengan batas akhir waktu pengajuan masih berkutat pada
unggah dokumen di SILON. Tentu ini harus dilakukan evaluasi
antara Bawaslu RI, KPU RI dan pimpinan tingkat pusat partai

politik;

F. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCS

1. Pelaksanaan Pengawasan

Ketentuan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilhan Umum Menjadi Undang-Undang
memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana Sub Tahapan
Penyusunan DCS dimulai tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 23
September 2023.

Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCS
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Temanggung terbagi menjadi beberapa sub bagian diantaranya
sebagai berikut:

a. Kerawanan-kerawanan

Tahapan penetapan DCS ini menjadi sorotan yang intens
bagi pengawas pemilu. Utamanya nanti pada penetapan dan
pengumuman DCS. Hal ini mengingat sub tahapan ini juga
bermuara pada potensi permohonan penyelesaian sengketa
proses pemilu dalam hal ada bakal calon yang sudah mengajukan
dokumen namun dinyatakan TMS dan tidak masuk dalam DCS.
Perhatian kedua adalah pada formulasi keterpenuhan

keterwakilan perempuan di tiap-tiap partai politik dalam setiap
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daerah pemilihan. Syarat keterwakilan perempuan ini memang
pada saat sub tahapan DCS belum ada sikap yang tegas dari
KPU akan seperti apa. Namun demikian Bawaslu Kabupaten
Temanggung mengantisipasi point keterwakilan perempuan ini
karena 2 (dua) hal. Pertama adanya kesepakatan antara KPU,
Bawaslu dan DKPP terkait perubahan pada Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, khususnya vyang terkait dengan cara
penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
perempuan di setiap daerah pemilihan (Dapil).

Kesepakatan ini disusul dengan terbitnya rilis KPU tentang
Perubahan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang
memuat ketentuan sebagai berikut:

“KPU akan melakukan perubahan Pasal 8 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang Semula: Dalam hal
penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon
Perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, maka
apabila dua tempat decimal di belakang koma bernilai : a. Kurang
dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke
bawah; atau b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan
dilakukan pembulatan ke atas. Menjadi : Dalam hal penghitungan
30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon Perempuan di setiap
Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke
atas”.

Hal ini juga terkait adanya proses pengujian terhadap
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di
Mahkamah Agung terkait ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dalm perkara nomor 24P/HUM/2023.

Kerawanan yang juga perlu menjadi perhatian adalah nama-
nama bakal calon yang masuk dalam rancangan DCS yang

mereka memiliki status pekerjaan wajib mengundurkan diri ketika
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mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota.

. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung pada sub tahapan
pencermatan rancangan, penyusunan dan penetapan Daftar
Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada
Pemilu Tahun 2024 lebih memaksimalkan koordinasi dengan KPU
Kabupaten Temanggung dan partai politik peserta pemilu.

Pertama Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan
pengawasan dengan mencermati rancangan DCS pada SILON,
untuk selanjutnya dilakukan penyandingan data hasil pengawasan
terhadap nama-nama bakal calon tersebut.

Kedua, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan
koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung berkaitan
dengan penyusunan rancangan DCS.

Ketiga setelah DCS diumumkan, Bawaslu Kabupaten
Temanggung akan melakukan screening terhadap nama-nama
bakal calon yang:

(1) Memiliki status pekerjaan wajib mundur sebagaimana
ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
bahwa Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga
negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala
daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada
badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah,
atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang
tidak dapat ditarik kembali;

(2) Merupakan bakal calon yang memiliki Riwayat pidana. Untuk
calon dengan riwayat pidana, perlu diperhatikan syarat yang
harus dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 18 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa: “Bakal
Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana
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2.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b
angka 11 melalui partai politik peserta pemilu harus
menyerahkan:

a) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan
dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan
bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai
menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan
administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia;

b) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap; dan

c) bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang
bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak

pidananya, yang diumumkan melalui media massa”.

Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Mempertimbangkan kompleksitas objek yang mesti
dilakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Temanggung
melakukan upaya pencegahan yang pertama menyusun daftar
inventarisasi masalah, pemetaan potensi pelanggaran dan
sengketa proses pemilu pada sub tahapan penyusunan DCS.
Kedua Bawaslu Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan
KPU Kabupaten Temanggung berkaitan dengan kerawanan pada
sub tahapan penyusunan DCS dan bagaimana mitigasi dan
kebijakan KPU Kabupaten Temanggung dalam memproyeksikan
potensi tersebut.

Guna mencegah terjadinya pelanggaran pada Sub Tahapan
Penyusunan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024, Bawaslu
Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan
cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten
Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu
Kabupaten Temanggung nomor 541/PM.02.02/K.JT-27/08/2023
tanggal 31 Agustus 2023 perihal Imbauan Pasca Pengumuman

Daftar Calon Sementara (DCS) pada tahapan Pencalonan Peserta
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Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

(1) mengimbau kepada KPU Kabupaten Temanggung dalam
melaksanakan tahapan Permintaan Klarifikasi kepada Partai
Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap
DCS, Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPRD
Kabupaten Temanggung, Pengajuan Pengganti DCS Anggota
DPRD Kabupaten Temanggung Pasca Masukan dan
Tanggapan Masyarakat atas DCS, serta Verifikasi atas
Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten
Temanggung dilakukan dengan cermat, transparan,
akuntabel, memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 996
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar
Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya;

(2) Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akses SILON, agar
KPU Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan KPU
Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan bahwa SILON
berjalan secara optimal dan melakukan langkah antisipatif
pada kondisi-kondisi yang berpotensi merugikan peserta
pemilu;

(3) Terhadap potensi-potensi rawan terjadinya pelanggaran
pemilu, KPU Kabupaten Temanggung agar berkoordinasi

dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan upaya
pencegahan dengan cara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu
Kabupaten Temanggung nomor 542/PM.02.02/K.JT-27/08/2023
tanggal 31 Agustus 2023 perihal Imbauan Pasca Pengumuman
Daftar Calon Sementara (DCS) pada tahapan Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Parttai Politik
Peserta Pemilu di Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

(1) Berdasarkan angka 1, kami mengimbau kepada Partai Politik

Peserta Pemilu Kabupaten Temanggung dalam
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melaksanakan tahapan klarifikasi atas masukan dan
tanggapan masyarakat terhadap DCS dilakukan dengan
dengan cermat, memperhatikan ketentuan dan jadwal yang
telah ditetapkan berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023 dan KPT
KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam
persuratan lainnya;

(2) Terhadap proses Kklarifikasi sebagaimana angka 2, partai
politik diimbau agar melaksanakan proses Kklarifikasi pada
kesempatan pertama setelah mendapatkan pemberitahuan
klarifikasi tanggapan masyarakat dari KPU Kabupaten
Temanggung, sehingga Partai Politik mempunyai waktu yang
cukup untuk melakukan klarifikasi kepada Calon Sementara
yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarkat, serta
Partai Politik dan/atau Calon Sementara dapat menyiapkan
dokumen yang dibutuhkan sebagai respon dari masukan dan
tanggapan masyarakat;

(3) Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan SILON,
Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Temanggung agar
melakukan koordinasi melalui meja layanan (help desk) KPU

Kabupaten/Kota.

. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan
pada sub tahapan Penyusunan dan Penetapan DCS anggota
DPRD Kabupaten Temanggung dimulai dari pengawasan
pencermatan rancangan DCS, kemudian penyusunan dan
penetapan DCS sampai pada pengumuman DCS. Bawaslu
Kabupaten Temanggung juga melakukan pengawasan terhadap
adanya masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS yang
kemudian dilanjutkan dengan pengajuan pengganti calon
sementara pasca masukan dan tanggapan Masyarakat dan
terakhir adalah proses verifikasi atas pengajuan pengganti calon
sementara pasca masukan dan tanggapan Masyarakat.
1) Pengawasan pencermatan rancangan DCS;

Proses pencermatan rancangan DCS oleh partai politik

dilaksanakan mulai Minggu 6 Agustus 2023 sampai dengan
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Jumat 11 Agustus 2023. Proses ini menjadi sangat penting
untuk dilakukan pengawasan mengingat pada proses ini partai
politk dapat melakukan penggantian bakal calon
sebagaimana ketentua Pasal 67 (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa “Partai Politik
Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCS
dapat mengajukan Bakal Calon pengganti sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dengan
mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah
mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon
kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui
Silon”. Dan jika ada bakal calon pengganti maka KPU
Kabupaten Temanggung akan melakukan verifikasi
administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 68 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa “KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi
Administrasi  kelengkapan dan kebenaran  dokumen
persyaratan serta kegandaan pencalonan bakal calon
pengganti setelah diterimanya pengajuan bakal calon
pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3)”.
Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung ada beberapa partai politik yang mengajukan

pencermatan rancangan DCS dengan rincian sebagai berikut:

Waktu Pengajuan

No Nama Partai Tanggal 94 Pukul Peit;;}]usan
1 | Gerindra 11 Agustus 2023 19:12 Diterima
2 PDIP 11 Agustus 2023 13:45 Diterima
3 | Golkar 11 Agustus 2023 23:49 Diterima
4 | Nasdem 11 Agustus 2023 16:59 Diterima
5 | Gelora 11 Agustus 2023 15:30 Diterima
6 | PKS 11 Agustus 2023 09:10 Diterima
7 | PKN 11 Agustus 2023 15:45 Diterima
8 | PSI 11 Agustus 2023 11:11 Diterima

Rekapitulasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten

Temanggung pada  proses  Verifikasi  Administrasi
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pencermatan rancangan DCS Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung ini
berdasarkan hasil pengawasan langsung maupun tidak
langsung (melalui Silon) serta Berita Acara tentang Hasil Akhir
Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Pemilu 2024
tertanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

i Namq Dapil 1 Dapil 2 Dapil 3 Dapil 4 Dapil 5 Dapil 6 | jumlah Jumlah
Partal MS | TMS [ MS | TMS | MS | TMS | MS | TMS | MS | TMS | MS | TMS | Calon | Ms | TMS
1 | Gerindra | 9 0 9 0 6 0 7 0 6 0 8 0 45 45 0
2 | PDIP 9 0 9 0 6 0 7 0 6 0 8 0 45 45 0
3 | Golkar 9 0 9 0 6 0 7 0 6 0 7 1 45 44 1
4 | Nasdem | 9 0 9 0 6 0 7 0 6 0 8 0 45 45 0
5 | Gelora 5 0 1 2 0 3 1 2 0 4 2 1 21 9 12
6 | PKS 9 0 9 0 5 0 7 0 6 0 8 0 44 44 0
7 | PKN 4 0 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 19 11
8 | PSI 1 0 1 0 0 3 0 2 1 0 0 4 12 3
55 0 49 3 30 8 37 6 32 5 43 8 276 246 | 30
2) Pengawasan penyusunan dan Penetapan DCS;
Sub Tahapan selanjutnya yaitu penyusunan Daftar Calon
Sementara (DCS) yang dilaksanakan mulai tanggal 12
Agustus 2023 hingga tanggal 18 Agustus 2023. Terkait hal
tersebut Bawaslu kabupaten Temanggung dan jajarannya
tetap melakukan pengawasan melekat secara langsung
dengan mendatangi kantor KPU Kabupaten Temanggung
maupun pengawasan tidak langsung yaitu melalui aplikasi
Silon. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan
mengecek kesesuaian data yang ada di Silon dengan hasil
pengawasan oleh Bawaslu kabupaten Temanggung disaat
pencermatan DCS.
3) Pengawasan pengumuman DCS;

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan
pengawasan secara melekat menjelang penetapan DCS yakni
pada tanggal 18 Agustus 2023. Selanjutnya, pengumuman
Daftar Calon Sementara (DCS) dilaksanakan mulai tanggal 19
Agustus 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023 oleh KPU
Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan pasal 69 ayat (2) huruf ¢ Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023
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tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota menegaskan bahwa “DCS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota untuk DCS anggota DPRD kabupaten/kota

yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD

PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan

anggota KPU Kabupaten/Kota”.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung pada pengumuman DCS Anggota DPRD
Kabupaten Temanggung pada Pemilu Tahun 2024 adalah
sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten Temanggung mengeluarkan
Pengumuman Nomor 1142/PL.01.4-Pu/3323/2023
tertanggal 19 Agustus 2023 tentang Daftar Calon
Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun
2024;

b. KPU Kabupaten Temanggung mengeluarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor
528 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
tersebut telah menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota
DPRD Kabupaten Temanggung untuk 16 (enam belas) partai
Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan jumlah 451 orang
yang terdiri dari 255 orang laki-laki dan 196 orang perempuan.

Publikasi mengenai nama-nama DCS yang telah
ditetapkan dapat diketahui dipapan pengumuman KPU
Kabupaten Temanggung, website, Instagram dan Facebook
KPU Kabupaten Temanggung, media elektronik seperti
JPNN.com, JOSS.co.d, voiid, Magelang Ekspres,
radarmagelang.id, Antara Jateng, radio eRTe FM Kabupaten
Temanggung.

Saat penetapan DCS, KPU Kabupaten Temanggung
melaksanakan pleno secara tertutup. Sehingga Bawaslu
Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan melalui
akses SILON yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Temanggung.

4) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;
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Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung dan hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten
Temanggung, tidak ada masukan dan tanggapan Masyarakat
atas DCS anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada
Pemilihan Umum Tahun 2024.

5) Pengawasan pengajuan pengganti calon sementara anggota
DPRD Provinsi pasca masukan dan tanggapan masyarakat
atas DCS;

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung, tidak ada pengajuan pengganti calon
sementara pasca masukan dan tanggapan Masyarakat atas
DCS anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilihan
Umum Tahun 2024.

6) Pengawasan verifikasi atas pengajuan pengganti calon
sementara anggota DPRD Provinsi pasca masukan dan
tanggapan masyarakat atas DCS;

Berdasarkan hasil koordinasi Bawaslu Kabupaten
Temanggung dan KPU Kabupaten Temanggung, karena tidak
ada pengajuan pengganti calon sementara setelah masukan
dan tanggapan masyarakat, maka KPU Kabupaten
Temanggung tidak melakukan verifikasi pengajuan pengganti

pasca masukan dan tanggapan Masyarakat.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan
Selama melaksanakan pengawasan Sub Tahapan
Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, KPU
Kabupaten Temanggung menindaklanjuti apa yang menjadi
imbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
b. Saran Perbaikan
Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung pada Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon
Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sejak tanggal
6 Agustus 2023 sampai dengan 23 September 2023 tidak

ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak ditemukan potensi
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sengketa oleh KPU Kabupaten Temanggung dan/atau Partai
Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara
(DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sejak tanggal 6
Agustus 2023 sampai dengan 23 September 2023, Bawaslu
Kabupaten Temanggung tidak menyampaikan saran perbaikan
kepada KPU Kabupaten Temanggung. KPU Kabupaten
Temanggung telah melaksanakan imbauan dari Bawaslu

Kabupaten Temanggung.
4. Dinamika dan Permasalahan

Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Temanggung pada Pemilu 2024 tidak menimbulkan permohonan
sengketa proses pemilu. Namun demikian ada beberapa catatan
hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Yyang
mengemuka pada sub tahapan ini. Dinamnika dan permasalahan
yang muncul adalah:

a. Partai politik sudah berfikir realistis. Hal ini dapat dilihat dari
banyaknya partai politik yang merelakan bakal calon mereka yang
dinyatakan TMS dan tidak masuk ke dalam DCS namun tidak
mengajukan pengajuan penggati;

b. Masyarakat masih apatis terhadap pemilihan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada
Pemilu 2024. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya tanggapan dan
masukan Masyarakat terkait nama-nama bakal calon anggota
DPRD Kabupaten Temanggung yang sudah diumumkan pada

DCS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan Masyarakat;

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon
Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 terlaksana
dengan lancar dan tidak ada pelanggaran ataupun sengketa
proses pemilu. Sebagaiamana sudah diuraikan pada

pembahasan sebelumnya.

67



Pada sub tahapan ini partai politik sudah berfikir
realistis terkait pemenuhan bakal calon pada setiap daerah
pemilihan. Namun demikian, ada beberapa evaluasi
pelaksanaan hasil pengawasan yang perlu diperhatikan guna
evaluasi pelaksanaan di pemilihan umum yang akan datang.

Evaluasi terkait dengan personil di Bawaslu Kabupaten
Temanggung saat ini terbatas, mengingat ada regulasi yang
tidak memperbolehkan adanya penambahan pegawai selain
melalui mekanisme rekrutmen ASN. Sementara pengawasan
tahapan harus tetap berjalan, namun kegiatan yang berupa
Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Bimbingan Teknis yang
dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung juga
jadwalnya padat. Hal ini tentu saja berimplikasi pada proses
pengawasan yang tidak maksimal. Akibatnya ada beberapa

kegiatan sub tahapan yang tidak terawasi.

G. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCT

1. Pelaksanaan Pengawasan

Ketentuan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana Sub Tahapan Penetapan
DCT dimulai tanggal 24 September 2023 sampai dengan 4
November 2023.

Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Penetapan DCT
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Temanggung terbagi menjadi beberapa sub bagian diantaranya
sebagai berikut:

a. Kerawanan-kerawanan
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Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2023
tentang ldentifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,
terdapat 6 (enam) potensi rawan pelanggaran pada Penyusunan
DCS dan DCT Pemilu 2024, diantaranya sebagai berikut:

1) Perbedaan tanda gambar dan nomor urut partai politik peserta
pemilu, serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru
bakal calon/daftar calon;

2) Penggantian Bakal Calon/Daftar Calon;

3) Pengajuan perpindahan Dapil pada lembaga perwakilan dan
partai politik yang sama;

4) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCT
dan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT tidak
sesuai dengan prosedur tata cara sebagai dalam peraturan
KPU;

5) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak membuat
rekapitulasi tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan
dan tanggapan masyarakat;

6) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti
tanggapan masyarakat dan saran perbaikan
Bawaslu.Perencanaan Pengawasan

b. Perencanaan Pengawasan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan
Bawaslu Kabupaten Temanggung, untuk mengantisipasi
terjadinya pelanggaran oleh KPU Kabupaten Temanggung dalam
tahapan yang sedang berlangsung, Bawaslu Kabupaten
Temanggung menyampaikan himbauan sebelumnya dimulainya
tahapan/kegiatan KPU Kabupaten Temanggung dengan cara
bersurat ke KPU Kabupaten Temanggung dengan mengacu pada
regulasi yang relevan dan pada intinya mengingatkan KPU
Kabupaten Temanggung agar melaksanan tahapan sesuai
dengan jadwal atau prosedur. Selain itu jika terdapat dugaan
pelanggaran pemilihan umum oleh KPU Kabupaten Temanggung
maka Bawaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan saran
perbaikan agar ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Temanggung

Selain KPU Kabupaten Temanggung kami juga menghimbau
Partai Politik peserta pemilu 2024 agar selalu mentaati segala
kentuan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan
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Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya
pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke
KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua
Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 651/PM.02.02/K.JT-
27/10/2023 tanggal 1 Oktober 2023 kepada KPU Kabupaten
Temanggung perihal Imbauan pelaksanaan Sub Tahapan
Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan DCT, Penetapan
DCT dan Pengumuman DCT pada tahapan Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk:

1) Melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan peraturan dan
ketentuan teknis yang berlaku;

2) Terhadap Bakal Calon yang memiliki status sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui Partai Politik Peserta
Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas
pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

3) Mematuhi ketentuan pada Pasal 80 s.d. 85 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

4) Memperhatikan keabsahan dokumen persyaratan pengajuan
perubahan daftar calon sementara dari Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Temanggung yang diunggah dalam SILON
oleh Partai Politik;

5) Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan Bakal Calon
berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai
pengajuan perubahan daftar calon sementara anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

6) Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten

Temanggung beserta jajaran agar dapat mengoptimalkan
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komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai

dengan tingkatannya.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan upaya
pencegahan dengan cara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu
Kabupaten Temanggung Nomor 652/PM.02.02/K.JT-27/10/2023
tanggal 1 Oktober 2023 kepada Partai Politik perihal Imbauan
pelaksanaan Sub Tahapan Pencermatan Rancangan DCT,
Penyusunan DCT, Penetapan DCT dan Pengumuman DCT pada
tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagai
berikut:

1) Mematuhi Jadwal Kegiatan Sub Tahapan Pencermatan
Rancangan DCT pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai
dengan Lampiran | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10 Tahun 2023, dimulai pada tanggal 24 September 2023 s.d 3
Oktober 2023;

2) Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 81 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan
perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan
rancangan DCT dalam hal:

a. terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai
Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan
foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

b. calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua
umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan
sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama
lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan

pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
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C. mengajukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu
yang sama.

3) Terhadap Bakal Calon yang memiliki status sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui Partai Politik Peserta
Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas
pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

4) Aktif melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten
Temanggung untuk mengetahui teknis pengajuan perubahan
daftar calon sementara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Temanggung;

5) Mempedomani tata cara serta prosedur pengajuan perubahan
daftar calon sementara Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku;

6) Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan Bakal Calon
berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai
pengajuan perubahan daftar calon sementara anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

b. Aktivitas Pengawasan

1) Pengawasan pencermatan rancangan DCT;

Dari 16 Partai Politik yang ada di Kabupaten Temanggung,
terdapat 11 Partai Politk yang mengajukan Perubahan
Pencermatan DCT vyaitu ganti dengan orang baru, ganti dengan
orang lama atau beda Dapil (Pindah Dapil), penambahan gelar
dan upload SK pemberhentian dari pekerjaan khusus
diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan
Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai
Nasional Demokrat (PAN), Partai Gelombang Rakyat Indonesia
(Gelora), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat
Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia

(Perindo) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
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No Nama Partai Keterangan
1 KB Ganti dengan orang baru (2), Pindah Dapil (1), Upload
SK Pemberhentian (1)
_ Ganti dengan orang baru (2), Upload SK
2 Gerindra .
Pemberhentian (1)
3 PDIP Ganti dengan orang baru (1)
4 Golkar Ganti dengan orang baru (4), Ganti nomor urut (8),
Ganti dengan orang baru (1), Upload SK
5 Nasdem
Pemberhentian (1)
6 Gelora Upload SK Pemberhentian (1)
Ganti dengan orang baru (1), Ganti nomor urut (10),
7 PKS Pindah Dapil (3), Upload SK Pemberhentian (2),
Penambahan gelar (1), Pengurangan Bacaleg (1)
8 PAN Ganti dengan orang baru (1), Ganti nomor urut (4),
Penambahan Gelar (1), Pembetulan Nama (1)
Ganti nomor urut (1), Pindah Dapil (2), Upload SK
9 Demokrat .
Pemberhentian (1), Pembetulan Nama (1)
_ Ganti nomor urut (5), Pindah Dapil (3), Pengurangan
10 | Perindo
Bacaleg (5)
11 | PPP Ganti nomor urut (7), Upload SK Pemberhentian (1)

Dan terdapat 5 Partai Politik tidak melakukan perubahan

pada masa Pendaftaran Pencermatan Rancangan DCT

diantaranya Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hati

Nurani Rakyat (Hanura), Partai Garda Republik Indonesia

(Garuda), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Ummat.

2) Pengawasan penyusunan dan penetapan DCT,;

Pada

Temanggung

Kab.

untuk

2023 Bawaslu

Panwascam

tanggal 18 September

mengumpulkan

menyampaikan intruksi terkait pengawasan pencermatan DCS

terhadap pekerjaan Bacaleg yang diwajibkan mundur.
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Hasil pengawasan tersebut diperoleh 7 Bacaleg yang
berstatus pekerjaan yang dilarang (Anggota BPD).

Bawaslu berkoordinasi dengan KPU serta mengirimkan
Saran Perbaikan pada tanggal 22 September 2023.

Sampai dengan batas akhir Pencermatan Rancangan DCT,
ketujuh Bakal Calon yang berstatus pekerjaan dilarang dan
diwajibkan mundur telah menyampaikan Surat Keputusan
Pemberhentian dari Pekerjaan tersebut diantaranya sebagai
berikut:

No Nama Partai Keterangan

1 | SriRahayu, S.Pd Nasdem Sudah Upload SK
2 | Zaenal Rofiin PKB Sudah Upload SK
3 | Prasetyo adi Utomo Gerindra Sudah Upload SK
4 | Supriyadi, S.Pd Demokrat Sudah Upload SK
5 | Sam’ani PKS Sudah Upload SK
6 | Hendro Cahyo Putro PPP Sudah Upload SK
7 | Zaenal Arifin Gelora Sudah Upload SK

3) Pengawasan Pengumuman DCT.

Tahapan Selanjutnya yaitu Berdasarkan Lampiran |
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana Sub
Tahapan Pengumuman pada tanggal 4 November 2023, KPU
kabupaten Temanggung mempublikasikan Daftar Calon Tetap
Anggota DPRD kabupaten Temanggung melalui papan
pengumuman KPU Kabupaten Temanggung, website,
Instagram dan Facebook KPU Kabupaten Temanggung, media
elektronik dan/atau cetak seperti JPNN.com, JOSS.co.id, voi.id,
Magelang Ekspres, radarmagelang.id, Antara Jateng, radio

eRTe FM Kabupaten Temanggung.
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Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 84 dan pasal
85, data yang diumumkan KPU dalam DCT yaitu nomor urut,
foto, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal calon.

Pasca pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) ini, para
pihak yang mempersoalkan penetapan Daftar Calon Tetap atau
DCT dpat mengajukan sengketa proses pemilu ke Bawaslu
kabupaten Temanggung di 3 hari kerja setelah.

Berikut Rekapitulasi Hasil Pengawasan Daftar Calon Tetap

DPRD Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

NO Total Daftar Calon Tetap
PL'JARF;LIJDTO AKRONIM JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH
L CALON LK PR
1 PKB 45 27 18
2 Partai GERINDRA 45 27 18
3 PDI PERJUANGAN 45 21 24
4 Partai GOLKAR 44 28 16
5 NasDem 45 25 20
6 PaaiBuuh [ O | 0 | 0
7 GELORA INDONESIA 9 5 4
8 PKS 43 20 23
9 PKN 11 4 7
10 HANURA 14 8 6
11 Partai Garuda 3 2 1
12 PAN 45 23 22
14 PD 25 14 11
15 PSI 3 2 1
16 Perindo 18 11 7
17 PPP 43 27 16
24 Partai Ummat 7 5 2

Hasil-hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

o

Selama melaksanakan pengawasan Sub  Tahapan
Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung
menindaklanjuti apa yang menjadi imbauan Bawaslu Kabupaten
Temanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku
Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung pada Sub Tahapan Penetapan DCT Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung sejak



tanggal 24 September 2023 sampai dengan 4 November 2023

tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak ditemukan

potensi _sengketa oleh KPU Kabupaten Temanggung dan/atau
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Temanggung pada Sub Tahapan Penetapan DCT Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung sejak
tanggal 24 September 2023 sampai dengan 4 November 2023,
Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menyampaikan saran
perbaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung. KPU Kabupaten
Temanggung telah melaksanakan imbauan dari Bawaslu

Kabupaten Temanggung
4. Dinamika dan Permasalahan

Sub tahapan penyusunan dan penetapan DCT anggota
DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 tidak

menimbulkan permohonan sengketa proses pemilu.
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Evaluasi pelaksanaan pengawasan penetapan DCT, hal ini
untuk mengoptimalisasi pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten
Temanggungg terhadap tahapan yang sedang berjalan agar menjadi
perhatian kedepan, sedangkan tahapan yang sedang dan akan
berjalan agar ada langkah antisipasi dan pencegahan agar
pelanggaran tidak terjadi. Pradigma yang ditanamkan Bawaslu
Kabupaten Temanggungg kepada jajarannya yaitu dengan
melakukan pengawasan menggunakan pola pencegahan agar
mencegah terjadinya pelanggaran, dengan melakukan koordinasi
para pihak untuk mencegah pelanggaran dalam pelaksanaan
pengawasan tahapan Pemilu 2024. Penetapan DCT dijadwalkan 3
November 2023, Bawaslu Kabupaten Temanggungg melakukan
pengawasan terhadap hal ini, karena akan ada potensi kerawanan

pada tahapan ini yang berimplikasi pada sengketa proses Pemilh.

BAB Ill PENUTUP
A. Kesimpulan
Dalam pelaksanaan pengawasan pencalonan sampai dengan
penetapan DPRD Kabupaten Temanggung prinsipnya berjalan dengan
lancar.
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Bawaslu Kabupaten Temanggung menerapkan sejumlah strategi
untuk mengoptimalkan tugas pengawasan dalam tahapan pencalonan
sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di
Temanggung pada Pemilu 2024. Salah satunya, Bawaslu Temanggung
saat ini telah membentuk tim fasilitas pengawasan pencalonan anggota
DPRD Temanggung.

Tim fasilitas pengawasan pencalonan dan Penetapan anggota
DPRD Kabupaten Temanggung yang dibentuk tersebut bertugas
melakukan pengawasan terhadap proses tahapan pencalonan sampai
dengan penetapan anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Di samping itu, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah
mengirimkan surat permohonan akses Sistem Informasi Pencalonan
(Silon) untuk pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten
Temanggung kepada KPU Kabupaten Temanggung. Sehingga Bawaslu
Kabupaten Temanggung juga lebih optimal melakukan pengawasan
pencalonan anggota DPRD Temanggung, yakni pengawasan berbasis
Silon.

Pengawasan berbasis Silon dilakukan guna memastikan
kesesuaian dokumen dan kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon
DPRD Kabupaten Temanggung. Pengawasan ini untuk meminimalisir
terjadinya sengketa, karena menjadi salah satu tugas Bawaslu Kabupaten
Temanggung dalam melakukan pencegahan.

Focus Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung seperti latar
belakang bakal calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung seperti
ASN, Nara Pidana, TNI/Polri, Kepala Daerah, dan profesi lainnya yang
diwajibkan untuk mengundurkan diri, serta keterwakilan perempuan 30 %
perempuan sebagaimana diatur dalam PKPU 10/2023

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga menerapkan strategi
pengawasan melekat. Strategi pengawasan melekat dilakukan dengan
mendatangi langsung kantor KPU Temanggung. Melalui strategi
pengawasan melekat, Bawaslu Kabupaten Temanggung memastikan
KPU Temanggung membuka help desk dan melayani partai politik yang
melakukan konsultasi terkait pendaftaran bakal calon anggota legisltaif
melalui Silon. Bawaslu Kabupaten Temanggung juga memastikan partai
politik yang akan melakukan pendaftaran bakal calon terlayani dengan
baik.

Sebagai informasi, periode pengajuan bakal calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai pada Senin, 1

77



Mei 2023 sampai dengan Minggu, 14 Mei 2023. Atau kurang lebih selama
dua pekan.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga membuka posko
pengaduan tahapan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota. Masyarakat diminta menyampaikan masukan
atau tanggapan ke Bawaslu Kabupaten Temanggung jika terdapat bakal
calon yang masih berstatus TNI/Polri, ASN, Kepala Daerah dan profesi
lainnya yang diwajibkan untuk mengundurkan diri sebagaimana diatur
dalam PKPU 10/2023.

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pemilu
dan sengketa proses pemilu Bawaslu Kabupaten Temanggung
tertibdalam memberikan himbuan kepada KPUKabupaten Temanggung
dan Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Ada sejumlah 13 Himbauan yang
telah kami tertibkan dalam tahapan pencalonan sampai dengan
penetapan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Adapun saran perbaikan yang sudah kami terbitkan sebanyak 1

Saran Perbaikan dan 210 Formulir A Pengawasan.

. Rekomendasi

1. Rekomendasi terhadap Regulasi atau Peraturan Bawaslu dalam
tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota agar dapat disesuaikan dengan Regulasi atau
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota agar
dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Temanggung dapat mengantisipasi apa saja yang harus
dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip pencegahan;

2. Rekomendasi terhadap Sumber Daya Manusia dalam pengawasan
tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebisa mungkin jumlah personil antara Komisi
Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat
seimbang;

3. Rekomendari terhadap dukungan Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang
diturunkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang praktis dan

efisien dengan disesuaikan dengan kondisi dilapangan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bawaslu Nomor 141/HK/K1/04/2023

W

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR J41HK/K1/04/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAM

Menimang

Manghgat

KABUPATENKOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIMAN UMUM,
4. Bahwa unlse menngiatkan sfeddivlas woss Bawssiu dalam

melaasan  pangasRsan  pada  pelaksanaan  Pencaknan
ANQUOt Deaet Perwakian Rakyal, Dewa Penvexiien Dasosn,
Dowan Swraukinn Rakyal Descah Provirst, Dewan Perwaiibnn
Ragyal Caersh  KabupsenwkKota yang terkall  dengan
pelasksanaan pengawasan Verfikasl Administrash Persyaratan
Pengajuan Sakal Calon. Panyusunan dan Penguruman Daftar
Caon Semendara an Dalty Cafon Tetap dibutuhkan Tim
Pongvasan Tahapan Percaionan Argoata Deven Perwaklan
Rakyal, Dewan Perwakiian Dagran. Dewan Perwakian Rakyai
Dagrah Provrsl, tan Dewan Perwaklan Rakyal Daesah
Kabupalensots,

. Bahaa berdasarkan pertmtangan  sebagaimana  disakeod

hurd & dpandang park manaiapean Surst Kepatusan Wnling
Tim Fasiizsl Pengaswasan Tahapan Pencaknan Anggota
Dewan Perwaician Rakyal, Dewan Perwakian Caerah, Dewsan
Perwakilan Rakyal Daerah Provinst. dan Dewan Persakian
Ryl Daerah KabupsenK o,

Ungang-Undang Nomar 7 Tahun 2017 tentang Pamdihan
Urmum (Lembaran Negosa Repatdie Indonesio Tohun 2017
Naror 182 Tamtahan Lemearan Negsts Sepubik Inoones iy
Nomor 5109);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 Eatang Kedudukan,
Tugas, Fungs, Wewenang, Organisasl, dan Taa Kega
Sekretanal Jenceral Badan Pengawas  Pemmithan  Umum,
Solrotariant Badan Pengawwas Pemithan Umum Provieml, dan
Selretanal Batan Pengawas Peoiilan Umum Kabupassovk s
(Lembaran Negara Repubik nganesa Tamun 2018 Nomor
141);

Peraturan 8adan Pengaaas Pemithan Umum Nomor 23 Tahun

2008 wmnfang Pengawasan Pencalonan  Anggota  Dewan
Parwaklan Rakyal, Dewan Perwakilan Rakdyal Decran Pagwesi,

P RTESY rag e oA s S W Eisr o ) NS
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Meaneapkan
KESATU

KEDUA

10,

Dewan Perwailan Rakyat Daerah KabupaternvKo@i (Bemta
Negara Republk Indonesia Tahun 2018 Nomor 907):

Peraturan Badan Pengawas Pemithan Umum Nomor 20 Tahun
2018 tentang Fencegahan Pelanggaman dan Sengkets Proses
Pemdihan Umum [Berita Negara Republik Indenesia Tahun
2018 Nomor 368);

Perauran Badan Pergawas Pemiihan Umum Nomor 1 Tahun
2021 temang Organisasi dan Tala Kevja Sekreteyial Jendesal
Badan Pengawas Pemfihan Umum, Sekretanat Badan
Pengawas Pemdihan Umum  Provinsi, Sekretariat  Badan
Pengawas Pemiinan Umum KabupateniKota, dan Sekretarlat
Panita Pengavwas Peméinan Umum Kecamatan {Benta Negara
Republix Indonesia Tahun 2021 Nomor 411),

Peraran Badan Pergawas Pemiihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tala Kefja dan Pola Huburgan Pengawas
Femdihan Umum (Berita Negara Republik indonesia Tahun
2022 Nomor 888}

Peauran Badan Pergawas Pemithan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemihian Umum
(Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2622 Nomor 1071).

Peraturan Badan Pengawas Pemithan Umum Nomor 7 Tahun
2022 en|ang FPenanganan Temuan dan Lapoan Pelanggaran
Pemithan Umum (Berita Negara Republik indones@a Tahun
2022 Nomor 1073);

Peraturan Badan Pengawas Pemithan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Penyelesaian  Pelanggeran  Acministrati!
Pemithan Umum (Berita Negara Republik Indones@ Tahun
2022 Nomor 1074);

Peralwran  Badan Pergawas Pemiliban  LUrmum  Republik
Indonesia Nomae 9 Tahun 2022 temany Tama Cara
Penyelesalan Sengketa Proses Pemiihan Umum  (Berda
Negara Republk Indonesia Tahun 2022 Nomaor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Tim Fasilitasl Pengawasan Tehapan Pencalonan
Anggola Dewan Perwakian Rakyal, Dewan Perwakilan Caerah,
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Provinsd, dan Dewan Perwakilan
Rakya! Daemh Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam
ampiran yang merupakan bagian tdak terpisahkan dart sural
keputusan ni;

Sural keputusan ni berdaku sejak targgal ditetapkan, dengan
katentuan apabila terdapat kekelruan o kemudian harl akan
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oiatakan perbalkan sebagaimana meslinya.
Dietapkan o Jakana
pada wanggal 20 Apnil 2023

Rahmal Bagja
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Laurpiran Surat

Tanggal 28 Apsil 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI. DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATENIKOTA

1 Ketua Bawasiu

2. |Totok Hariyono |Angoota Bawask Pengarah
3. |Loly Suhenty Anggota Bawasiu Pengarah
4, |Puadi ANGOoTH Bawash Pengaran
5. [Hervan J Malonda Angoota Bawasiy Pengaran
6. |Totok Hariyono Angoota Bawash

| Seketans Jendesal

8, |LaBayoni Deputi Bdang  Dukungan  Sekretaris Pengarah
Tekns 1]

9. |Ferdnand Eskol Tlar Sirat Deputi Bidang Administast | Sekretaris Pengarah

]

Kepda Bro Fukum  dan Ketua
Humas

11, |Asmin Safan Wwbis Kepda  Biro  Fasilitasi | Wakil Keta |

8 - Pengawasan Pemilu (FPP)

12 |Rarmurti Wicaksono Kepala Bko  Faslitasl Wakll Ketua It
Panyaksaian Sengkela
Proses Pemil (FPSPP)

13, |Yusti Efina Kepala Bro  Fasiifasi | Wakil Ketua il
Penanganan

.......... = Pemilu(FPPPR) e

14, |Lha Gustina Kepala Pusal Daia  dan Wakil Keta IV
Informasi

15, |lbeahimMalik Tarung Pelaksana  Tugas  (PLT) Wakil Ketua V
Kepala Pusal Peneliian.
Pengambangan,
Pendidikan, dan
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Baglen Tata Usaha
Deputl Teknls
17, |Rahma Siregar ‘ Bagan Layanan 'Wakil Sckretws |
_Pengadaan dan Umum
18, [Hensse Yulanda |Fungsional Biro FPP [ Wakil Sekresars Il
19.  |Ucu Saepumdwan [Fungsional Biro Mukum dan |Wakil Sekretars (i
HUmas
20.  |Muhmmmad Zanwan Fungsional Biro FPEFRP Wakil Sckretars 1V
21 |Maria Amaka Sinaga Fungsonal Birg FOPS Wakil Sekrotars V
22. | bayanto Tenaga Ahl Arggata i
23. | Fahmi Fajar Mustopa Tenaga Ahli A |
24, | Rizky inhsan Tenaga Ahli Argaota
25. | Abdutiah | Tenaga Anil Arggota
26, | Arief Rachman Haxim | Tenaga Anli Argaota
27. | Bacitiar Baetal Tenaga Ahli Argaota
28 | Asep Muli Tenaga Ahii Arggota
29, Tenaga Ahli Arggola
30 [AhmadThohir _ |TenagaAhl Arggota.
3L n Masropah , Tenaga Ahl Arggota
32. | Ip Jaslam Tenaga Anll Arggota
33. | Fantje Bawargan Tenaga Ani Argoota
- 34. | M Hanit Alusi ‘Tenaga Anli Arggota
35. | Wenly R J Lolong Tenaga Ahli Arggota
38, | Danel Situmorang Fungsanal Biro FPP Arggota
37, | Nurdiansyan Fungsunal Biro FPP Argoota
34, | Muharmimad Ihsen Stal Bira FPP Arggata
30| Rizqi Gunur Pahiawan Stal Bira FPP Arggota
40, | Prasintho Fridhoin Staf Bitg FPP. |Arggota
41, | Ike Apriina Yonca Stal Biro FPP Arggota
42. | Able Maharuiiah M Stat Bira FPP Arggota
43, | Nawang Mega Arum Stal Bira FPP Arggota_
44. | Weglk Prasetyo Stat Bira FPP Arggota
45 | Pu .Stat Biro FPP Arggota
46. | Nurul Lallatus S. Stat Bira FPP Arggota
47. | Putn Larasati A Staf Biro FPP Arggota
48. | M. Asnaw Irzal Stal Biro FPP Arggota
49, | Komarudin Stal Biro FPP Arggola
50. | Yuditya F. Yasmn Staf Bira FPP Arggata
51, | Harry Cahyono Stal Bira FPP Argoata
T6. | Agnes Nakasia 'nmosimd Biro Hukum dan | Arggota
‘Humas
71, | Sulasti Hanggan | Stal Biro Hukum dan Humas | Arggota
78 Haryo Sudrajat [ Stat Biro Hukum dan Humas  Arggota
79. | All inwon Staf Bira Hukum dan Humas | Arggota
B0. | Neneng Staf Biro Hukum dan Humas |Arggota |
Bl. | And Syahbudn Stat Biro Hukum dan Humas Arggota
B2. | Muhamrmad Taisr Stal Biro Bukum dan Humas | Arggota
B3, | Geano Glovan Naidi Slal Biro Hukum dan Humas | Anggota
B4, | Oka Sila Saxdi Fungsonal Biro FRSPP Arggota
B5, | Threes Angelina Tampuboion Fungsknal Biro FRSPP Arggota
B6. | Now Arssa Purba  Staf Biro FPSPP. Arggota
87. W. Siat Bira FPSPP Arggota
5
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pada tanggal 29 Aprl 2023

68, | Januar Sinurak Sial Biro FPSPP Arggota
89. | Reino K. Sihombing |Stat Biro FPSPP Arggota |
90. | Aikri Yatno | Stat Biro FPSPP Arggota !
9l. | Anpga Gema Zulana | Stal Blro FPSPP Argaota |
©2. | Siti Husnu! Chatimah _Stat Biro FPSPP Argagota !

93, | Fadhhul Har Fungsonal Bilo FRFP Arggota
84, | Lesmana | Fungsioral Biio FRFP Arggata !
95, | Nagichun Aviv Aluway | Stal Bira FPPp Arggata 1
96, | Andaya Pulara Rahana | Stal Biro FPPP Argagola |
97, | Isafitri Tardidziyatul M. | Stal Biro FPPP Arggota |
98. | Reinaldo C. Pattisina | Stat Bira FPPP Argagota ,
99, | Ancrl Syamsudin Stat Bira FPPP Arggota 1
100. | MiKIAB. | Staf Biro FPPP Arggota )
0 | Mustiga Maduan _Stal Birs FPPP Arggota :

.| Sulastio Staf Dalin |Arggota
| Muhammad Taufig | Staf Datin Arggota =
Nuke Yuania _Stal Datin rAnuqn —
Imam Hdayat | Stat Pusitbangdiciat Arggota ]
| Rizky DW Kusuma | Stat Pusitbangdidat Arggota ]

Ivanus Destaving | Stat Pusithangdiciat Argoota

i Jakana



Lampiran 2 SK Bawaslu Nomor 142/HK/K1/04/2023

BADAN PENGAWAS PEMILMAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA EADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 142HK/K 1042023

TENTANG
PENANGGUNG JAWAS DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, CEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAZRAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENKOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a  babwa Peraturan Badan Pengawss Pemilhan Umum Nomee 3
Tahun 2022 tentang Tala Karja dan Pola Hubungan Penganas
Pamiinan  Unuim  mensniukan peranQgung  Jawab  tugas
pangawasan dan soslaisas! Pengawasan Pemiihan Umum
bardasarkan tahapan dan non tahapan Pemiihan Umum dan
Pemilihan dibagl dengan memperhatikan karaklenst dan
baban warja masing-masing odvis! pada Badan Pengawas
Pemidiban Umum, Badan Pengawas Pemiliban Umum Provinsl,
dan Badan Pengawas Pemiiban Umum KabupateryKosa.

b batvaa Ragal Pleno Bagan Pengawns Pemilban Umum han
Senn dan Selasa langgal 11-12 Wb 2022 menentukan
Pananggung Jawad tugas Pengawasan tahapan Peacalorsan
Anpgota Dinvan Perwakian Rakyat, Dewan Perwakiian Rakyat
Daerah  Provinsl, Dewan Perwakilan Rakyat Caerah
KabupalenMola kepada Olvis Hukum  dan  Petyelessan
Sangkesa Badan Pengawas Pemiinan Umum;

c.  bahwa penentuan Penanggung Jasab dan Ketua Tim Faslitasi
Pangawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemdihan
Umum, Bedan Pengawas Pemilhan Umum Provins, can
Badan Pengawss Pemditan Umum  Kabupaten®ota peru
diakukan secara farib dan efekuf;
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Mengingat

habwa  berdasarkan perlimbangan  sebagaimana  timaksud
dalam hurut &, hunit b, dan hunat ¢, parfu menetapkan
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang
PErangoung Javwab dan Kewa T Fasilias  Pengawasan
Tahapan Pencdonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Pervaldan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyst Daeah
Proranzi,  dan  Dewan  Porvalilan  Rakyal  Deemh
Katupatani<ota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lerbaran Negara Republk Indonesia Tahun 2047
Nomnr 182, Tambahan Lambaran Negars Rapuhlk Indenasia
Nomor 6100)

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 [emang Kedudukan,
Tugas, Fungsl, Wewehang, Organisasl, dan Tam  Kera
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemihan Umum
Sekretania Badan Pangawas Pamihan Umum Provinss, dan
Sekratariat Baden Pangawas Pemilihan Umum Kabopatan/Kota
(Lembaran Negara Republix Indcnesia Tahun 2018 Nomor
141),

Peraturan Bedan Pengawas Pemithan Umum Nomor Tahun L
Tahun 2021 tentang Crganisasi dan Tala Kerda Sekrelariat Jen
daral Badan Pergawas Pemibhan Umum, Sslaetanat Badan Pe
ngawas Pemithan Umum Provinsl, Sekresarlat Badan Pargana
s Pemilingn Umum Kabupalen/Kota, dan Seiretanial Panitia Pe
ngewas Pemithan Umum Kecamatan (Benta Negara Republic |
ndonesia Tahun 2021 Namor 411),

Poraturan Badan Pengawas Penvthan Umum Nomoe 3 Tahun
2022 entang Tama Kera dan Pola Hubungan Pengawas
Pemiinan Umum (Beria Nagera Republx Indoresia Tahun
2022 Nomor 88%),

Peraturan Bedan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Pemdihan Umum [Benda Nagara
Republik Indonesa Tahun 2022 Nomor 1071);

Peratwan Badan Pengavas Pemithan Umum Nomaor 7 Tahun
2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
Pemilhan Umum (Berila Negera Republik Indoresia Tahun
2022 Nomor 1073),
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Menatapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

7. Peraturan Badan Pengawas Pamithan Umum Nomor 8 Tahun
2022 temang Penyelesalan  Pelanggaran Adminstratd
Pemiihan Umum (Berita Negara Republik Indoresia Tahun
2022 Nomor 1074),

B. Peratwan Badan Pengavas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 teriang Tata Cara
Paryalsssian  Sengketa  Proses Pemidihan Umum  (Barta
Negara Repubiik Indonasa Tahun 2022 Nomar 1124),

MEMUTUSKAN:

¢ KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAXYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENKOTA,

- Kelua Badan Pengawas Pemiihan Umum, Kelua Badan Panganas

Pemilhan LUmum Provinsi, dan Ketua Eadan Pengawas Pemilihan
Umum Kalupaten/<ota, sebagal koordnator pelagsanaan lugas
Pangawasan tahapan Pancalonan Anggota Dewan  Parvakian
Rekyat, Dewan Parwablan Dasrah, Devwan Perwakilan Rakyar
Daerah  Provingl dan Dewan Perwakian Rakyal Oaerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingketannys masing-masing:

© Menalapkan Penanggung  Jawab dan Ketua Tim  Fasiltasi

Pangawesan ahapan Pencalonan Anggota Dewan Pervakian
Rekyat, Dewan Perwadlan Dasrah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Provinsi,  dan  Dewan  Perwakian  Rakyal  Daerah
Kabupaten/Kota sebagalmana tarcantum dalam lampran yanpg
merupakan bagan yang idak ferpsahkan dari Sural Keputusan ing

o Seluuh Keordimator Dwas Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Badan Penpawas Pemdinan Umum Provins, dan Badan Pengawas
Pamithan Umum Kabupalen/Kola wajb membeskan dukungan yang
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KEEMFAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

aptimal kepada Penanggung Javab sebagaimana dimaksud dakymn
DIKTUM KEDUA;

 Penanggung Jawab sebagarnsana drmaksud daam CIKTUM KEDUA

bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinglor Divisi sesual
dengan  Bngkaannya  masing-masing melakukan  moniionng,
supervisi  gan@iag konsulas  serta maenyampakan  lapoan
Pangawssan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Parvwakian
Rakyal, Dewan Perwabkan Daeran, Devan Perwakilan Rakyal
Deersh  Provinst dan Dewan Perwsklan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota secara berkala atay berdasarkan kebutuhan,

© Pananggung Jawab sabagamana dmaksud dalam DIKTUM KEDUA

persama dengan Ketua dan seluruh Koorcinator Divisi sesuad
dengan tiNngkatannya Masngmasing melakukan koordinas! dan
evaluasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan
Panvalaian Rakyal, Dewan Parvakilan Daesrah, Dewan Parwakian
Rekyat Daerah Promnsl, can Dewan Perawmdllan Rakyal Daerah
Kabupaten/Kota:

. Sekretans Jenderal Sadan Pengawas Pemithan Umum, Kepala

Sekrecarial  Badan Pengawas Pemilihan Umum  Provingi, can
Kepala/Koordinatr Sekmetanat Badan Pengawas Pemiihan Umum
Kabupaten/Kota sena unit organisasi M bawahnya wajb memberikan
Aukurgan teknis dan administras| erhadap penugasa sebagaimana
dmaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai
dengan tingkataniya masing-masing:

© Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimakswd dalam

DIKTUM KEDUA nernalangan tetap sehingga terdapal kexosongan
pelaksanaan lugas. penugasan  sebagai  Penarggung  Jawab
drzantuken melalul Rapat Peno Badan Pengawas Pemidihan Umum,
Badan Pengawas Pemdihan Umum Proving, dan Badan Pengavas
Pemilhan Umum KabupaterVikota;

. Bagan Pengawasan  Pemlliban  Umum  Provns!  dan  Badan

Pengawes  Pemilihan  Umum  KabupatenKota menetapkan
Penanggung Jawab dan Kela Tim Fasiliasi  Pengawasan
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sebacaimana dimaksud datam DIKTUM KEDUA melakl Rapat Plano
paling lama 3 Mga) harl kera sejak ditebitkannya Surat Keputusan
Ini:

KESEMBILAN - Penanggung Jawab dan Ketuta Tim Fasiliast Pengawasan
sedagaimana dimaksud dalam DIKTUNM KEDUA bertugas sampai
barakhirrya  1shapan  Pancaloran  Angoola Dewan  Parsakian
Rakyat, Dewan Perwadlan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Provinsl  gan  Dewan  Pewakdan  Rakyal  Daerah
Kabupaten/Kota: dan

KESEPULUH © Keputisan ink mula barlaku pada tanggal deatapkan

Ditetapkan di Jakarta
pac tanggal 28 Apnil 2023
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Lampran: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR
JAZMIKKIO02023 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TiM

FASILITASI

PENGAWASAN FENCALONAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAXYAT DAERAH KABUPATENKOTA

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN FENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

| PENGAWAS PENANGGUNG KETUA TIM KETERANGAN
PEMILY JAawAB FASILITASI
Bagan " -
Pengawas D‘ﬂe’:‘mﬁ" Kepala Biro Hukum dan
Pemilihan Sengketa Hubungan Masyarakal
Umum
Badan 1. Kepaa Bagian | Desesuekan dengan
Pangawas Hukum, Hubungan | Sirukiur organisas)
- " | masing masing Badan
Umum Provinsi Dan Informasi | o
: engawas Pemihan
(7 Anggota) ( Untk Sekretana | Umum Provirsi alau
Bawaslu Pronst | Badan Pemilinan
Tips &) Umum
Divist Hukum, 2. Kepala Bagian KaoupaenKos.
Peandigiken dan Penanganan Dalam hal Badan
Palatiban Pelan Pengavas Penvihan
guaran, Umum
Penyelesalan KabupatenKata
Sencketa  Proses | nelum berstatus
Pemilu, Dan Hukum Sanan Kerja dan
(Untuk sekretasiaon | tidak mg ;'.‘mhn
Bawaslu \ ogan
Toomy ™ Bagin HukuSub
Bagan Hukum dan
- - : by
p‘:‘adm Divisi Hukum dan | 1. Kapaa Bagian mﬁh
gawas Penyelesaian Hukum,  Hubungan v.m“wg Ma' o8 Retia
Pesriliban Sengketa Masyarakal, Oata, Tim Fasiltasi
Umum Provinsi Dan Informas MW adalah
(5 Anggoea) ( Untuk Sekretana Koordinasor
Bawaslu Provingl | Sekretanal Badan
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Badan
anoams
Perrilihan

Umum

Kabupaten kot
a (5 anggota)

Dvisi Hukurm dan
Penyalesalan
Senghketa

. Kepala

1. Kepala

Tipe A)

Bagian
Panenganen
Pelanggaren,
Penysiesalan
Sangketa Proses
Pemiiu, Dan Hukum
(Untuk sekretanat
Bawaslu Prosansi

Tipe B)

Subbagian
Hukum, Hubungan
Masysrakal. Cata,
pan Informas! ( Untuk
Sekratariat  Bawash
Provinsl Tipe A)

. Kapala Subbagian

Penanganan
Pelanggaran,
Penyelesalan

Sengkata Proses
Pemilu, Dan Hukum

(Untuk sekretanat
Bawaslu Provnsi Tipe
B)

Badan

Pengawas
Pemilihan
Umum

a (3 anggota)

Divisi Hukum,
Pencegshan,
Partsipasi
Masyarakat, dan
Hubungan
Masyarakat

Hukum,  Hubungan
Masyarakal, Data,
Dan Informasi { Untuk
Sekretariat Bawasu
Provirs! Tipe A)

.Kepala  Subbagian

Penanganan
Pelanggaran,
Penyetesaian
Sengketa Prases
Pemilue, Dan  Hukum
(Untuk sekretaria
Bawasiu Provinsl Tipe
B}

Pengawas Pemihan
Umum
KaoupaanKom.
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Lampiran 3 Instruksi 3 Tahun 202

" :
e

vl A

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
3 Tahun 2023
TENTANG

PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAXKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATENKOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dalam rangia melaksanakan gas pengawasan Tahagan Pencalnan Anggota Deaan
Pewakian Rakyal, Dewan Perwakilan Rakyal Proving, Dan Dewan Pervakilan Rakyat
Daorah KabwpaenKota datam Pemdihan Umum Tahun 2024 dan dalam @angka
melaksanakan lugas pencegahan wrbadsp tenadinya pefanggaran dan sengkela
proses Pemiu sehagaimana tiatur dalam Pasal 93 haal b Undang-Undang Nomaor 7
Tahun 2017 tentang Pemithan Umum sebagamana talah cubah kedalam Pemturan
Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubshan alas
Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tapdang Pemiihan Umum, dengan ini memberi
Instruks:

Y . L Kefua Bawasiu Provins! Se-inporeasia,
2, Ketua Parvesasll Proanst Acets,
3. Ketun Bavwasdu Kabupsten/Maota Se-hdanesiag
4, Ketua Panwaslin Kabupaten/Kots.

KESATU . Memastikan KPU Provinsl dan  KPU  Kabupalen/Kota
menguirumkan pengauan Bakal Calon melalu laman dan
madia sosial KPU Provingl dan KPL KabupatevkKota yang
memuat lenlang informas wakiu dan lempal pengajuan Bakal
Calon serta dokumen syaral Bakel Calon yang haws
diserahkan;

KEDUA ! Berkcordnas! dengan Partal Poltk o tngkat Proving: dan
Kabupaten/Xota guna memaskan apakah Partfa Poltk
pesena Pemik telah mendapatan akses SILON. Dalam hal
Partal  Poltik setiap tngkatan odak mendapatkan askes
SILON, maka Bawasiy Provinsi dan Bawasiu Kahuparen/Kota
memastikan batwa akses SILON telah dkerima oleh ADMIN
SILON Partal FOSCK Al lingks Pusat

KETIGA . Melakukan kocrdnast kepada Partal Poltk Peserta Pemilu
disetap Bngkatan terkalt dengan  kelerpenuban  Syarat
administrasl  pencaknan Bakal Calon guna memsastikan
kesiapan Partal Poltik Peserta Pamilu kbususnya dakam hal
eroapal kendala 1Ehacap penogunaan SILON  s2lama
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

prosas penginputan syarat administrasl Pencalonan Bakal
Calon;

Manduikan Posko Aduan Masyarakal serkail Pendafaan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsl, DPRD
KabupatenvKota guna menerima masukantanggapan darl
masyarakat daam hal adanya 8akal Calon yang masih
berstatus TNIPOLRIL. ASN. Kepala Desa dan Perangkat
Desa. dan profest &lnnya sebagaimana diatur  dalam
Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyal Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Dagrah Kabupaten/Kota

- Dafam hal diemukan Bakal Calon yang masih bersiatus

sebagamana dimaksud dalam Dkt Keoempal, maka
Bawaslu Provans| Bawaslu Kabupaten¥ota
menindakianjutinya dengan berkoordinast kepada stakeholder
terkall guna memastkan kebenaran techadap stalus Bakal
Calony;

Bawashs Provins! dan Bawaslu Kabupaten/Kota mataporkan
tasil senagaimana dimaksid  dalam  innukesi il kepada

Bawashu. Bawesiu Prowins! secara barenjang.

Dkefuarkan di Jakanta
pada tanggal 30 Apri 2023
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Lampiran 4 SE Nomor 25 TAHUN 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIMAN UMUM
REPUSLIK INDONESIA

Y. 1. Ketua dan Anggota Badan Pengiwas PoemiBnan Lnam;

2. Ketua dan Anggola Badan Pengawas Pemilban Umum Provins Pantia
Pengawas Pantinan Provns Aceh,

3. Ketua dan Angguta Sadan Pengavas Peslifun Umam'Paniia Pengavas
PEINaN Kabupaen Ko,

4, T Fasihasl Pengavasan Tahapan Percalonan Anggota Cesan Perwekilan
Rakyal, Deann Persakban Doerah, Dewan Pervakian Rakyx Daersh
Provinst e Dewen Perwakian Rakyal Dasran Kabupsienkor

SURAT £EDARAN
NOMCR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN PERDAFTARAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SERTA PENGAJUAN SAXAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAXYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAXYAT DAERAH
KABUPATENYROTA

A Latar Betskang

Ketemuan Pasal 93 hunt d angka 4, Pasal 7 hund b angka 3. dan Pasal
101 hunst b angha 2 UndangUngang Nomer 7 Tabun 2017 lentang Pemibhan
U sebagarmana telah ciubah dengan Peraturan Pemedntal Penggant
Uncang Uvdang Nomar 1 Tahun 2022 tensaeg Perubahan alas Undang Uncang
Nomor 7 Tabus 2017 traang Pemiiban Unum memsernian fugas kepada Basen
Pengawas Pamiinan Umum, Badan Peegawas Pemiihan Umum Provins, dan
Badan Pengawas Pemithan Umum  KabupatervKom  ustuk  meelakuikan
perganwssan tehadap pencalonan anggota Dewan Pervakilan Dasiah Seda
anggoss Dewsn Perwakian Rakys!, Devan Perwakilan Rakyat Dasrah Provins:,
dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah KabupatervKola,

-an acan oy - e PN aSn
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Berdasarkan Peraturan Komst Pemithan Umum Nomoe 10 Tahun 2022
tentang Pencalonan Persacrangan Pesarts Pemishan Umum Anggota Dewan
Panvakilan Daerah sebagaimana tefah dubah beberapa kall dan terakhir dubah
dengan Perauan Komisi Pemihan umumn Nomor 11 Tahun 2023 entang
Pemubahan Kedua atas Perauran Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022
lentang Pencalonan Persecrangan Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan
Panvakian Daerah (Paraturan KPU Pencalonan DPD) dan Peraluran Komisi
Pamiihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Pemwakilan Rakyal, Dewan Penvakian Rakyal Dagrah Provinsl, tan Dewan
Perwakilan Rekyat Daerah Kabupaten/Kota [Peraturan KPU  Pencaloran
DPR/DPRD) yang mana saat ind telah dlaksanakan iahapan pendatiaran bakal
cahn anggola Dewan Paraakilan Dasrah dan bakal calon anggola Devian
Parwakiian Rakyat, Dewan Perwakllan Rakyat Provinsl, den Dewan Perwakian
Rakyal Kabupaien/oia, yaitu pada tanggal 1-14 Mai 2023,

Hincga saat inl terdapal kendsd Peraturan Badan Penganas Pemilihan
Umum mengenal pengawssan pencalonan perseorangan peserta  pemilihan
umum anggota Daewan Perwakilan Daarah mash dalam proses pengundangan o
Kementaran Hukum dan Hak Asasl Manusa, demikan pua  dengan Paraturan
Bagan Pengawas Pemiihan Umum mengenal pencalonan anggota Dewan
Perwakiian Rakyal, Dewan Penvakian Rakyal Daerah Provingi, tan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Ksbupaten/Kota masih dalam proses penyusunan,
sehingoa untuk mengantsipasi adanya kekasongankonfik hukum terkak dengan
toknis pelaksaraan pangawasan tahapan pencaloran anggota Dewan Perwakian
Daerah sarta anggota Dewan Perwakllan Rakyst, Dewan Perwakilan Rakyar
Daerah Froving, dan Dewan Penvakian Rakya Daerah Kabupaen®ota, perk
meneritkan  Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan
Pendafiaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sena Bakal Calon
Anggola Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyal Dagrah Provins,
dan Dewan Parwakian Rakya Daerah Kabupaten/Kota.

Maksud dan Tujuan

Surat Edaran Inl deerbrken dengan maksud untuk menjadi pedoman daam
mangst kekosongan hukem dan menghadapl konflk narma antam  paraturan
Bawasu dan peraiuran KPU. Suat Edaran inl pula bertujuan untuk memban
pelunuk eknis pelaksanaan penpgawasan ahapan pencalonan anggola Dewan
Peiwakilan Dacrah sera anggota Dewan Parvwakian Rakyat, Dewan Perwakian
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwadian Rakyal Dasrah Kabupaten/Kota
khususiya pelaksanaan pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dawan
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Powakian Daerah serta Pengaguan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dewan Penwvakfan Rakyst Daerah Prowinsl, dan Dewan Perwakian
Rakyal Daerah Kabugaten/Kola unluk Badan Pengavas Pemilinan Umum, Badan
Pengavas Femiian Umum Frovns, dan Badan Fengawas Pemilban Umum
Kabupaten/Kota.

Ruang Lingloup

Ruang lingkup Swat Edaran Inl mengatur pelaksaraan  pengavwasan
Pendaliaran Bakal CRion Anggota Dewan Perwakilan Daerah sera Pengajuan
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyal, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provingi, tan Dewan Persadian Rakyal Daerah Kabupaten¥ota okeh
Batan Pengawas Pemiliban Umum, Badan Pangawas Pemithan Umum Browinsi,
dan Badan Pengawas Pemdihan Umum Kabopaten®ata.

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilinan Umum sebagaimana
takh fubah dengan Peraluran Pemanntah Panggantl Undang-Uindang Nomaor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
temang Pemiihan Umum,

2. Peraluran Badan Pergawas Pemiihan Umum Nomoe 16 Tahun 2018 Ientang
Pengawasan Pencalonan Persecrangan Peserta Pemiihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah.

3. Peraturan Badan Pergawas Perndihan Umum Nomoe 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemiihan Umum

4. Peraluran Badan Pergawas Pemiliban Umum Nomoe 23 Tahun 2018 entang
Pengawasan Pencaonan Peserta Pemilhan Umum  Anggota Cewan
Perwakilan Rakyal, Anggota Dewan Pervakilan Rakyal Daesah Provins, dan
Arggoeta Dewan Parnwakian Rakost Dasmh Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Badan Pangawas Pamithan Umum Nomaor 3 Tahun 2022 tentang
Tala Kefa dan Poia Hubungan Pengawas Pemilihan Umim.

6. Peoraluran Badan Pengawas Pemithan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelkengoaraan Pemilhan Umum.

7. Peraluran Badan Paengawas Pemithan Umum Nomar 7 Tahun 2022 tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Palanggaran Pamilihan Umum,

8. Pealuran Badan Pengawas Pemithan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Ponyelesaian Pelanggaran Administratr Semdihan Umum,

9. Peraturan Komisl Pemilhan Umum Nomos 3 Tahun 2022 tentang Tahapan
dan Jadwal Peryeienggaraan Pemilinan Umum,
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10.

11,

Peraturan  Komisi Pemiliian Umum  Nomor 10 Tahun 2022 lentang
Pencalonan Persaorangan Peserta Pemiithan Lmum  Anpgota Dewan
Perwakllan Dagrah sebagaimana telah diubah beberapa kali lerakhir dengan
Peraluran Komes Femilian Umum Nomor 11 Tahon 2023 ientang Perubahan
Kedua alas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pencalonan Perseorangan  Peserta  Pemilitan  Lmum  Anggota  Dewan
Perwakilan Dasrah,

Peraturan  Komisi Pemiihan Umum  Nomor 10 Tahun 2023  temang
FeEncalonan Anggota Devan Pervakiln Rakval, Dewan Perpakian Rakyal
Daerah Provinsi, dan Devan Pervakian Rakyal Daerah Kabupaten/Kota.

151 Edaran

1.

Bahwa Badan Pengawas Pemndthan Umum, Badan Pengewas Pemilihan
umum Frovinst dan Sadan Pengawas Pemilihan Umum KabupatenKota
melakukan pengawasan iemadap.

a. pendafaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Dasrah: dan

b pengsuan bakal calon anggola Dewan Panvakian Rakyat, Dawan
Pemwakilan Rakyat Daerah Proving, dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah
Kanupaten/Kota,

yang dilaksanakan oleh Komisi Pemiliban Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsl, dan/ecau Komis Pamithan Umum Kabupaten/Kota mulal dan tanggal

1~ 14 Mei 2023.

Bahwa pengavasan pendaftaran bakal calon angoota Dawan Pervakian

Daerah sebagaimana dmaksod daam angka @ huruf & olakukan unn

memastkan Komisi Pemilhan Umum davatau Komisi Pemithan  Umum

Provins| melaksanakan tshapan persipan dan pelaksanaan pendeafta@n

bakal calon anpgota Dewan Perwakilan Daerah sesual dengan ketenfuan

yang datur dalum Paraturan KPU Pencalonan DPD,

Bahwa pergawasan sebagaimana dimaksed dalam angka 2 ddakukan

dengan cara pengawasan secara langsung temadap proses dan teknis

pendaffaran  bakal  calon  anggota  Dewan  Perwakiian  Casrah  untuk
memastikan:

a. Komes Pamilihan Urmum dan/aau Komist Pemiihan Umum Proving dalam
melaksanakan tahapan pendamaran  bakal calon  arggota  Dewan
Perwakilan Daesah Sengan tepat dan cermat,

b. persedcangan  yang  mendafiar  mendapatkan - perfakuan, hak.  dan
kesempatan yang adil dan setara oleh Komisl Pemilhan Umum dan/atau
Komisl Pernfihan Urmum Pravins; dan
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¢, Komesi Pamiliban Umum danfamau Komisi Pemiihan Urmum Provinst datam
melksanakan tahapan pendaftaran bakal calon  arggeta  Dewan
Perwakilan Dasrah secara transparan dan akuniabel,

o Komes Pemiilan Umem danvaiau Komisi Femihan Umam Provins) tdak
melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan bakal
calon anggola Dewan Peraakilan Dagrah dalam proses pendatiaran,

Bahwa pangawasan pengajuan hakal calon angonla Dewan Pereakian

Rakyat. Dewan Parwaklian Rakyal Daerah Provinsl, dan Dewan Parwakian

Rakyal Dagral KabupalenKola sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hunf

b dilakukan untuk mamastkan Komisi Permdihan Umum, Komis Pemilhan

Umum Provinsi, dan/atay  Komisl Pemilitan  Umum  Kabupatenota

malaksanakan ahapan pelksanaan pangajuan hakal calon anggota Dawan

Perwakilan Ragyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsl, dan Dawan

Penvakilan Rasyal Daerah Kebupatenvkola sesusl dengan Keteniuan dalam

Petaluran KPU Pencaloran DPR/IDPRD,

. Bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dikkukan dengan

cara:

a. pengewasan langsung terhadap proses pangajuan bakal caion anggota
Dewan Persakian Rekyat, Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Provins!, dan
Dewan Pirvakilan Rakyal Daerah Kabupatan/Kota; dan

b. pengewasan terhadap tindakan Komisi Pemishan Umum, Konusi Pemiliban
Urum Provinst danfatau Komisl Pemilian Uinum Kabupaten/Kola yang
berpotensi menguntungkan atay merugikan partal politk pasarta pemihan
umem dalam proses pengajuan bakal calon anggota Dewan Pervakian
Rakyal, Dewan Perwakllan Rakyar Daerdh Provns, dan Dewan Perwakian
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

. Bahwa pengawasan sebagamana dmaksud dalam angka 4 dan angka §

dilakukan untuk mamastkan :

a Komesl Pemilihan Umum, Komes Pemithan Umum Provinsl. danfasau
Komésl Pemiihan Umum Kabupaten/Kota dalam medaksanakan tahapan
pengauan  bakal calon anggota Dewan Perwakian Rakyal, Dewan
Perwakilan Dasrah, Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Provnsl, dan
Rewan Porwakilan Rakyat Deerah KsbupaternwKola dengan tepal dan
carma;

b. paral poleik pesena pamilinan umum dan'alau bakal calbon anggota Dewan
Pewakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Provins!, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan perakuan. hak,
dan kesempatan yang adil dan setara oleh Korisi Pemihan Umum, Komisi

DNttt W A ON0E GRS E0Ri GAhNns vy WO T oVl A Seaios Fedvorsd 851 BSAN

98



Pemdihan  Umum  Provinsl,  dan'atay Komisi  Pemiliban - Umum
Kabupaten'Kota; dan

c. Komisi Pemiliban Umum, Komis Pemilihan Umum Provinsi, danfazau
Komes Femiinan Umum KabupalenKota dalam medaksanakan ahapan
pengauan bakal calon anggota Dewan Perwakian Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Persvakilan Rakyal Daerah Provnsi, dan
Dawan Pansakilan Rakyal Dasrah KabupakinKaota sacars lransparan ran
akuntabel.

7. BaEhwa pengavasan sebagaimana dimaksud daim angka 1 uga dilakukan
tethadap penggunaan Sistem Infoemasi Pencalonan (Sion) oleh  Komisi
Pemiihan Umum, Komisi Pemiliian Umum  Provirsd, danfatau Koemisi
Pemithan Umom Kabupatan/Kala dengan cara memastikan
a. Komesl Pemilthan Umum, Komes Pamilhan Umum Prowinsl. dan/atau

Komisl Pemiinan Umum XKabuparen/kota menggunakan Sllon secara
optmal  sebagal  largkah antisipast  komdisi-konds  yang  berpotensi
menugkan hak bakal calon anggota Dewan Perwakian Daerah serta bakal
calon anggola Dawan Pareakian Rakyal, Dewan Pervakilan Dasrah.
Dowan Parwakian Rakyal Daerah Provinsl, dan Dawen Parmacian Rakyat
Daeran KabupasenKoa;

b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Partai Polltik peserta
pemdu mandapatkan aksas Sion yang dgunakan dalam pendaftaran bakal
calpn anggota Dewan Perwakilan Daerah dan pengajuan bakal caon
anggosa Dewan Perwakilan Rakyal. Dawan Parwakilen Rakyal Daemah
Provinsl, dan Dewan Parwasian Rakyat Daerah Kabupatenota; dan

¢, Sion merupakan alal bantu yarg dsediakan oleh Komisl Pemiihan Lanum,
Komesi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemithen Umum
Kabupatenwkota untuk melayani bakal calon anggola Dewan Perwakian
Dasmah dan parta politk pesata Pemilu dalam proses pendaftaran bakal
calon anggota Dewan Perwakilan Dasrah dan pengajuan bakal calon
angooia Dewan Perwakllan Rakyal, Dawan Peiwakilen Rakyal Daefah
Provinsi, dan Dewan Perwakian Rakyal Daetah Kabupaten/ola.

3. Behwa dalam melakukan pangawasan sebagaimana dimaksud dalam angka L
sampa dengan angka 7, Badan Pengawas Pemdihan Umum  Badan
Pengawas Pamllihan Umum Provnsl, dan'atau Badan Pengawas Pemlliban
Umum KabupaternvKota harus:

A mengounakan alal kerfa pengawasan sebagaimana wrcantum daam
Lampiran yang merupakan baglan tidak terpisahkan dan Surat Edaran ni;
dan
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b. Hasil yarg dipaeodeh dan penggunaan akal kera pengawasan dituangkan ke
daiam laporan hasll pengawasan (fomuly model A/ Form-A) sasusl dengan
Peraturan Badan Pengawas Pemilthan Umum Nemor § Tahun 2022
lentang Pengawasan Penysenggaas Pemilitan Umum.

9 Bahwa dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawssan sebsgaimana

dimakswd datam angka 8 hurut & terdapal.

a kasalahan administrast yvang dilakukan oeh Komisi Pemdian Umum,
Komesl Pemithan Umum Provinsl, dan/atau Komisi Pamilihan Umum
KabupalenwKols, oiberikan saran perbakan secara lerulls olen Bacan
Pengawas Perrilihan Umum, Badan Pengawas Pamilihan Umum Provinsl,
danfatay Badan Pengawas Pemihan Umun Kabupaten/Kola sesual
dengan Paraturan Badan Pengawas Pamilihan Umum Namor 5 Tahun
2022 antang Pengawasen Parmyalenggaraan Pamilihan Uimum;

b. saran perpalkan sebagaimana dimaksud calam huuf a tidak dendaxanpud
oleh Komist Pemdinan Umum, Komisi Pemdihan Umum Provirs), dan‘alau
Komesi Pemilihan Umum Kabupaten/®ots, dproses oleh Badan Pengawas
Pamdihan Umum, Badan Pangawas Pamilhan Umum Provirst, danfalau
Badan Pengavas Pamidlhan Umum KabupatenKofa sebagal temuan
dugasn pelanggaran pamilhan umum berdasarkan Perauran Bacan
Pengawas Pemiliban Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan
Temuan dan Lapecran Pelanggaran Pemilihan Umum daniatsd Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Penyalesaian Pelanggaran Administraif Pemiliban Urmam:; danfatau

¢, dugaan palanggaran pemiliban umum yang daporkan okah Warga Nagara
Indonesia yang mempunyal bak piih, peseta Pemik. dan pemantau
Pemdu, diprosas oleh Badan Pengawes Pemilhan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, danfatau Badan Pengawas Pemilian
Umum  Kabupaten/Kota  terdasarkan  Peraluran  Badan  Pengawas
Pemdihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 entang Penanganan Temuan dan
Laporan Pelanggaran Pemithan Umim.

10, Bahwa Badan Pengawas Pemihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas
Pemithan Umum Kabupsten'®Kcta wallb melaporkan hasl  pengawasan
sehagaimana dimaksed dalam sngka 1 sampai dangan angka 9 kepada
Badan Pengavas Pamilihan Umum secara barjenjang,

F.  Kelenuan Lain-Lain
1. EBahwa Badan Penpawas Pemithan Umum Provins! dan Badan Pengawas
Peilihan Umum Kabupatenota dalam Sural Edaran ind lermasuk juga
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11

sampa dengan pukid 1600 wekiu
setempal?

Apakalr  KPU  Provirst  meambuka
Wakiy pendataran pada han tevakive
mulal pubid DA00 sampal dengan

| pukul 23 59 vk setempar? :

Apakah Bakal Calon  melwakan
pendaliaran (eah  menyerabkan
dokumen dalam bentuk naskah &si

Dentux digital yang tunggah mealu
Slon?

Apakah Bakal Calon  mekiakan

pendaliaran  teah  menyesabkan
dokumen naskah ash bantuz #sik?

Apakah ada Baal Caon  yang
bakeducikan sehagd  pengurus
partai poliik tdak) belum mengagukan
pengundu@an din darl

sebagai  pengurus partal | poitik
sebaium  melakukan  pendaftaran
calen  angata DPD  dan  helum
dirrpatakan bechentl dari
kedudukannys  sebagal  pengurus
paral poliik ssbelum panetagan DCT

Apukah ada Bak Cakn yang 1kiak
menyerahian dokuman Guran
peryataan  yang  menyalakisn
bemkm kepada Tuhan Yang Maha

10

Mamadammmmmak
menyecaliken dokumen sural
permeaiaan yang menvalakan fidak
memslisi aan  selin
ndonesa?

1L

mm ada Bak Calan yang ﬂdnk
dokumen

g:mymm yang monym)m oapm

Mmmm&?

Agakah ada Baky Calkn yang 1kak
menyerahikan dokumen sura
peMmyalaan yang Menyalskan ssia
kepads Pancasia, Urdan

Dasyr Negaat Republk  indonesks
Tatun 1945, Negara  Kesaluan
Republk Indonesia, dan  Bhinneka
Tunggal lka?

13

Mnldl ady Bassd Calon yarg tidak
dokumsean Sural

mmm tekerm penuh wakty

apabda  terpiih  menpedi  anggota

oPD?

Apakah ada Baky Calan yang sk

menyerahan dokumen suran
yang menyatakan
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2

Apakah ada Bakad Calon yarg lidak
menyerahntan dokuman Sural
pemyataan  yang menyatakan
mengunchrkan el dan toak dapat
diterik kembai bag Bakal Calon yanyg
perstals sebaga kepan dasran atau
wakil kepala daerah?

14

Apakah ada Bakd Calon yang tdak
menyesahikan dokumen saral
permyaiaan  sang  menyakan
mengundurkan de dan tdak dapen
ditarik kembsyi bag Bakal Calen yang
berstatus  sebaga  Kepala Desa
Perangkat Desa atau anggota Sadan
Pemusyaaarnatan Desa?

17.

—

Apakah ada Bakad Caln yang tklak
menyeralikan  dokumen sural
pemTyaiaan yany e nyatekan

durkan dri dan tdak dapet
pank kembei bag Bakal Calon yang
berstatus sebagm ASN

Agakah ada Bakd Calan yang tidak

menyecahican dokumen sura)

Yang  menyarkan

oukan del dan tgdak dapat

dinarik kembal bagi Bakal Calon yang

berstatus Prajun TNI atau
angyola Kepolsian NR1?

Apakah ada Bax Cakn yang 1k
menyecahican dokumen surl
pemyalaan  yang  menyatskan
mengunaurkan el dan tdakx dapat
diark kembol bag Bakal Calon yang
berstalus sebaga dreksi, Komearis,
dewan pengaaas dan arymwan puds
badan usaha mik negara danfatau
badan usaha milk daerah?

Apakah ada Baxad Calon yang tidak
dokumen sura

pemaiaan  dang  menyakan
durkan dei dan tafsk dapet

ditarik kembei bag Bakal Calon yang
berstalus sebagal badan an yang
angganmys bersumber dan

a?

21,

keuangan negar
Apakah ada Bak¥ Cakn yang 1kiak
menyerahikan  dokumen sural
permyataan  yang  manyatakan
durkan dei dan tdak dapert
dtank kembai bagl Bakal Calon ya
berstals sepagal  penguius pm:g
poltik tingkst pussl sampal trghe
palng rendah sesuai dengan strukiur

yang  menyatakan
mengundorkan  dil yang  berstatus
setagsl  Penyelenggara  Pamik,
panitia pamilhan Kecamatan, pantia
rcmmuum suara, panitia pemithan

luar negerl, panitia pengaas Pemil
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kecamalan, panita pengasas Pamil
dan  panitia
penganas Pemily kar ne

Apakah ada Bakw Calon yang tdak
menyerahkan  dokumen surat
peryaiaan  yang  menyaiskan
bersedia unluk  tdek berpeakiik
sebagal  akuntan  public  advokat,
notans, pejabat pembust akta tanah
alaw messkucy pekenaan  penyedia
barang dan jasa yang berhubungan
dengan  ketangan  negara  senty
pekenaan  ldn  yang  dapat
menimbulcan  konflk  kepaatingan
dengan tugas, weaenang, dan hak
sebagy angoeta DPD sesua dengan
Ketentuan  peraturan  perundang-
und

24,

angan?

Apakah a&da Baxd Calan yarg tkiak
menyerahian dokumen sura
permm@iaan  yang  menyalakan
berseclan  weuk  tdak  merangkap
jabatan  sebagd pagbsl  negara
lairnya.  dreksl, KomEars, dewan
PENGRINSS than aryawan pacda Badan
Usaha Milk Negara dan'alaa Badan
Usaha Milk Daerah sovia badan ain
yang anggarannya bersumber dan
Keuangan negara?

Apakah ada Bakad Calon yang Tidak
menyerabian — dokumen surat
pemyataan yang menyalakan tidak
pemah dudana perjara berdasarkan
pulusan  pengadilan  yang  tédah
memperokh kerualan hutum  letap
kavena mesakukan Undak pekua yang
diancam dengan pdana penmra 5
(lma) lahn aay lebih yang ahmptn
dengan swat  «eterangan
gadian o wila! nutwn
E“mpnl mmm mlo’:n #Nggota

'noalubadamulonmtdak
mienyeral ik

cdokuman siral

pemymam YA meryatakan sebagai
mantan epdana yang lelah melevatl

|angka wakdu 5 {lma) labun terhitung
ek tanpgal  selesai  menjalan
pidana penjara berdasarkan pulLsan

R7.

Apokah ada Dasw Calon yaryg tdak
menyerahian dokuman s5ura
permyeiaan yang e myatakan
terpidana alau mialan erpklana yang
melakukan tindak pidana  kealpaan
dan Sndak pidana

Apakah ada Bakaé Cakn yang tdak
menyesahikan  dokumen  sural
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Apakah ada Bakal Cakn yarg lidak
dokuman sural

3L

penggant §szah sekalh menengah
atas,  macdrasah  aliyah,  sekclah
menengah keunan, madrasan allyah
kejruan, atsi sakolah &Win  yang
sedera@t  yang  dilegalisast  dleh
instans yang bemwenang?

Agakah ada Baky Calon yang idak
menyerabican dokumen sural
keterangan sehal jasman dan rohani
dan pusat kezehatan masyaakat alau
rumah skt pemerntah  yang
memenuby syaral  dan sural
keterangan bebas  panyalabgurasn
nakotka dan  pusat  kesahalan

bahan  adikié fminmya di  bingkat
prodnsi atau kabupalen'kola

Apakah ada Bakad Calon yang lidak

Apakah ada Bam Calon yang 1dak
menyerahian 100 din a7

35.

Agakah Ral Calen  mantan
werpdana yang tdak menyerahkan

Sural keterangan dan kepals nnbaga
pemasyarakatan  danGday

balal pamasyarakalan w\a
menerangkan  batwa  Bakal Calon
yang bersapgeutan ek selesy
menjalary masa  pchns penjara
bemlasaxmmusupenoadum
xekuatan huum
let;p san bukan sebipl  pekky
kejhatan  yang  berularg-ubing
sehngga tdak ada lagi hubungan
wkNs  gan  aomnisyall - dengan
menten  yang  menyekngowakan
unsan pemermtah di bidang hukom
dan hak asasi manuEa?
Apakah ada Bakal Calee mantan

wrpidana yanyg tidak menyerahikan
sainan _puausan pengatilan  yany
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wlah memperolen kekuadan hukum

37,

tetap?
Apokah ada Bakal Calon  mantan
namdana yang tidak menyecahkan

marvan
dndak pdananya yang dumumikan
melalul meda massa?

Apakah ada Bakal Caon  yang
memiii slats sebagal lerpdana atau
mantan fpidana yang meskakan
indak pidana keapaan dan findal
pidana  podtk  tidak  menyerabikan
salinan  putusan  pengadilan  yany
la::hpmumtw kekuatan hukum
%

Apakah adn  Bakal Calon  yang
memslit statys sebagal lerpdana alau
mantan pdang yang  mekkukan

piiana  poltis  tidak  menyerahkan
sural keserangan dan kejak<aan yang
mensrangkan nahwa yang
bersangkulan tepidana alau mantan
targidana xavena kealpaan atau tindak

Apakah ada Bakal Calon  yang
berempal tinggal di luer negesl yang
ddak menyerahkan dokumen forkopl

paspor Bakal Cakon?
41 Apakah ada Bakal Caon  yang
bemenpat tirggal di luar negeri yang
ddak manyerahkan dokumen Ssural

ketprangan carl Perwakilan Reputxik
ndonesia & wilayah akredaas atau
velayah ?

42.

kefjamya
Apakah ada Baxal Caon  yang
bamempat tinggal o lusr nagert yang
Sdak  menyerahkan

dokumen  Sural

pemyalaan  yang dbububi  metera
cmommmmm
menyatakan  Bakal  Calon
bemuvatﬂmddlmrmmnpaﬂa
saal pengajuan Bakal Calan dan tidak

menviiki - Kewarganegaan  selain
WIIJA Negars I 00nesa”

Apakah  ada  Basal  Caon  yang
memdixl staus  sebagel  kepala
diterah, vakl kepala daerah. aparatur
Sipll negaa, praunt Tenlara Nasonal
ndonega, anggola Kepolsian Negara
Repubik Indonesia, direksd, komisaris.
dewan penganas dan karyawan pada
badan ussha mik negaa dandatay
badan usaha milk dsersh, atau badan
s yang anggarannys  bersumber
dan  keuargar negara  yang
sdak’belum  menyerabkan  dokumen
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kepulsan  pembaientian  &as
pengunduian din yang dnecitkan oleh
pejabat yang berwenang pada saal

Apakah  xia ﬁ Caon  yang
memiliki Sans sehagal kepalk Ossa
perangkat dess, atau angoota badan
mﬂwm oesa yang tdakl

menyurahkan  dokumen
Keputusan  pembernentan  Mas
pengundumn din yarg diterbakan cleh
pejabat vang bervanang paca saul
metakukan pengauan Bakal Calor?
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Alal Kerja Pengawasan:

17

PERWAKILAN  RAKYAT,
RAKYAT DAERAH  PROVINSI,
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
DEWAN  PERWAKILAN
DAaN  DEWAN

TAHAPAN

SUB TAHAFAN

FAKTA

KETERANGAN

Pencalonan ‘

|. Persiapan Pengajan

Y&

Tak

Apakah  KPU  mergnomaskan
pembukagn  akses Silon  <epada
Partal Pditik Pesarta Pamilu pada

kepenguisan tingkat pusat?

Apakah Partal Polgk Peserta Pemy
ltwl ptsavmugas Penghubung

kan pesrabanan
akses summ KPU?

Apaksh Parla POIGK Peseta Pemiu
figkat pusat membuat akun Admin
Slon Pamol  pada  kepengurusan
tingal provinsi gan aan Admin Ston
Paipol pads kepangurusan  ngka
WSHM nkota  urtuk  mengakses

Apakah KPU membuka asses Sion
untuk Paral Poitik Peserta Pemiu
angeat pusat yag memkan
Slon? W

o

Apakah ®PU  membenkan tanda
pembukasn akses  Silon  wepada
Panal Poltk Pesena Pemiu tngka:
pusat?

Apakah  akses  Silon | mengalami
hambg,lananuwamma

Pencalonan

Il Pangaguan Bakal Calon

Ya

Keterangan

Anakah pengajsan Bakal Calon cleh
parai poitk disusun dalam bentuk
daftae Bakal Calon?

Apakah daftar Bakal Cdon yang
disusun oleh pengurus parai poltik
memuat paling banyak 100%6 (seratus
pm?}dui'.lrﬂnhmipdnsdap

3

Cagll

Apakah dalam daty Bakal Calon
memuatl  kalersalan | perempuan
mwmwpmwm)
Apakah setap 3 (ga) orang Bakal
Culon pacla susunan daftar Bakal
Calon terdapat paing sadibkit 1 (satu)
ofang Bakal Calon perampuan?

Apakah  Dokumen  persyaralan
pengajan Bakal Calon barupa dafas
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Bakal Caln  dlanmpil  dengan
dokumen  persetupian  pangauan
Bakal Calon yang drancatangani deh
ketia smum Partal Politk Pasens
Pamily atay nama lam dan secretaris
|enderal Partal Politk Peserta Pemilu
Al nema  lain  yang sah  sosuai
dengan keputusan  merman  yang
menyelenggarakan unsan
pemenintanan di bidang tukum dén
hak Afas Manusia tardanyg
pengesahan susunan pengurus partal
poltik tingest pusat?

Agakah daltar Bakal Calon Anggoss
OFR  dibubui cap Pate  Poltik
Peterta Pemilu dan  dlandatancani
okh  xelwa umum  Paral Ptk
Pasaria Pamidu atsu nama ldn dan
sedratarts  enderal  Parial Patnk
Pageria Pamill sau nama lan yang
Sah Sesud dengan kepulusan mented

WrUsan

yang  memulengoarakian
mmmnmmuunm

ams manusia  tentang
PENGAsanan sUsunan penguius paris
poliik ingeat pusar?

Pemiki tingkat kabupatenkota atau
nama lain yang sah sesual dengan
keputusan ketua urmum Partal Pditik
Sacaria Pemiu atau nama lan dan
sehretaris  erdderal  Farka Poltik
Peserta Pemily dau nama lan atau

i AD dan ART

seual
memt:ndkepemmpumpwk
tngxat kabupatenkota?

Apakabh &da Bar® Calon yang tdak
menyesalikan  dokuman  folooopy
KTP-ol?

10.

Agnkah ada Bk Cakn jang (kak
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menyerahikan dokumam Sural

pemyalaan  yang  menyatakan
beraken kepada Tuhan Yang Maha

11

s
Apakah ada Baky Calon yang tkak
menyerahkan  dokumen  sural

Apakah @da Bakad Cakn yang 1dak
menyceahitan dokuman Gurat
yang menyatakan setla

Pancasia, Uvdang.Undang

Dasar Negaa  Republk  Indonesia
Tahun 1845,  Negara  Kesatuan
Rewblk' hl‘l;dm!s& dan Bhinneka

Apakah ada Baka Cakn yang {idak
menyerabican dokumen sural
pemryalaan  yang  me
bersedia ontuk bekena penun wekiu
apahn terpiAh menjadi anggota DPR,
prowns, ataw DPRD

14.

%ﬁi‘m ¥ Calon yang tidak
dokumen sural

mmmmmm1

(salu) Partan Polik Peseria Pemil
unhtl(m)mpamﬂmﬁ

15.

dmmdmm dri dan tdak dapat
Kembxai bagy Bakal Calen yang
borstatus  sobagai  kepala  daerah,
wakil kepala daerah?

15.

Apakah ada Bakad Calon yang 1idak
menyerahian  dokumen  sura
pemyataan yang menyatakean
mengundurkan del dan toak dapa
ditarik kembai bag Bakal Calen yang
berstats sehagal ASN?

i7.

Apakah ada Baka Calon yang teiak
menyerahkan  dokuman sural
permyaiaan yang menyatakan
mengundurkan ol dan tdak dapat
ditank kembai bag Bakal Calen yang
berstatus sabaga Praun TNl alau
anggola Kepolstan NRI7

Apakil ada Baxd Caln yarg 10ak
menyerahiGn dokuman surat
yang menyatakan

drkan dei dan foak dapal

diarik kembad bagh Bakal Calon yang
Derstalus sebagai dressi, komisans,
dowan pengasas dan aryawan pada
badan usaha mik negers danalay
badan usaha milk daersh?

18.

Apoksh ady B Cakan yang idak
menyerahian  dokinen  saral
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pefryalaan yany menmyatskan
mengundurkan del dan toak dapat
ditarik kembad bag Bakal Calon yang
barstatis sehagal hadan &n yang
anggamnmys bersumber dari
Kevangan negara?

Apukah ada Baknd Calon yang tidak
menyerahixan  dokumen sual
pemyataan yang  menyatzkan
mengunaurkan of dan ek dapal
ditarik kemboi bag Bakal Calen yang
berstalus  sebagal  kepata desa
perangkat deza, atau angooa badan
prErmusyavanta desa?

2L

Apakah ada Bakal Caln yang tidak
menyerahian dokumen sura
penyalaan yang enyatakan
mengundurken  dii yang  berstatus

angnota Partai Polisk Pesena

yang ciwakill pada Pemilu
terakhe dakam hal bersalus sebagu
anggata DPR, DPRD provinsi, atau
OPRD kabugatenihola yang
dicalorkan okh Paral Polilk Pesara
Pemii yorg bebeda dengan party
poitik yang dmakll pada Pemiu
terdhe?

Apakah 343 Bakal Cakn yang tkak
menyesahican  dokumen  sural

DEmyAlaan

monguncirkan did yang  berstatus
sebagal  Penyelerggara  Pemiki,
panitia pamithan kecamatan, pantia
pemungutan susra, panitie pemiihan
luar neget, panita pengawas Pemilu
kecamatan, pania pengysas Pemilu
kelurahandesa, dan panitia

hu kar 17

Apakah ada Bay Calon yang tidak
menyeralisan dokummen Sural

pejalet
atau mefekiukan pekerBan peryedia
barang dan jasa yang berhubungan
dengan  kewangan  negara sera
pekenean  kun yang  dupa
menimteilean  konflk  kepaatingan
dengan tugas, wewenang, dan hak
sebagy angguta DFR, DPRD prowvnst
dan DPRD kakupatankota sasual
dengan keteniuan peraturan
_perungan

24,

ENGANG-undengan?
Apmn ada Baks Caln yang 1aK
dokuman G

mﬂ'm bdak mmdw

jobater  sebagel  papbol  negara
laroya  dreksi, komsans, dewan
Mgﬂﬁmmmw
Usaha Milk Negara dan'alau_Badan
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masyarakal yany memenuhi Syarat,
rurah  sakt  pemerntah  yang
memanuhe syarat, aau badan yang
maelaksanakan tigas pemenntahan o
bidang pencegahan  pemberantasan
penyaahgunaan dan peredaran gelap
nakotika, paikotropiva, peekinsor, dan
bahan adiktf Ginnya @ gl
prodnsi atau kabupatenata?

Apukah ada Baky Cakn yang 1kkak
dokumen tanda bukb

telah jerdallar sebagai pemith pada
atau H a7

Agakah ada Baxx Caln yang tdak
menyeealican dokumen karu tanda
anggota  Parta Pofiik  Pesernta
Pamil?

dokumen surat
ketarangan dan pergadilan negen &
wiayah hukum tempat tinggal Bakal
Calon  yang mencrangkan  tidak
pemah dipidana perjara berdasarkan
putu=an pengadilan  yang  tdah
memperakeh Kawualan hukum (8tap
karana mefakukan tindek pldara yang

diancam dengan pdana pemara 5
(lima) 1ahun alaw ebin?

Apakah ada Baka Cakn yang {idak
menyerahican

Apakah i Basd Calon  yang
beremrpal brggal di luer negesi yang
Gdak menyerahkan dokumen fookop
paspoe Bakal Calon?

Apakah ada  Bakal Caon  yang
bamamrpat trggal ol hisr negen yang
ddak menyerahkan dokumen surat
Kelerangan dar Penwakilan RepuUik
nonesia & wiliyah akrediasi alau

kedarnya
Apakah ada Bakal Calon  yang

dan ditancatangani cleh Baka' Calon
yang menyatakan  Bakal | Calon
bemamrpat tinggal di luar nagen pada
zaat pengpjuan Bakal Calon dan 1klak
memlid  kemaganegeramn  seain
WA e Gara Moo e

Apakah ada Hakal Caion  yang
momilicl  stass  sebagal  kepala
daerah, wakil kapals deereh. eparatur
sipl negara, praget Tentara Nasonal
mudoneska, anggola Kepoisian Negara
Republk lndmesa. direksd, komizaris,
dewan pengasas dan karyawan pada
badan usaha mik negana danfatay
badan usaha milk daerah, atau badan

l¥n yang anggarannya bersumber

pembarhantian atas pengunduran dird
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yan deeifian ok pejabet yang
berwerang 0ada saal mebXiKan
pengajpan Bakal Calan?

Apakah  ada  Bakal Caon  yang
memilid satus sehagal kepaks oesa,
perangkat desa, atau angoota badan

nian atiss pengunduran din

yang dierbitkan okh pepua yang
berwerany ooda ssal  mebdoukan
|

Apakah ada Baxal Caon yang
memilld  Staus  seDaga  mantan

tarpidana telah melewali Jangha wakiu
5 (lima) twhun  setelah  selesal
menjalan pidana penjara berdasarkan
pulussn  pengadikn yang  telah
memperolsh kekualan husum  (etap
terhitung  sejak  tanggal  selesa
menflan masa poananys sehingga
gdak mempunys  hubungan secara
ekms  dan  admnistall  dengan

hukum dan hak asasi manusa, dan
terhitung Sampal dengan Harl leakhr
masa pangsuan Bakal Calon dak
menyerahn sural keterangan  da
lmoala lembaga  pamasyarakatan

kepala balai

yang memye wuEan
pemenntanan di hukum dan
hak asasi manusia?

41

Apakah  ada BRakal Caan  yang
memvliki  status  sebagas  mantan
tergidana 1alah melewall Jangka wakiu
5 (lima) tahun satelah  selesal
menjalani pidana penjara berdasarkan
putusan  pengadiln  yang  telah
memperokh Kekualan Buum  lelap

nukum dan hak asasl manusa, dan
terhitung sampal dengan Harl erakhe
masa pangagian Bakal Calon tdak

salnan  putusan
pengadian yang teiah memgercien
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Panitla Pengawas Pemilhan Umum Provins Aceh dan Panilia Pengavas
Pamilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provnst Aceh,

2. Bahlwa Komisi Pemilhan Umum Provirsi dan Komisi Pemilhan Umum
KabupalenKota dalam Sural Ecaran Inl iemmasuk juga Komisl Independen
Pamilihan Proving Aceh dan Komest Independen Permilihan Kabupaten/Kota
ol seluruh Pravinsi Aceh

3. Bahwa isi Sural Bdaran ini juga dibarialokan imiuk pengawasan lahapan:

a.  pendafteran bakal cafon anggota Davan Perwakdlan Dasran di Provinsl
Aceh), dan

b.  pengajuan bakal calon argpota Dewan Perwakilan Rakyal, Dewan
Pervakilan Rakyal Daerah Provingi, dan Dewan Perwakian Rakyat
Daarah KabupalaKnota yang dilakukan oleh partai politik okl pessra
pamilinan umum d Provinsl Aceh

4. Bamwa pengawesan sebagamana dimaksud dalam angka 2 diaksanakan
dendan menoacl pada kKeWwnisEan peraluran pesundang-undangan vang
mengatur mengenal penyelenggaraan pemiliban umum di Provinsi Aceh.

Katenuan Perathan

Dalam hal pada saat Surat Edaran inl mutal benaxu, terdapar konoisi
Peraturan Badan Pengawas Pemiihan Umum mengeral pergawasan pencalonan
persearangan pesarta pemilihan umum anggota Dewan Penwakilan Daerah
davalau Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mergenai pencalonan
anggola Dewan Pervakian Rakyst, Dewan Pavakilan Rakyat Dagrah Proving,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupamen/Kota dundangkan dalam Senta
Negara Republk Indonesia, I8l Sural Edaran 0l dnyatakan mash wtap berlaku
sepanjang tdak bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum dimaksud.
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H.  Xelenuan Panuup
Surat Edaran Inl mulal beraky pada tanggal ditetapkan untuk mengadl
permatian dan dipedomani sesual dengan Kewnluan peraluran  perundang-
ungangan

Ditetapkan o Jakana
pada tangpal 06 Mel 2023
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LAMPIRAN

SURAT EDARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN FENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN FERWAKILAN DAFRAH
SERTA PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAXILAN RAXKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABLPATEN/KOTA

ALAT KERJA PENGAWASAN PETUNJIUK PELAKSANAAN PENGAWASAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SERTA
FENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA

| Alal Kerja Pengawasan: PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN DAERAH
NO PENDAFTARAN BAKAL CALON FAKTA KETERANGAN
ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH
A. Persiapan Pendafiaran Ya | Tiak

lvman dan media sosN KPU dan
KPU Provnsi?

Apakah KPU mangumuMmkan
pendafaran  Bakal Caon  medalu
laman dan madia soslal KPU?

Apakah KPU Froving mengumurmkan
pendanaran Bakal Caon melalul
laman dan media soslal XPU
Provins?

Apakah ada Petagas Penghubung
yang fdak mempunyd surat osasa
| dan Bakal Caon ?

Apokals KPU  Prowrrsi  membuka
Wakiy pendataran muk pukal 08.00
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Usaha Milk Daerah. sena badan &ain

yang angparannya bersumber dan
Keuangan negara?

25,

Apakah ada Bakw Calan yang tidak
monyorahkan  dokumen  surat
pemyalaan yang menyatakan kdak
pemah dipidana perjara berdasarkan
putusan  pengadilan  yang  tdah
memperokeh  kebuatan bucum  etap
Karena metkukan indalk prlusa yang
diancan  dengan pdann penfra 5
(i

mmmmammim
menyerahean  dokuman sural

pulisan  pengadilan  yang  tedah
memperokd kekumlan bugum  elap
karena melakukan tindak pidana yan)
diancam dengan pxlana pengara 5
{lirma) tahen atav ketah?

27,

Apakah ada Bavy Calon yang tidak
menyecahican dokumen sural
pemyalaan yang menyalakan sebagai
ddak  pernah  dpidana  penjara
borcasaran putusan pengadilan yang
wiah memperoioh kekuatan hikum
tetap karena mefakukan tindak pldana
yang diancarm dengan pdena penjars
5 (fma) 1ahun atau lebh dengan Har
terakhF masa pengajuan  Bakal
Calon?

Apakah ada Sakal Calon terpidana
alay martan lerpidana yang  lidak
menyerahican dukumen sural
pemyaidan  yang  menyatskan
terpdana atay mantan terpilana yang
melakukan thdask pilana  kealpaan
dan Endak pigana palitic?

Apakah ada Bakal Calon  mantan

terpdana yang tidak menyerahian

dokumen  Sural  pemyetEan  yang

menyaakan marean terpikiana bukan

sebagy  pelaku  kephaan  yang
-

Apakah ada Bak¥ Cakn yarg 1kiak
menyerahikan  dokumen folakop
ljazah  ataw  sural  weterangan
ponmmn rxah sekaldh menengah

a”) " m
memngmtqmm madrasan allyan
keqruan, misu =esolsh f&in yang
sederaal  yang dilegalisasi  den
Instansl yang barwenang?

3L

ketorangan sehat pasmand dan robani
dari pusat kesehatan masysraiot alau

nmh sakl pemerntah  yang

dan  sural
ltmuannan hz:mmvahrwmm
nakolka

bt a. o l&v—-—ﬂv‘-“\&r‘;.ﬁ.-
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kekualan hukum wlep?

42

Apakah  afa  Bakal Calan  yang
menslicl  stalus  sedaga  mantan
terpidana telah melewall jangia vwakou

hukum dan hak asasi manusa, dan
terhitung sarmpai dengan Hari terakh
masa pangegsan Bakal Cales bdak
menyeralcan DIKS parnyatean yang
memuat latar belakang din yang
bersangkulan  sshacadl  mantan
tergidana.  [enis tndak  pldanarya
yang  diumumkan  melali  media
massa?

Apakah ada Bakal Caon  yang
memHic) Sas Sebag lerpdana atay
mantan ferpdana  yang meldadan
indak pidana keapaan dan trdak
pdana poltk tidak  menyerahkan
salnan  putusan  pengaditan  yang
wiah memperoieh kekuatan hukum

menditl stiatus sebagal lerpdana atsu
mantan emdana yang melkukan
andak pidane keapaan dan Lndak
prlana  poalk  tak  menyeralikan
surat keterangan dani kejak=aan yang
menerangkan bahwia yang
bersangkulan tepidana atau mantan

N hukum etep?
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Lampiran 5 SE Nomor 27 Tahun 2023

Lo

TR
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INCONESIA

YR 1, Ketun dan Anggota  Badan  Pengawas  Pemditan  Umum
PravnsiPanilia Pengawas Pemihan Pravins Acely
7 Ketua dan Anggola Badan Pengawas Pemslihan  UmumiPanitia
Pangawas Pemilihan Kabupaten/ota,

SURAT EDARAN
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
FETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN VERIFIKASI AOMINISTRASI DOKUNMEN
PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAM.
BAKAL CALON ANCOOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAXYAT DACRAM PROVINSI, DAN BAXAL
CALON ANGGOTA DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENKOTA

A, Latar Belakang

Ketenian Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 horuf b angka 1. dan Pasal
1021 huruf b angka 2 Undang Undang Nomar 7 Tehun 2017 tentong Pemilinan
Umum sebagaimana tah dubah dengan Peralwran Pemenntan Penggant
Undang-Undang Nomor 1 Tahtn 2022 tantang Perubahan atas Undang-Undang
Nomoe 7 Tahun 2017 tenlang Pemddihan Umum memberi fugas kepada Badan
Pemgawas Pemilhan Umum, Badan Pengawas Pemiinan Umum Proving, dan
Badan Pengaxwas Pemilhan Urum  Kabupaten®ota  untuk  melakukan
PRNgAWaRRAN pelaksanasn tRhapan panysienogaaan Pamiy terhadap pancalonan
anggota Dewan Perwakitan Daerah sera anggota Dewnn Pervakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Provinsl, dan Cewan Perwakilan Rakyal
Caerah Kabupalen/Kota

Berdasarkan Peraniran Komisi Pemilian Umum Nomar 10 Tahun 2022
tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemiihan Umum Angpaia Dewan
Persakian Dasrah sabagamana telah dubah babarapa kall dan terakhir diubah
dangan Peraturan Komisi Pem@ihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 fentang
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Porubahan Kedua alas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022
ntang Pencalonan Persaorangan Peserta Pemithan Umum Angoola Dawan
Perwakfan Dacrah |Peraturan KPU Pencalonan DFD) dan Peraturan Komis|
Pemiihan Lmum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencaonan Anggota Dewan
Porwakian Rakyal, Dewan Pargakian Rakyal Daerah Psvinsi, dan Dawan
Perwakfan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Peraturan KPU  Pencalonan
OPR/'DPRD) akan diaksanakan verntkasi dokumen persyaratan bakal cabon
angootn Dawan Perwalian Ceomh yoiu pada tanggal 15 Mol 2023 sampal
dengan 13 Jul 2023 dan bakal calon anggoia Dewsst Perwakilan Rakyal, Dewan
Pemwakian Rakyal Provinsi, dan Dewan Ferwakilan Rakydl Kabupalen/Kota, yalty
pxda tangaal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023,

Hingga saal il terdapat kondisi Peraturan Badan Pangawas Pemilihan
Umum mengenal pengawasan pencalonan persqorangan peserta  pemilihan
umum anggota Desan Perwakilan Dasrah mash dalam proses pengundangan o
Kemarterian Hukum dan Hak Asasl Manusia, demikian pua  dengan Paraturan
Badan Pengawas Pemithan Umum mengeral pencaonan anggoia Dewan
Perwakian Rakyal, Dewan Peraakian Rakysl Daerah Piovingi, dan Dewan
Porwakian Rakyal Dacrah KabupatenKola masih dalam proses peayusunan,
s=hingga wituk mengamesipasi adanys kekosonganvkonfik hukum terkait dengan
teknis pelaksanaan pengawasan verifikasi dokumen adminisrasi persyaratan
bakal calon arggota Dewan Perwakllan Daerah serta anggota Dewan Pervaklan
Rakyal, Dewsn Pervakian Rakyat Daarah Provins, dan Dewan Perwakdlan
Rakyat Daersh Kabupasen/Kata, perlu menarbikkan Surat Edaran  %ntang
Petunjuk Polaksanaan Pengawasan verifikast admnisras dokumen persyaratan
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilen Daerah sena Bakal Calon Angoota
Dewan Perwskilan Rakyal, Dewan Pepaskilan Rakyal Deerah Prodnsl, dan
Devan Perwakilan Rakyal Caerah KabupalenKota,

Maksud dan Tujuan

Sural Edaran v dirertitkan dengan maksud untuk menadi pedoman daam
mengisi kekosongan hukum dan menghacapi konfik norma antara peraluran
Bawasly dan peratwan KPU, Surat Edaran i pula bertujuan unuk memben
petunjuk  1eknis peaksanaan  pengawasan  tahapan  verfikasi  adminiseasi
persyaratan Bakal Cakn anggota Dewan Pervakilan Daeral feta enggols
Dewan Perwekilan Rekyat, Dewan Peraaxilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Pemakilen Rakyal Daerah KabupatewKola unluk Badsn Pengawas
Pemlihan Umum Badan Pengawas Pemiihan Umum Provingl, dan Badan
Pongavas Pamiihan Umum Kahupatensots
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Ruang Uinglaip

Ruang lingkup Swal Edaran Inl mengalur peaksanaan pengaviasan

verkast aomnisras) cokumen pessyaralan Bakadl CaEon ANggola  Dewan
Penwakilan Daerah serta Bakal Calon Anggota Dewan Pervakian Rakyat, Bakal
Caion Arggeta Dewan Perwauian Rakyal Daerah Provnsi, dan Bakal Calon
Anggaota Dawan  Parwakilan Rakyal Dapmh  KahupatenKela okeh  Badan
Pangavas Pemihan Umum, Badan Pengawas Pemillhan Umum Provinsl, dan
Bavan Pengawas Pemiliban Umuam Kabupalen/kota,

Dasar

1

10.

Undang-Untang Nomar 7 Tahun 2017 tentang Pamilinan Umum sabagaimana
telah dubah dengan Peraturan Pesnerintah Penggantl Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 lemang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemiihan Umum,

Peraturan Badan Pergawas Pemiihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Pancalonan Persearangan Pasarta Pamilihan Umum Angoota
Dewan Parwaklilan Daarah,

Peraturén Badan Pengawas Pemiinan Umum Nomor 20 Tahun 2018 1entang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilhan Umum

Peraturan Badan Pergawas Pemiihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Pencdonan Peserta Pemilihan Umum  Angoota Dewan
Perwakilan Rakyat, Angoota Dawan Penwakilan Rakyat Dasrah Provns, dan
Arggota Devean Parvakian Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraluran Badan Penganvas Pemithan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Tata Kena dan Poia Hubungan Pengawas Pemilihan Umum,.

Peraluran Badan Pengavas Pemithan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Panyslenggaraan Pemidiban Umum,

Peraturan Badan Pengawas Pemithan Umum Nomar 7 Tahun 2022 tentang
Penanganan Temuan dan Laperan Pelanpgaran Pamidinan Umum.

Poralura Badan Pengawas Pemithan Umam Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Penyelesalan Pelenggaran Administratif Pemdihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilfian Umum Nomae 3 Tahun 2022 tentang Tahapan
dan Jadwal Panyelenggaraan Pemilihan Umum,

Peraturan  Komis! Pemilinan Umum  Nomor 10 Tehun 2022  tentang
Poncalonan Perseorangan  Pesarta  Pemilihan  Lmum  Anggota Dewan
Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan
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Kedua alas Pecaturan Komisi Pemiliban Umm Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pencalonan Persaorangan Peserta Pemiithan Lmum  Anpgota Dewan
Perwakllan Dasrah,

11, Peraluran  Komisl  Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2023 lenlang
Pencalonan Anggia Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakian Rakyat
Daerah Previnsi, dan Dewan Perwakian Rakyal Daerah Kabupaten/<ota.

E. sl Edaran

1. Badan Pengavaas Pemilinan Umum Provns: melakukan pengawasan erhacap
Verikasl administrast dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah yang diakukan coleh KPU Provinsl pada langgd 15 Mei
2023 sampai dengan 13 Jub 2023,

2 Beadan Pangawas Pemiihan Umum, Badan Pangawas Pamithan Umum
Provinsl, dan Badan Pengawas Pemiihan Umum Kabuparenkoa melakukan
pengawasan erhadap verikasi aominsiras dokumen persyaratan Bakal Caon
Arggota Dewan Perwekilan Rakyat, Dewan Perwailan Rakyat Daerah
Provinsl, dan Dewan Peewakilan Rakyal Dasrah Kahupalen¥ola, yang
dilaksanakan oleh Komis Pamiihan Umum, Komisl Pemdihan Umom Provinsl,
dan/atau Kemisi Pemiiihan Umum Kabuparen/Koa mulal dard tanggal 15 Med
Sampad dengan 23 Juni 2023,

3. Pengawasan Verkasi administras dokumen persyaratan bakal calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilacukan
ureuk memastikan Komisi Pemihan Umum Frovins melaksanakan tahapan
verifikasl adminksiras dokumen persyararan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Dagrah sesusl dengan ketentuan vang diatur dalam Peraturan
KPU Percaionan DPD.

4. Bahwa penjawasan sebagaimana dimaksud datam angka 3 dilakukan uniuk
mamastikan Komisi Pemiliban Umum Provins: daiam melaksanakan tshapan
varkss! administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah dengan menellt hat-hal yang melputt
A pemenuhan persyaraian umur yailu 21 (dua puluh Saiy) tahun atau ledih

terhitung sejak penatapan OCT Anggota OPD;
b. kagandaan pancalonan; dan
c. kebanaran naskah asl dokumen dokumen dgital parsyaratan calon,

5 Pongawasan verfikasl administras! dokumen pessyaraian Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bakal Calon Anggota Dewan Perveakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anpgota Dewan Penvakilan Rakyst

DNttt W A ON0E GRS E0Ri GAhNns vy WO T oVl A Seaios Fedvorsd 851 BSAN

121



Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dadam angia 2 ditakukan

unuk memastikan Komisl Pemiihan Umum, Komist Pamishan Umum Provinsl,

dan‘ataly Komiei Pemiliban Umum Kabupaten/iKota metaksanakan (ahapan
verifkasi adminsiras dokumen persyaratan bakal calon sesual dengan
keteniuan dalam Peraturan KPU Pencalonan DPR/DPRD.

6. Bahwa pengawasan sebagaimana dmaksud dalam angka 5 diakukan uniuk
mamastikan Kormis Pamiihan Umum, Komist Pemé@han Umum Proving. fan
Komist Pamibhan Umum Kabupatery Kota dalam melaksanakan tahapan
verikasl admmistasl dokumen persyardan Bakal Cyon Angoota Dewan
Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggola Dewan Pervakdan Rakyal Dagrah
Provingl, dan  Bakal Calbn Arggota Dewan Penwakilan Rakyat Daerah
Kabupatan/ Kota cangan menaiili hal-hal yang malpali:

a. kabanaran dokumen parsyamtan adminstrasi Bakal Calon: dan

D. Kegangdaan pencannan.

7. Bahwa pengawasan sebagamana dinaksud dalam angka 4 dan angka 6
dilakukan untuk mamastikan
a Komis Pomilihan Umum, Komis Pamiihan Umom  Provinsi,  dantaiag

Komesl Peamidhan Umum KabupatenKota dalam mefaksanakan fahapan
vertikasl aomiristrasi dokumen persyaratan baxal calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyal, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Dasrah Provinsi, dan Dewen Perwakian Rakyat Daesrah Kabupaten/Kota
dengan secara berar, ransparan dan akuntabel;

b Bakal calon angoota Devan Parwakian Daarsh, patal polibk pesarta
pemdihan umum danfatau bakal caton anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Dewan Pervakian Rakyal Daerah Provingl, dan Devan Persakiian Rakyat
Dasrah Kabupaten/Kota mendapatkan perdakuan, hak, dan kesempatan
varg adi dan selara okeh Komisi Pemdiban Umum, Komisi Pemiliban
Umum Pravinsi, danfatau Komisi Pemdinan Umum Kabupaten/Kaota; dan

o, Komesl Pemihan Umrum, Komisl Pesiinan Umum Pravinsl, dan Komisl
Pemdinan Umum Kabupalen! Kota fidek meakukan Undakan yeng
bempolensi mengumungkan atay mengkan bakal calon angoota Dewan
Perwakilan Daerah, partal poltk pesarta pemithen umum dan/atau bakal
calon arggeta Dawan Parwakilan Rakyal, Dewan Perwaldan Rakyat
Dasrah Provinzl, dan Dewen Parwakfan Rakyar Daerah KabupatenKota
dalm proses verkas! agminsiras dokumen persyaratan.

8. Bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ditskukan dengan
Cara:
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a. pengamatan langsung dan penilaéan terhadap proses verfikasi admnistrasi
dokumen parsyaratan bakal calon anggota Dewan Penwakiian Rakyat
Dewan Parwakian Rakyal Daerah Provinsl, dan Devan Pergakian Rakyat
Daerah Kabupaensota, dan

b. pengamatan dan perilaian melalul Sistem informas Pencalonan (Sikon)
yarg disediakan okeh Komisi Pemilifan Umum, Komisi Pemithan Umum
Pravinsi, danfatau Komisi Pemithan Umum Kabupaten/Kola malaul admin
Stion yang dberkan kepada Bawasiu, Bawsstu Provnsl, dan Bawasiu
KasupalenKola,

2. Bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 juga
dilakukan terhadag penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) oleh
Komid Faméhan Umum, Komisi Pasmiliban Umum Proving, dandatau Komisi
Pemithan Umum Kabupaten/Kota untuk mesnastikan:

a Komisl Pemilihan Umum, Komis Pemiihan Umum Provinsi, dan/azau
Koms Pemiihan Umum Kabupatenota menggunakan Silon  secara
optmal sebagal langkah antisipast kondis-kondsi yang berpotensi
mamgkan hak hakal calon anggota Dewan Pamwakilan Daerab sena hakal
calon anggota Dewan Parsacian Rakyal, Dewan Parvakilan Daarah,
Dewan Perwakian Rakyal Daerah Provinsl, dan Dewan Peraakiian Rakyat
Dasrah Kabupaten'sola, dian

b. Silon merupeken alat bantu yang dsediskan oleh Komisi Pemiihan Umum,
Komisi Pemihan Umum Provingi, danfatau Komisi Pemiihan Umum
Kanupaten/Kota untuk melayani bakal calon anggola Dewan Perwakilan
Capgrah dan pana politk peserma Pemilu  dalam  prosas  verlfikasl
admnisrasi dokumen persyaraian bakal caon anggota Dewan Pervakian
Dasrah, bakal calon angpota Dewan Perwakilan Rakyst, bakal caon
anggosa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsl, dan bakal caon
anggosa Devan Parvakolan Rakyat Dasrah Kabupaten/Kota.

10, Bahwa datam melakukan pengawasan sebagaimana mmaksud dalam angka 1
sampal dengan angke 9, Badan Pengawas Pemiihan Umuem  Bacan
Pongawas Pemiliban Umum Proving, dankatau Badan Pengawas Pemiliban
Umum Kabupaten'Kota harus:

a mengounakan ala kerg pangawasan sebagaimana tercantum  dalam
Lampiran yang mearupakan bagian taak terpesahkan dan Surat Edaran ni;
dan

b. Hasil yang diperoleh darl pengounaan aal Kerja pengawasan diluangkan ke
dakm laporan hasll pengawasan (formule model A Form-A) sesusl dengan
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Pemturan Badan Pengawas Pemithan Umum Nemor 5 Tahun 2022
tentang Pangawasan Panyelenggarasn Pamilihan Umum.

11. Behwa dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan ssbagaimans
dimaksud dalam angka 10 hund b lerdapat;

a kesalahan administrast yang dilakukan oeh Komisi Pemdiban Umum,
Kome Pemilihan Umum Provinsi, danfalau Komisi Pemiliban  Umun
Katupaten/kKola, mberikan samn perhakan sacara terulls aleh Badan
Pengawas Pemilihan Umam, Badan Pengawas Paemilihan Umum Provinsl,
dancazay Badan Pengawas Periinian Umum  Kabugalen/Kola  sesusl
dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tenlang Pengawasan Pemelenggaraan Pemilihan Umum,

b saran parhaikan sebagaimana  dimaksod dalam homf a yang Sdak
ditindaklenjuel oleh Komisi Pemithan Upum. Komis: Pamithan Umum
Provinsl, danfatau xomis Permiinan Umum Kabuparenikota, diproses oeh
Badan Pengawas Pemithan Lmum. Bagan Pengawas Pemilinan Umum
Provinsi, dan/alau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sehagai lamuan dugaan pelanggaran pemikhan  umum  berdasarkan
Pemturan Badan Pengawas Peamihan Umum Nemor 7 Tahun 2022
emang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilinan Umum
danfatan Peraluran Badan Pengawas Pemiliban Umum Nonmor 8 Tahun
2022 ®enang Penyelesalan Pelanggaran Admintstrest Pemathan Umum;
danfatau

c, dugasn palanggaran pemiliban umum yang ddaporkan oleh Warga Nagara
Indonesia yang mempunyal hak piih, pesera Pemil. dan pamansau
Pamilu, diproses  oleh  Badan Pengawas Pemithan  Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, danfatau Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/kols Derdasarkan Peralwran  Badan  Pengawas
Pemdihan Umum Nomaor 7 Tahun 2022 jentang Penanganan Temuan dan
Laparan Patanggaran Pemiihan Umum,

12. Bahwa Badan Pengawas Pemihan Umum Provnsi dan Badan Pengawas
Pomiihan Umum  KabupatenyKeta wajlb  melaporkan hasi  pengawasan
sshagalmana dimaksud dalam angka 1 sampal dengan angka 10 kepada
Badan Pengawas Pemilihan Umum secara berjenang,

F. Keternuan Lain-Lain
1. Bahwa Badan Pengawas Pemithan Umum Provingl dan Badan Pengavas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Surat Edaran Ini termasuk juga
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Panitla Pengawas Pemilhan Umum Provins Aceh dan Panilia Pengavas
Pamilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provnst Aceh,

2. Bahlwa Komisi Pemilhan Umum Provirsi dan Komisi Pemilhan Umum
KabupalenKota dalam Sural Ecaran Inl iemmasuk juga Komisl Independen
Pamilihan Proving Aceh dan Komest Independen Permilihan Kabupaten/Kota
ol selunuh Proavinsi Aceh

3. Bahwa isi Sural Bdaran ini juga dibarialokan imiuk pengawasan lahapan:

a. pondaftaran bakel calon anggota Dewan Pecasidlan Daerah ol Provinsl
Acen, dan

b. pengajuan bakal calbon anpgota Dewan Persakilan Rakyat, Dewan
Perwakian Rakyal Daerah Provinsl, dan Dewan Perwaklan Rakyat
Daemh Kahupatanota yang dibkukan aleh parts poltic Inkal pesaria
permilihan umum di Provins! Aceh.

4. Bamwa pengawesan sepagamana dimaksud dalam angka 2 diaksanakan
dendan menoacl pada kKeWwnisEan peraluran pesundang-undangan vang
mengatur mengenal penyelenggaraan pemiliban umum di Provinsi Aceh.

Katenuan Perathan

Dalam hal pada saat Surat Edaran inl mutal benaxu, terdapar konoisi
Peraturan Badan Pengawas Pemiihan Umum mengeral pergawasan pencalonan
persearangan pesarta pemilihan umum anggota Dewan Penwakilan Daerah
davalau Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mergenai pencalonan
anggola Dewan Pervakian Rakyst, Dewan Pavakilan Rakyat Dagrah Proving,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupamen/Kota dundangkan dalam Senta
Negara Republk Indonesia, I8l Sural Edaran 0l dnyatakan mash wtap berlaku
sepanjang tdak bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum dimaksud.

Katerman Panutup

Swral Ederan Ini mulai beraky pada tangpal ditetapkan uniux menjac
pematian dan dipedemani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
uncangan

Ditetapkan o Jakara
pada tanggal 15 Mei 2023
Ketua,
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LAMPIRAN

SURAT EDARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK  PELAKSANAAN  PENGAWASAN  VERIFKAS!
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, BAKAL CALON
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN BAKAL
CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABLPATEN/KOTA

ALAT KERJA PENGAWASAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN
VERIFIKAS! ADMINISTRAS|I DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAFRAH, BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT, BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATENKOTA

L. Alal Kerga Pengawasan. VERIFIKASI ADMINISTRAS! DOKUMEN PERSYARATAN
BAXAL CALCN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

DAERAH
Na. Dokumen msvafw Fakta mfafmal\
Pakal calon BenarSah | Twak
Benalf
_Vidak Sah

1 | Baxal calon arggota DPO telah
besumur 21 (dua pulsh =au)
ahun a%au leh terhilung sejak
penetapan DCT Anggota 0RO
72 | Bakal calon anggeta DPD 1dak
mencalonkan dii pada febin dar
1 (salu) lerbaga perankian
3 Kesesuaan antasd  permyataan
yang doyatakan pada sorat-
sural  parmyalasn  pendataan
takd calon anggota DPD (Psl
20 ayat (1) PKPU No 10/022)
cengan KTP-ol dan dokumen

peayerta pada kordal khusus.
El Folokopr  (zah ataw  Totokop!
surad  keberangan pmggmu
ilazah sekclah menengah &as
madrasah  aliyah, seknlah
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Sural tanda dukli telah terdaftar
sabagal Pemilh diterbitkan oleh
PPS alau KPU Kabupatenkoa

Swal keterangan dari
pengadian negen & wikyah
Pukum  tempsl  Unggal bakal
calon anggosa DPO bag! bakal
calcn anggota DPD yang 1dak
pernsh  dipklana pengara
berdasarkan punsan
pengadian yang telah
reamperoleh  kekuatan  hukum
tetap Karera maakukan tindak
pidana yang dlancam dengan
pldana perjara 3 (lima) ahun
atas bebin

pamberhentan,
surat pengunauran
dn, dan tanda tertma  dan
peEbal yang betwenang atas
penyerahan  sural  pengajuan
pengunduran din, begl Dakal
calon anggola DPD yang

t=ata milk negara danfilay
badan usaha milk daerah
canfatay  badan  usaha  mAk
oosa. atau badan lan yang
:qganmya bersumber  dan

KEUANGAN NeGEra

keputusan pernberhentian, sura
pengunduran @i dan  tanda
erima dan pertai politk aras
penyerahan sural pengunduran
dn, bagi bakal calon awyota
DPD  yang memilid  status
sebagai pengurus partal poitik
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kapuusan pemberhentian, sural
pengunduran @i, dan tanda
terima gan partal  politk atas
pemyerahan sirat pengunciran
dn, bagi bakal calin anggota
OPC  yang memis SIS
sabagal pengurus paral poitix

kaputusan pembarhantian, bag
kel calan anggota DFD yang
e i) satus sebagy
Fenyelengowa Pemilu, PPK,
FPS,  panlia  pemithan  Lar
regen. Panvasiu  Kecamalan,
Farnasiy KelurahonDesa, atau
panna pengavas Pervlu uar

putusan pengadiln yang telanh
memperoleh  tekaatan  hukum
tetap, dan bukl  pernyataan
yang memcat Btar belakang jatl
on yang bersangsutan sebaga
mantan terpidana  dan  jenis
bndsk pilancerya yang
dumumkan  melalul  media
massa, bagl  bakal  calon
anggota DPD yang  memitki
status sehagai

manian
terpidana

13

Salinan  putusan  pengadian
vang  tdan  mempercleh
kekugtan hukum tetap dan sural
keterangun )l keRksaan yang
menerangkan balwa  yang
bersangoulan  leopctina  alay
manian  terpidana karena
ke atau ondax pidana

bardasarkan  putusan
pengadian yang telah
mamparoleh  kekuatan  hukum
mtap, bagi bakal calon anggota
DPD yang memild  status
=8 i 1erpilana atau mantan
terpl ying  melkikan
fndek pidana  kealpasn ol
tindsk pdana politk

14

§azah atau Suret keterangan
penggaEntl paah, tag baky
calen anggota DPD yang

mencariumkan gear skademi
Baal calon amggeta DPD fddak
bevsintus  Sebegal  pengurus
partal  poRRik  maali | Sistem
Infarmasi Partal Poitk
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Alal Kera Pengawasan:

PROVINSI,

DAERAH KABUPATENKOTA

VERFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN FERSYARATAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKHAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Na.

Dolaumen Parsyaralan
Bakd calon

Faka

Benar/Sah Tidak
Banar!
Tdak sanh

Knterangan

KTP-6l  memoal  keterangan
bawa Bakal Calon merupakan
Waga Negara Indonesia yang
Ieviah bevumur 21 (dua pulub Sau)
tahun alau lebih terhiung segak
pnetapan DCT dan berempe!
tingge  di  wilayah  Negara
Kesatuan Republi nidonesa

Strat pemyataan falah aibekuh
meteral dan ditandatangani cleh
Bakal Calen  sema  dilampin
dengan sural  kenerangen  darl
pangactian regar dl wisyah
hukum  tempat Bakal
Ca0n yang memual seterangan
babrwa Bakal Calon Uk pemnan
dpidana  penjara  berdasarkan
putusan pengadéan yang telah

pdsna  yang diarcam dengan
poana penjara § (hWma) w@hun
atau lebih

Fotoéopl - lazah atau surat

knterangan penggant! azah telah
memual  kererangan  keluiusan
Dakal  Cabn  dari selolah
menengah alas. madrasah akyah,

sekolah  menengah  kejuruan,

olegalisasi oleh instansi yang
barvenang

5 T

Sural Keterangan sehat psmani
dan  mhan  ehh  mamust
keterargan babwa Bakal Calon
dgam Kondsi  sehal  yang
ckeluarkan oleh pusal kesehatan
masysrakit  alau  rumab  sakit
pemerntah  yang  memeruhi

| Syaral daa
Surm loueunw bebas
peryalahgunaan narkalika

cikeluarkan oleh pusat kesahatan

masyasasat  yang  memerubi
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14

Csyaral, fumah Saki pemerimal

prekirsor,  dan  tahan gt
lainnya o tngeat provingl atau
katupatenkota

Tanda bukli  islah  terdaftar

sebagal pemlin (slah  remusl
an barwa Bakal Calon

tentatiar sebagal pemin

Kartu tanvda angoota Partal Palitik
Peserta Pemdu  tefah  memuear
kelerargyan hatwa Bakal Calon

merupakan anggota dan Pota
Politic.  Pessta  Pamiu  yanyg

mengajuian,

Fotoiopl paspar yang tdampirkan
merpakan Indonesia
daam hal Bakal Calon betempe

Bakal Caon

lingga of huar segeri pada sas
pangajuan

Surnt ketsrangon dan Pervaakdan
Reputlik  Indonesia & wiayah
Mroditasi atau wiktyah kenanya
telah menemangkan bawa Saka
Calon bertempat trggal 8 uw
nagerl  pada  <aal  pengajuan
Bakal Calon dan bersiaius waga
nagarn indonesia dalam hal Sakal
Calan bertempal Inggal o uar
negeri  pada  saal pengajuan
Bakai Calon

10

11

Surat perryalan ialah Gibubal

luar negeri pata sast pengajuan
Bekal Calon dan nidak memikki

arasn selain
negara indonesa daam hat Baka
Calon bestempat triggal o
megeri  pada  sasl  pengajuan
Bekal Calon

Keputusan  pembarhantian  atas

dasrah, atay badan kain yang

_anpgarannya  bersumbar  dan
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_ keuangan negara .
12 Suat pergajuan penguodiran did
dan fanda tedma dan pejabal
bmmmmmum

atpe pengunduran
Bakal Calon remilki
sum: sebagn kepaln  daersh,
wak kepala dassan aparaur sipll
negara, pragrt Tectara Nasonal
Iioresta,  anggoea  Kepolisian
Negam  Republik  indonesa,
dhrek s, domisans,  dewan
pengawas dan karyawan pada
badan  uszha  milik  negara
dvaau badan uwsaha mitk
dacsrah, alay badan Xain yang
bersumber  dan

ketangan negara

13 Keputusan pemberhentian  atas
pengurduran din deerbitkan oleh
mwu yany benvenang dalivm

Basy Coion  berstatus
seoaw kepala desa. perangka
gesa, 6lau  angge@  badan
PEMUSYIARTALE Uesa

14 Surak pergajuan pangunduran did
dan @nda lerima dan pejabat
Yang herwenang ars penyerahan
Surat pengajuan pengunduran dit
dadam hal Bakal Calon barstatus
sebagal kepala desa. perangiay
desa,  alau  anggota  badan
. pEmusyssecatan desa

15  Sura perwalaan lelah dibubuty
melera don dilandatangoni oleh
Bakal Calon yang menyatskan
bawva  pengunduran  din telan
sampalkan kepada Partal Politik
Peanrta Pemiu  yang okl
pada Pemdy terakhle dalam hal
Bakal Calon Derstatos  sebagai
anggota DPR, DPRD  prowinsi,
au DPRD sabupstendkota yurg
dcalonkan  oleh  Pae  Paitik
Peserta Pamilu yang bermeds
dangan Patai Pdillk  Pesena
Fermiu yarg dvsakii pada Pemily
tenichir

18 | Kepufusan pembarhantian  afas
pangunduran dird dierbitikan cleh
pqamn yang benwenang dalam

Calon  Derstatus
sebaml Pepyeienngam  Pamiu,
paritia  pemithan  kecamalan,
pénitia pemungulan suara, paniis
penithan  luar  neged,  panitia

nenes
17 Surak keterangen dnerbkan olen
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kepala lembapa pamasyarakatan
davaau ala balal
pamasyarakatan memua tancgal
selesal Rakal Calon menjaani
masa pidananya dan Bakad Calon
gmaksd ®ah melevall jangka
wakiz 5 (Ima) tahun  setlan
selesal man@lanl pilana penara
Desgdazarkan puaisan pengadian
yang ielah memperncten kekuatan
Pwkum 1 dan bukan sebagal
paiaky jonfa yang benulang-
uang sehvgga tdak ada Sagi

secwra  teknis  dan
adminstat! dengan kememerdian
YaNg meny akan wusan
pemerntaban bdang  hukum
dan hak asasi manusa dxam hal
Bakal Calon bersatus sebaga

‘ mantan terpidana

18 Salinan putusan pengadilan yang
wiah  memperakdh  Kekualan
hikum tetap atas nama Bakal
Caion dalam hal Bakal Calon
berstanus  sebaga  mantan
terpeclana

19 Bukb pemyaiaan yang memis)
latar balakang jaf din yang
bersanghulan  setaga  mantan
terpaciana, janis Hindak pldananys,
telah diumumkan di media massa
daam hal Baka Calon berstatus
sabagal manian terpidana

A0 Sdinen pulusan pengadilan yang
el memperoldh  kekualan
mkum Ietap alas nama Baka
Calon dalam hal Bakal Calon
berstatus sebagal serpdana alay
mantzn terpdana yang
meakukan ndak pigana

. kealpaan dan tindak pidana polaik

21 Surat ketorangon dibarbekan oleh
kefaksaan  yang  meneran
batwa Bokal Caon wlane
MU mantan lerpidara  kaena
keglpsan  alay  tndek  pidana
paiik  berdaswkan  putusan
pegechian yung telah
mempercden  kekustan  hukum
tetap dalam hal Bakal Calon
berstabus sebagal wIpuans alau

22  Surat keterangan déerl sekolan
tedah menyatakan babwa Bakal
Calon yany erzanium
paxda. fofokopl § . sural
keterargan  pengganti - fecah
sama dengan Basal Calan yang
namanya tercanium peda KTP-el
davn hal Bakal Cadon memibk
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17

“pabedasn nama pack foloopl

jazah alau sural ¥ederangan
pangoant Hazah sexclah
manengah atas. madrasah alyah,
sekolah  menengah  kejuruan,
madrasah atyah kejruan. alau
sekolah lain  yang  sedersgal
oengan nama Bakal Calon yang
tergagal pada KTP-2l

24

TN U - .| SIS
25 Folpkopl mzah  ataw  surat

pada folkopl fazah ata sura)
keterangan  pengganti  gazah
merupakan Bakal Calan  yang
namavya tercanium peda KTP-¢f
dataen hal Bakal Ciovon memibki
prbadaan rama pacds fotakop!
ijazah  ata  sural  kserangan
pengeantl  fjazah  sekclan
menengah atas_ madrasah alyah,
sokofah  merengah  kejuruan
madrasah anah kepruan, atau
sekolah  lain  yang  Sedersgal
dengan nama Bakal Calon yang
KTP-gl

"Surak tenlang panyetaraan jazan

luar  negen  diterbtkan  cleh

kamantenan yang

menyelenggarakan ursan
erntahan di

Caton
menysrahkan forokopl azah atau
SUral keterangan pergpant fazah
sekolah  menengah  ates W

kelerangan  pengganti gazan
pargunan tinggy telah
menecangkan  gelar - akademik
Bakal Calon serta  diegalsas
oleh instansi yang berwenang
Dalam  hal  Baka  Calon
mencantumkarn gaiar akagemis

26
27

Bakal Calon doalonkan 1 (satu)
lembaga

Bakal Calon Oicalcokan 1 (5U)
Dagil

28

Bekal Calon dicalonkan 1 (S#u)
Peartal Poltik Peserta Pemiw.
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Lampiran 6 SE

Nomor 31 Tahun 2023

ol T "'.‘_, ’
T

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UNMUM
REPUBLIK INDONESIA
Ketua dan Anggota Badan Pangawas Pemithan Umum;
Ketua dan Angpota Badan Pergawas Pemithan Umum Pravingi Provins;
Ketua dan Anggota Badan Pergawas Pemithan Umum Kabupaten 8ot
Tim Fasditasi Pengivassan Pencalonan DPR, DPRD Provwss, dan DPRD
Kabupmen/Kola,

bowon e

SURAT EDARAN
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENCAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 435/PL.01.4-SON2023, SURAT KOMISI PEMLIHAN UMUM NOMOR

ACE/PL.01.4-SDMS2023, DAN SURAT KOMIS| PEMILIHAN UMUM NOMCR 506/PL0O1.4-

B

SOWOwv2023

Latar Belakang

Sehubungan dengan dikeluarkanya Sural KPU Namar
408PL.01.4 SO05R2022 perihal Pengajuen Kemball Bakad Calon Anggota DPRD
Pravirsl can DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Slon tananggal 17 Mei 2023
terhacap 5 (hma) Partad Politlk Peserta Pemu yaiu Partae Bureh, Fanal Kebangkian
Nusumars, Partai Garda, Parta Perindo, dan Purtal Ummat, Suat KPU Komor
406/PL.01.4.5D05/2023 perinal Pengajuen Kembali Bakal Calen Anggola DPRD
Provinsi dan DPRD KabupatlenvKota skibat kendala Silon ateu kencala lannya dan
Pans Gelombang Rakyat Indaresia (Gelora) dan Parad Persatuan Pembangunan
(PPP) tertanggal 17 Mal 2023, dan Suras KPU Nomor 503/PL,01,4-SDS2023 perhal
Pengauan Kemball Baal Calon Anggols DPRD Provins| dan DPRD KatupatenKota
akibal xendaa Silon alau kencals laimya darl Pans Kebangkilan Bangsa (PKB),
Parna Hag Nuranl Rakyat (Hanura), Paal Demoirat, dan Pantal Sollcantas Indonesia
(PSI) teranggsl 20 Mei 2023, Bawaclu, Bawasl Proansl, dan Bawssiy
Kabupaten/Kota perlu melakuksn pengawasan terhadap palaksanaan Surat KPU
dimaksud unuk memastikan j[acwa! tahapan dan prosedis pengajuan Bakal Calon
Amnggoa DPR, CPROC provns:, dan DPRO kabupatervkote diaksanakan oleh KPU,
KPU Provinsl, dan KPU KabupalenKoia sesusl dengan Ketertuan peraturan
penmdang-undangan dan mencegah aduTya polenst pelngoaran administras yang
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D. Dasar

1. Undang-Undang Nomee 7 Tahun 2017 tentang Pemilnan Umum sebagamana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tertany Penetapan
Peraturan Pemenintah Penggantl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Ferubahan als Uncang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ientang Pemiknan
Umum,

2. Peraturan Bawasls Nomor 20 Tahun 2018 tertarg Pencegahan Pelanggaran
dan Sengketa Proses Pemithan Umum.

3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tehun 2018 tentang Pargawasan Pencalonan
Feserta Pernilnian Umum Anggota Dewan Perwaklan Rakyat, Anggota Devan
Pervakian Rakyat Daerah Provinsi, don Anggota Cevean Perwakilan Rakyat
Daerah KanupatenKota.

4. Persturan Bewaslu Nomor 3 Tehwn 2022 leniang Tala Kera dan Pola
Hubungan Pergawas Pemilan Uinwim.,

5  Peraturan Bawaslu Nomoe 5 Tahun 2022 tentang  Pongarwasan
Pernyelenggarasn Pemdinan Umum,

6. Peraturan Bawasiuy Namar 7 Tanun 2022 ienlang Penanganan Temuan dan
Laporan Pefanggaran Pemilinan Umum.

7. Persluran Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peryelesaian Pelanggaman
Adrministratit Pemiihan Umom.

8. Persturan Bawasiu Neeot & Tahun 2022 tentarg Tata Cara Penyelesaian
Sengken Prozes Pemdhan Urmnum.

9, Peraturan Komisi Pemilinan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tertang Tahapan gan
Jadveal FPerelenggaraan Pemibihan Umuam,

10, Peraturan Komisi Permdihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencaloran
Anggota Dewan Pervakilan Raky, Dewan Pemakilan Rakyat Daerah Provins,
dan Dewarn Perwakidan Rakyal Desrah KabupatenKota.

E  Isi Edwan
1. Balwa Bawasu, Bawasiy Pravinsl, dan Bawasi Kabupaten'Kots melakukan
pengewasan terhatap pelaksanasnc

a,  Surat KPU Nomar 495P L, 01.4-SDN52023 untuk pengajuan daftar Bakal
Calon anggota DPRD provins: dan DPRD kabupatenkota darl Partal
Buruh, Partas Kebangkdan Nusantara, Partai Garuda. Partas Perndo, dan
Panal Umemat;

b, Surat KPL Nomaor 494P L01L4-SDOS2023 untuk pergajuan datar Sakal
Colon anggota DPRD provins: dan DPRD kabupatenikota dari Partai
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Gelombang Rakyal Indonesia  (Gelra) dan  Patai  Persatuan
Pembangunan (PPP). dan

€ Surat KPU Nomor S0P 01.4-SDOS2023 untuk pangajuan datar Bakal
Calen anggota DPRD proving dan DPRD kabupatenkota dar Partal
Kepangulan Bangsa (PKB), Partal Hall Nusanl Rekyal  (Hanu),
Partal Demckras. can Parta Solidartas indonesia (PS7),

di wilayah kera masing-masing,

Batraa terhadap ambaban pngka wiskiu pengajusn Bakal Calon anggota DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kola sebagamena tercantum calam Sural KPU
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menpakan bagian dan upaya KPU
untuk memberikan kesempatan kepada Partai Poitk Peserta Pemilz yang
terkendala  Silon, sehingga  Bawaslu, Bawasiu  Provirsi, dan  Bawasiy
KabupaienKola memasikan kesempaian weesebik dibedikan oleh KPU Prowvins:
dan KPU Kabupsten'Keta sapanjang harya diperuniukkan hagi Pariai Pokiik
Feserta Pemiu yang pada tanggal 1 sampsl dergan 14 Mel 2023 welah
mengajukan  daftar Bakal Calen amggota DPRD provinsi dan  OPRD
kabupaenikots.
Balmwa pengawasan sebagaimans dimaksud dalam angka 1 diskuken gengan
Cara
A, mamastkan KBU Provnst dan KPU KahipaterKota harya  dapat
menanma kemball pengyjuan bakal calon anggota DPRD Provirsl dan
OPRD KabupetenKols yang disampaikan oleh Patal Poltik Peserta
Pemidu dalam hal data oan cokumen bakal calon anggota DPRD Provins
dan DPRD KabupaterwKota belum lengkap disampakan meliul Silon
sepaniarg telah dilakukan pengaguan bakal cafon anggota DPRD Provinsl
dan DPRD Kabupalen/Kota pada reclang wakly pengauan bakal cakn
tanggal 1 sampai dangan 14 Mei 2023!
b, memastiken Patal Poltik Pesana Pemiu dimaksuo Sdak mengajukan:
1) penambahan Bakal Calon anggota DPRD pravins! dan anggota

OPRD kabupaen'kota:

2} pengurangan Bakal Calon anggota DPRD proviesi can anggota
DPRD kabupatenvkota. danfalau

3) pendshan Bakal Calon anggota OPRD provins! dan anggota DPRD
kKabupaten/koes,

di hmw datar Bakal Calon arggota OPRD provinst dan DPRD
kabupaten'sols yang dajukan ke KPU, KPU Provinsl, asu KPU
KabupaterVKota peda tanggel 1 sampel dengan 14 Mei 2023;

¢ melakukan koordinas: dengan KPU Provins) dan KPU Kabupaten/ata
untuk memirta dan melakukan pencocokan terhadap
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dilakukan oleh KPU, KPU Provirss, dan KPU KsbupalesyKota ¢an sengkes proses
Pemilu terhadap presadur ersebul.

Barkaltan dengan kendada Sion dalam parcelonan Angoota DPR, DPRD
provirsl, dan DPRD kabupatenkota, ketentuan Pasal 92 ayat {2) Peraturan KPU
Nomor 10 Tahun 2023 ientng Pencalonan Arguola Dewan Peowakilan Rakyal,
Deawan Perwalolan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rekyat Caerah
Kaoupaten/Kota menyatakan tahwa dalam nal terad kendale peda Slon yang
mengakibatkan terganggunya proses tahapan pencalonan peserta Pemiu angoota
DPR, DPRD proving. dan DPRD kabupateniola, pelaksaraan ahapan pencaiaran
peserta Pemiu anggota DPR. DPRD provinz, don DPRO kabupatenkots ditetapkan
oleh KPU, Suat KPU  Nomor 495PL0L4A-SDOG2023, Surat KPU  Nomor
A9WPL.UL4-SDN0SZ0E3, can Surat KPY Nomor Y00 PL0L4-SONN2023 merpakan
bagian dan lngeah KPU mengantsipasi kendala Silon atisy kendaka lennya sebage
petksanaan dan keteniuas Pasal 92 ayat (2) Paraturan KPU Nomer 10 Tabun 2023.

Balma peru ada Indekan darl Bawasl, Bawaslu Provins, dan Bewaslu
Kabupaten/Kota uetuk  melskukan pengawassn atas  pelaksanaan Sural KPU
dimaksud dan memastian ambahan wakiy yang digtapkan dalam Swrat KPU
rersebut masin sesual cengan kesemuan Pasal 247 ayat (2) UU Pemiu dmana dalar
calon anggots DPR, DPRD provirsd, dan DPRD Kabupatenf&ata digjuxan paing
lambat 9 (sembdan) bulan sebalum har pemunguian suara.

Bercasarkan hal sebageimana tersebut o amas, periu menetapkan Surat Edaran
untuk  menjadd  pecoman  bagl  Bawaslu, Bawasly  Praovinsl, dan  Bawashy
Kabupaten/Kota dalam melakukan pengavasan terhadap pelaksarsan Sural KPU
dimaksud.

Macsud gan Tupuan

Surat Edaran ni memitki maksud dan aguan wntik memberikon dasar hukum
dalam penganasan pelaksanasan Surat KPU Namar 495/PL.01.4.SDW0G2023, Surat
KPU Momeor 496/PL.01.4-5DI032023, dan Surat XPU Nomor
S05PL.0L4A-SDOS2023 agar tahapan pergajuan Bakal Calen Anggota DPR, DPRD
provirsl, dan DPRD kabupatenkota dilaksanakan oieh KPU, KPU Pravingl, dan KPU
Kabupaten/Kota sesua gengan kerenuan dalam UU Pemilu dan Peraturan KFU
Namar 10 Tabun 2023,

Ruang Lingkup

Ruang Ingkup Surat Edaran ini adakeh teknis pergawvasan pelaksanasn Surat
KPU MNomor 496/PL.014-S0052023, Sueat KPU Nomor 408FL.01.4-SD0S2023,
dan Surat KPU Nomoe S05PL.DL4-SDM52023 untuk 11 (5ebedas) Paral Politk
Peserta Pemiu yang terkendala Silon padin saat melakukan pengegoan daftar Baked
Calon anggota DPRD pravins dan anggota DPRD kabupatenikota

Dxariad W S N0 ANt heohi SARhNas vy RN Tl Ol Al Sealliog: Fedyorh 851 B5AN

138



1)  salinan dokumen fisk pengajuan daflar Bakal Celon angguls DPRD
provinst dan DPRD kabuparenfota yarg ciajkan cleh Parst Polkik
Peserta  Pemily dmaksud  kepada KPU  Provinsi  dan KPU
Kabupaten/Kota;

2} salnan lands penermaan sementara yang dberkan KPU Provinsi
dan KPU KabupatenXota kepada Partal Politk Peserta Pemilu
dimaksud; dan'alau

3)  =alnan dokumen lain yang memuat informas) mergenal;

a)  daftar Bakal Calon angpota DPRD provinsi dan arggeta DPRD
kabupaten/kota yang sudah diinput ke dalam Sikon; dan
b)  dafar Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan anggoea DPRD

Kapaienvkota yang sudah asampakan oieh Parky POtk

Peserta Pemiu dimaksud kepada KPU Proans: dan KPU

Kabupaten/Kata melalid dakumen fieik pangapan Baial Calon

anggote DPRD provinsl dan enggoa DPRD kabupatenf&ota

namun belum erdnput ke dalam Slon karens terdapal kendala,
EBalrsa dalm hal ditemukan kondizi KPU Pravirsl dan KPU KabupatenKota
telap  menenma  penambahan, pengurangan, can'atau  perdoahan  dalam
pengauan daftar Bakal Calon angoola CPRD provins dan anogota DPRD
Kkabupaien/kota di luar dokumen berdasarkan hasé pencematan sebagamena
dimeksud dalam angka 2 dan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam
angka 3 nunst c Bawasly, Bawasly Provinsl, dan Bawasu Kabupaten/Kota
membenkan saran perbaskan kepada KPU Pravirsi dan KPU KabupatenKala
zesuy dengan Peraturan Bawasic mengenal pengawssan penyelenggoraan
Pamiu,
Ealmwva dalam nal saran perbaikan sebagamann amaksied dafam angka 4 tiak
deindaklanuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupsten/Kota, Bawash, Bowasiu
Provinsl, can Bavaslu Kabupaten®ata melakikan mekanisme peranganan
pelanguaran sesual Gangan keteniian peraniran perundany-undangarn.
Balwa daam had terdapar permobonan  sangketa proses Pemilu yang
substarainga berkaltan dengan pelaksanaaan Suat KPU amaksud sehingga
menyebabkan kerugian bagl Patal Poltk Peserta Pemnily dmaksig tindak
lanjunya dlacsanakan sesusl dengan Perauran Bawssiu yang mengatur
mengeral 1ata carns penyeiesalan sengkela proses Pemil.
EBalmwa Bewask Provinsi dan Bawasu Kabupaten/Kota melaporkan hasil
pengawasan terhadap pelaksaraan Sural KPU Namor 495701, 4-SDOS2023,
Sural KPU  Nomoar A96PL.01.4-SDVDS2023, dan Surat KPU  Namer
S0G/PL.01.4-5DX05/2023 kepadn Dasashu secara berjergang.
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Kerntan Lain-Lain

1. Ealwa Bawasiu Proving dan Bawasu KabupatanKota calam Surat Edaran in
termasik juga Panmia Pengawas Pemithan Umum Frovinsi Aceh dan Panitia
Pengawas Pemilinan Kabupsen'Kola di seluruh Provinsi Aceh,

2. Balwa KPU Provinsl dan KPU KabupatenKota datam Surat Edaran Ire
ermasuk upa Koms: Indeperdden Pemidihan Provinst Aceh dan  Komiss
Indeperden Pemithan Kabupaten®ota ! seluruh Provins: Aoceh,

Hetwentuan Peralinan

Daam hal pada sast Sural Edasn v ditetapkan tardapal Surat KPU yang
menerangran mengenal Konasi yang sama dengan substanst Suat KPU Nomor
A95PL.01.4-SDXN52023, Surat KPU Nomor 496%L.01,4-S00S2023, dan Surat KPU
Namar S05/PL 01 4.S00052023 wrkadap Partal Pollik Pesana Pemily lainrya, maka
weknis dan tindak lanjul pergawasan dapal didasarkan pads isi Surat Edaran ind sena
dilaksanakan sesual dengan paraiuran perundang-undangan.

Kerntuan Penulup
Suret Edaran n mulal berisku pada tanggal dietapkan, agar menjadi perhatan
dan dipedaman sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dristapkan di Jakaeta
pada lanpgal 26 Med 2023

RAHMAT BAGJA
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Lampiran 7 SK Bawaslu Kab. Temanggung No. 320/Hk.01.01/K.Jt-27/05/2023

&I Sanfinbans

TIM FASILITAS! PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAXYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWARILAN RAXYAT DAERAH PROVNSI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIMAN UNUN KABUPATEN TEMANGGUNG

Marsriang

AWASLU

rimiea

ABUPATEN TIMANG

REPUTUSAM
BADAN FENGAWAS PEMILIKAN UNUM KASUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 320HK 04 0UNIT-27 082023
TENTANG

DAN DEWAN PEFRWAKILAN RAKYAT OAERAN KABUPATE NKOTA

a  Patwa unuk mennghatkan efekavias tuges Bawaslu datan melshukan
Penganassn pada peisksanaar Fencelonar Anggaia Dewan Ferwakios
Fakyal, Dewns Feewabtun Deerah, Dowan Parwehden Rakywt Canran
Prorensl. Dawen Pervanion Ry Qesmeh KeasupstenXots yang ferkat
dengan psalRnsan pengawasas Verfkas Adminemas Persywatas
Pengifuan Boxal Coon, Penpuswnan aun Pengurmane Daned Caus

Sansslew dan Duller Cabon Tolep dbasuhin Tm M

Tatagar Pencaonan Arggem Cwwan Perwehian Rstyst Dowss
Perwakion Doescoh, Dawan Pecwadiion Fokyat Taecsh Provnsl doy

Dowan Pomakion Robpot Duoah Kotupston¥oto,

B Bdhen Dentdlacien  panmhance HagurTune btod husd =
digandang pade menstapton Surd Mepousan lentang Tim Fasias
Fengowasan Tarapan Pescaionan Angoatas Deean Perwoclen Rakyut
Dewan Pewalian Dasrah. Dewan Pewabian Rabyal Deecsh Proving,

a0n Dewnr Pacsniklan Fakyat Dasah XatupatenKma

1 Undanglndarg Nomor 7 Tahue 2097 tertang Pemdnan  Umun
(Lerbasn Negem Sopublk wdosesia Totun 2007 Nomor 182,
Tambatatt Lembawe Negats  Nupsbw  Irdomess Nomer  5106)
sbagamena  dutah  dmngan  Pemtutan  Penenia®  Pergoam
UngangUndang Nemor 1 Tahtus 2022 tentang Porvbahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tebun 2097 smtang Pomdhas Unus (Lerbasn
Negarn Fopotil Indonese Tabwm 2022, Nomor 224, Tembehwn

Lembaran Negara Sepabis indonesa Nomor 8832

2 Pemtuan Fresiden Nomod 53 tatun 2018 temang Kedudeken Tugas
Fungs Wewenang, Crgansasl can Tots Koja Schretanat Jendend
Badan Fengowas Femwinan Umum, Seicelans Sa0an FPengawas
PRONItAN LA Provess, i SeArstanit Badun Maagasis Porishen
Ursum Kacsgeeanitons (1 1 Negars Reputsie rooness Tatun

2000 Moorwx 141,
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Menetapkean
KESATU

10.

"

Persturan Badan Fengawas Pemithan Umum Nomar 23 Tabun 2048
fertang Pangawasan Pencalonan Anggots Dewan Perwakian Rakysl,
Oewsn Panvakian Rakyat Daersh Proving,, Dowan Porwakilen Rukyat
Dasrah Kabupeton/Xota (Serta Negara Republk hdonssia Tahun 2018
Nomor 807);

Peraturan Badan Pangawas Pemdihan Umum Nomor 20 Tahun 2013
tentang Pencegehsn Pelanggaran dan Sengketa Proses Femiihan
Ui (Bearita Negara Repybilk Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
Pergturan Bedan Pengaaas Pemiihan Umum Nomor 1 Tahun 2021
lentang Crganisssi dan Tala Kerja Sekretanal Janderal Badan Pengawas
Pemiihan Umum. Sekretarfat Badan Pengawas Pemilhsn Umum
Provins, Sekretadat Badan Pengamas Pem@han Unum Kebupaten®ota,
dan Selretariat Parilia Pongawns Pamdiban Umum Kecamatan (Besita
Negara Repuilk Indonesia Tatun 2021 Nomor 4114

Peraluran Baclar Pengawss Pemdiban Umumm Nomor 3 Tahwn 2022
eriang Tale Kerja den Poss Hubusgan Pengweas Pemdhan Umum
(Berka Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 886);

Peraluran Becan Pongawas Pamithan Umume Nomor 5 Tahun 2022
Tertarg Fengawasen Pamyslanggaraan Persinan Umum (Berka Negara
Ropubik Indoreda Tahun 2022 Nomer 1071

Fersturan Badan Pargawas Pemiihan Urmum Nomor 7 Tahun 2022
Testang Penanganan Temusn dan Lapowsn Pelanggsran Pamihan
Urrum (Barita Negara Republk Indonests Twwin 2022 Nomar 1073);
Poraturan Sadan Pangamas Pemniihen Ursum Namee 0 Tahun 2022
Tentang Penyelessian Pelanggaran Admnistatl Permiithan Umum (Serita
Negers Repubik Indonssta Tabun 2022 Nomor 1074);

Pemtuian Badan Pengawss Pemlihen Umum Nomor 8 Tahun 2022
Tenang Tetw Cara Penyolosman Sengketa Froses Pemiihan Umum
(Berita Negara Reputik ndonesia Tahun 2022 Nomar 1124},

Kegutussn Kefus Badan Pengawas Pemiiban  Umum  Nomer
142/ HKK 1042023 Tenlang Penanggung Jawab den Kelus Tim Fasiitesi
Pergawasan Tahapan Pencalonan Angoots Owwsn Perwakisn Rakyat,
Dewan Pervaklan Rekysl Daersh Provinsi. dan Dewan Pevakian
Rakyat Dasrah Kabunsten Kota

MEMUTUSKAN:

o Manetapkar Tim Fasitasi Pengswasan Tehapan Pencalonan Anggata Dawan

Paewaidan Rakyst, Dewsn Perwatiisn Daemh, Dewan Perschilon Rakyaet
Dascah Proving, dant Dewen Persaklas Rakyat Ooersh KabupatenKom
estagaimans eicanium dalam lsmpirss  yong merspskan baglan ddak
lerpisahkan dan surst cepubusan im;
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<EDUA Sural keputusan im beralu sopk langgs dialspkan. dengsn ketentuan
apabda terdapat kekelrusn dikemadion har skan dadekan perbatan
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Lampiren Kepulusan Badan Pengawas Pemithan Usum
Kabupalen Temanggung

Nomoar  © 320MK 01.011K.JT-27/052023

Targgal 1 Mal 2023

Tertang Tim  Failites]  Pengawssan  Tahapan
Percafonan  Anggote Dewan  Perwekilan
Rakys Dowen Porwakian Dasvsh, Dewan
Pavaldan Rakyat Daersh Katupsaten, Dan
Dewan  Perwskllan  Rekyst  Dasrah
Kabupaten'®ola

SUSUNAN

TIM FASILITAS! PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEVIAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG
Ne Nama Jabatan Kedudukan dalam
Tim i
I | Pangasah B
1. | Erwin Nurechmani Prabewant, 3.1 | Ketua Bavash Kabupasen Pengarnn
Temanggung (Reordingior)
2 | Sem Fery Bashai, SPAIPd | Anggota Bewsslu Katupsien | Pengarah
Temanggung
3. | Amn Styono, 5.4 Anggola Bamask Ketupsten | Pengarah
Termanggung
4. | Murti Anggono, S Hut Angaots Bawasta Kebugsten | Pengarah
Tamanggung
5. | waarie Uttah. ANa ANggots Bawasi Kabupaten | Pangaran
Temanggung
3 | Ponanggung Jawsb e
ES M&A-gm. 8.Ht | Anggota Bewnslu Kabupaten I;mmcm Jawab
Temanggueg | Ex 0o}
It | Sekretaris Pengarsh :
6. | Marsix Sulistyaningrum, 5.PLMP | Koardnator Sekretarint Selvetaris Pergorah |
e :
7. | Marsix Suistyaningrum, 8.PLMPd | Koordinator Sekretarist | Ketua
Ex Officio)
V | Sekmetaris :
8. | AdiFsiesl Az, SH Staf Bawas Kabepssen Sekmiae
Tamanggung
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Anggun Sinta Dewl. S H

4 | Anggit Nur Fitrawan. S Pd Stat Sawasu Kadupsten

n.

Yusana Pambaruni, S Kom

12

Komar. S E
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Lampiran 8 SK Bawaslu Kab. Temanggung No. 557/HK.01.01/K.JT-27/08/2023

¥ BAWASLU

NABanrnass

KABUPATE

TIM FASILITAS| FENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWANILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,

. "lu“- anus

TENANGGUNG

BADAN PENGAWAS PEMILINAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : SSTHI01.01/K.ST- 2782022
TENTANOD

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENWOTA

KETUA BADAN PENGAWNAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGOUNG

Menimbung

Batwa unlsh mennighathun efeblivtas fupes Sewasiy delam retekui
pangawanen pade pelehascaan Penceloran Anggots Dewan Parwebdan
Robyot Dewan Perwehilen Dosigh, Doway Peswaidon Roabyal Duersh
Prowes, Dewan Perwebden Rabyst Cocvah Mabupeten®ole yary tede
dotgan pelshsanann ponpewasen Venlhas Admrnatrasl Porsyaralan
Pergajean Bohal Calun, Penjuscnsn den Pergumesen Defle Calon
Sementrn dan Dol Cakn Tetsp diduulban Tim Perge
Tahapen Pencaknan Asggoie Dewan Perwarilen  Rabget.  Dewan
Porvaivlon Dosrah, Dowan Perwekian Rokyat Doeroh Provinsl, dan
Dewan Parnaban Rakyet Deernh Kabupaenitot,

Babwe bardasackan gerimbangan scbogoimasa dmeksod hund B
dpandang penu menstopkan Sutat Kegutusan tentanp Tim Fasikas
Pergowasan Tohacon Pascolinan Aaggota Dewon Perwakian Rakyot,
Dewan Persnbion Doaerah, Dewen Peewakian Rakyst Doemh Provns,
dan Dewan Perwabiien Rokyst Doerats Katupalen¥ola

Undang Undang Nomar 7 Terun 2017 sntang Pemiéban Umam
(Lomboren Negora Regubdh ndoresin  Tohun 2017 Nomer 182,
Tamtehan Lembamn hNegare Repubdh Indoneso Nomor 6106
sebogamara Aubah dergan Urdang Undang Nomor 7 Tahun 2023
wraang Fenstapen Pomatumn Pamenniah Perggem  Undang Undang
Nomoe | Tebue 2022 Tomang Porubaan Azas Lindasg-LUncang Nomer 7
Tahan 2017 Tectang Pomvbhan Umem Menjosl  Undangliedang
{Lemboran Negara Rejubii Indonesia Tatun 2023 Nomor 54 Tamtohan
werbamn Hegare Reputds Indonama Nomer 6063

Possturan Prasdon Nomaor Gl tabun 2048 fentang Keducusan Tugam,
Fungs:. Wawenang Orgenasst dan Tata Xena Seeretanst Jerviensd
Dadan Penpavas Pamiiban Umum, Gokwiasal Bosan Pénpawos
Pemibun Umusn Provnsl den Sekretarist Sadaen Pengaeas FPemidhan
Uman Kotupalon¥ots [Lomdarsn Negaa Sopubik Indonesl Tahuo
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Menatapkan
KESATU

10

11

2018 Nomor 141);

Feratwan Hadan Pangmass Pamilban Umum Nomar 20 Tshun 2018
teodarg Percagahan Pelanggaan dan Sengkets Proses Pemiiban
Umum {Serila Negara Republk Indonesia Tohun 2018 Nomor 6a),
Feratwran Sadan Fengarams Pemithan Umum Nomor 1 Tabun 2021
1eaang Organisasi dan Tala Kera Sekretanst Jenders| Badsn Pengawas
Pemiihan  Umum, Seckretariet Badan Pengawas Pemithan Umum
Provins, Sekrelana! Badan Pengawas Perndihan Umum KabupstenKols,
dan Sekretaniat Paslia Pengawas Pemifinan Umum Kecamatun (Berita
Negara Repubbk Indonesa Tanun 2021 Nomor 411);

Peraluran Badan Pengewas Pemilhan Umum Nomor 3 Tahun 2022
toctarg Tala Kede den Pola Hubungan Pengawas Pemifhan Umum
(Barita Nogara Rapublik indonesis Tabun 2022 Nomeor 889);

Peratrsn Baden Pengensas Pemiihan Umum Nomor § Takun 2022
Tentang Pengawasan Penyelenggaman Pemithan Umum (Berita Negara
Republik Inconesia Talun 2022 Nomar 1071)

Peraturen Baden Pengewss Pemiitan Umum Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Penangaran Temuan dan Laporan Pofanggaran Pemilihan
Umum (Berlta Negans Republlt inconesla Tahun 2022 Nemor 1073),
Peraluran Badan Pengawas Pemidinan Umum Nomer 8 Tahun 2022
Tentang Penyziesalan Pelanggaran Administratf Pemihan Umum (Berta
Negars Raputiik Incdanesis Tahun 2022 Nomer 1074);

Pacaturan Badasn Pengawas Pemilinan Umum Nomes 9 Takun 2002
Tentong Tada Covs Penyslessian Sengketa Proses Pemifhan Umum
(Bevita Negara Repubiik indonesia Tahun 2022 Nomer 1124),

Peraluran Badan Pengswas Pemihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tenlang Pengasassn Pencalonan Anggots Dewan Parwaskian Rakyst,
Dewsn Perssvlan Rskyst Dastah Provinsi Dan Dewan Perwaklan
Rekyst Daarsh Kebupaaniola (Bedia Negara Rapubiik indcnesa Tahun
2023 Nomer 571}

Koputusan Kewe Began Pengawas Femiihan Umum  Nomor
142K 1/04/2023 Tenlang Penangpun) Jaweb dan Ketua Tim Fasiitasi
Paengawasan Tahapan Pencalonan Anggola Dewan Penwaldian Rakyat,
Dewsn Perwakian Rakyat Dsersh Provingl, dan Dewss Pawaklan
Rakyst Deersh KsbupateniCols,

MEMUTUSKAN:

. Menctapken Tim Fasillasl Fengawasan Tahapan Pencaleran Anggota Deaan

Perwaldan Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah, Dewwn Perwaikian Rakrn
Daersh Prownsi, can Dewan Perwakilan Ratys! Daerah Kabupatenota
sebagamana iercantum dalam lampiran yang meruspaken bagan fidak
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KEDUA

KETIGA

serpsahkan dan surgl Kapulusan i,

Fads saal Keputuesn i berdaku, Kepulusan Sodan Pengawss Pemilban
Umum  Kabupaten Temanggung Nomor  320HK 091.01K. JT-27/052023
MTmFMﬁFwTMPmAmm
Perwakilan Rakyat. Dewan Perwstilan Daerah, Dewan Parwakiisn Rakyat
Cawran Provies, dan Oewan Perwakilan Rakyat Deerah KabupatenKota
cicabut dan dnyaakan dak bertaky

Suret kepstusan ni beralu sepk langge dietapkan, dengan ketertuan
apebils terdmpat kekelruan dikemodian han sken dadakan perbakan
sehagamans mestinya.

Dxistapkan o Temargguryg
Pada tanggal s

148



Lampiran Kaputusan Badan Fengswss Pamilisan Umum

Kabupaian Temanggung
Nomoe
Tanggal 21 Agusius 2023
Tentang - Tim  Fasdkas!

 SSTAFLO1.0MKIT-270ei2022

Pergawasan  Tahapen

Fencacnan Angocla Dewan Perwaslan
Rakysd Dewan Perwskian Csarah, Dewan
Perwskimn Rakyal Desrah Kabupsten, Dan

Dowan  Perwatlan
Kabupalea®eta

Rakyat  Daerah

T FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN, DAN DEVWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN'KOTA

BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG
No Nema Jabatan | Kedudukan dalam |
! L =
| | Pengsrah ) )
1. | Rool Nefriysdi, S.Pd Ketus Buwos biq:l‘lm Pengamh
z Temanggung (Koordnaion
2. | Mara Urah, AMd.SH Angoots Bawash Kebupeten | Pengassh =~ |
. Teranggung
3. | Wy Nur Afyanto, A W Angoots Bawask Ksoupsten | Pergamh |
Tamanggung
4. | Sumsmih,SPal Ancgots BawssuKsbupsten | Pergamh
Temanggung
8. | M. Nasthudn, S2d.1 Angoota Bawasi Kebupatan | Pergassh
Temenggung
n | Penanggung Jswsd
1. | Wt N Adtyanto, Ad Anggota Bawash Kebupaten | Penanggung davab
Temanggung (Ex Omcio)
I | Sekretsris Pengarah
¢. | Mamix Sulstysningrum, S.PLM.Pd | Kocrdinator Sekreterat Sekretarts Pengarah
W | Ketua
7. | Maaux Sulstyuniegrum, S.PLMPY | Kocrdinsser Sekretansd Kabaw
Ex Oficio)
V | Sekretaris
Adi Faisal Azie, SH Staf Bawaslu Kabupaten Sekretaris
Temanggung
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Lampiran 9 Imbauan KPU perihal Pengajuan Calon

53%‘4@&%

: Jolan Diponegore No 28 Yamanggurg
: pmumm
Muu 4 hnmmn
Emal s osttemargiurgBbasadu ga
Nomae L 287PN (2 02 I T ST W2023 Temasgpang, 18 Apal 2023
Lampivan (-
Ferha ‘HIMBAUAN
Kepsds Yo
KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG
&

TEMANGGUNG

A, Dasar Hukum

1. Usdang-Undeng Nemor 7 Tatun 2017 tentany Feminan Umum (Leevdaran
Nagara Regublk Indonesia Tahun 2017 Nomer 162, Tambshen Lembaran Negarm
Republk Indonssta Nomor 6108) sebegsimana dubah dengan Parstursn
Pameriniah Panagantl UndangUndang Nomor 1 Tatun 2022 fentang Perutahan
Ams Urcang-Undang Nomes 7 Tahun 2017 tentang Pamiihan Urum (Lembaran
Nogara Rapubik Indonesis Tahen 2022 Nemor 224, Tameahan Lambaran Negam
Regetsbk Indonesia Nomor 8832

2 Pecaturan Sadan Pengawae Pemiihan Unum Nomer 23 Tafun 2013 tenlang
Pangawasan Pencakonan Peserda Pamithan Umum Anggots Dewan Parwakian
Rakyat, Angools Dewan Paerwalk lan Racyat Desrah Provinal, Dan Anggots Dewan
Pacwakisn Rakyat Dmersh Kesupsterd¥om (Berta Negara Repubik Indenasia
Tahus 2015 Nosor 907);

3. Porsture Badas Pengawas Pemiban Umum Nosvar & Tshun 2022 Taatang
Pangawsaan Penyelenggomsan  Pamiihas  Usum  (Borda  Negara  Regublh
drdonesia Tatun 2022 Nomer 1071)

4. Poraturan Komdsi Pemiihan Umum Nomos 3 Tahun 2022 senlang Tahapan dan
Jodwal Famekenggaraan Femiban Umum (Beia Negsra Repulik ndonesis
Teln 2022 Nomor 574)

5. Pomtwan Komisi Pemiihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tantang Pencaonan
Anggetn Dewan Parwskian Rekystl Dewan Parwakian Ravyst Dasrsh Proving
Dun Dewsn Pecwskisn Rakyrl Dasrah Kabupaten®ola (Berta Negera Republi
Indonesa Tahun 2023 Nomor 348),

B, HIMBALAN
Dalam rangka pelaksanaan Pengumuman Pengsuan Bekal Calon pads 1ahapan
Pancalonan Peeerts Pemiihan Unum Anggots Dewan Permaiilan Rakyat, Anpoots

@ Dipindal dengan CamScannar

151



Dowan Perwaoian Rakyst Dasrah Provns, Dan Anggots Dewsn Pacentilsn Rekgat
Dasah KatupatenKots dinuls pads langgal 28 Apl 2023 5.4 30 Aped 2023 can
polsksarpan Pengijuan Bakal Calon dmuls pada tanggal 1 Moi 2023 sd 14 Nei
2023, Gowesly Ksbupaten Temanggung memumpsksn himbausn kepeds KPU
Kabspatan Temanggung, sebagai dericut:

1 Momouti ketenten pads Pasal 26 sd €0 Peraturan Koeisi Pemiian Umum
Nomaor 10 Tahun 2023 tenlarg Pencaonan Anggosa Dewan Perwubilon Rakyst,
Cewnn Perwaklien Rakyst Daecah Pravasi, Dan Dewan Perwaiilen Rakyat Dacrah
Kebuzaten/Kota,

2 Memzsikan pelugas panenma dokumen melskukan pemaskesan kelogkspsn
dokumen dan kolorpenuhen syarsl pesgajusn bekal calon bewers secana
profesional,

3 Memaesthon pougas pemarima dokumen mesell  pamwenuhan persyaratan
pengaion bekal calon sesus cengan kalentusn yasg berlaku

4. Delam hal pelaisanaan Shapan Fancaloran Peserts Pemihan Umum Arggotn
Dewan Perwniilen Rakyat, Angoota Dawsn Parwakian Rakyat Daerah Provins,
Dan Angoots Dewan Perwaklan Rakyat Osorah Kabupaton/Kota, KPU Kabupaten
Tomasggung belerts jsaren agar depet mengoptimalkan komundos dengan
Bawoslu Kabupaien Terunggung sesus dengan Sogkatannya

Comklan Wmbeoan ini dsampailan ses perhatien dun ke sasenya ducapkan

e keain,

EADAN PENGAWAS FEMILIHAN UNMUM

Dipindal dengan CamScannar
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Lampiran 10 Imbauan Partai Politik perihal Pengajuan Bakal Calon

3!%..%_.%

(CZE3M4561337
Wbm s NTRNENQoLNG Diwasiy 40 10
Emad wot tamangurgEteveni oo
Nomer 332/PV 02 02K JT-27105/2023 Temanggueq, 04 Mes 2023
Lampran | (saty) Lembar
Petihst Imbauan
Kepada ih .

Jelan Dpcoegon Mo 28 Temargoung

KETUA PARTAI POUITIK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG

JEMANGOUNG

A. DASAR HUKUM

1

2

UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tantang Pemiihan Umum (Lembarsn Negara
Repubilk Indoresia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repubbk
Indonesia Nemor $109) sebagaimans deban cangan Pecsturan Pemennish Pengoant
Undang Urdang Nomaor | Tahun 2022 tentang Parubahan Atas Undang-Lingang Nomor 7
Tabhus 2017 tertang Pemiihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2022
Nomor 224, Tambakan Lembamn Mages Repobic Indonesn Nomor 882).

Peraturan Badon Pengawas Perndihan Umum Nomar 23 Tahun 2018 jarmtang Pengawese
Pencalonan Peserta Pemdhan Umum Anggota Dewan Ferwakian Rakya, Anggols Dewsr
Perwakilan Rakyat Daerah Proveis. Den Anggota Dewsn Perwsblian Rakyal Daersh
rabuosien®ols (Beris Negars Repubiis indonesia Tahun 2018 Nomar 507,

Peraturan Badan Pengawas Femithan Limum Nomor 20 Tahun 2018 terang Penceguhan
Peianggaran dan Sengketa Proses Pemfinan Umum (Senta Necara Republk Indoness
Tabun 2018 Nomar B&3),

Paraturan Badsn Pangawss Peeniihan Urmum Nomor § Tebun 2022 terlang Pengawasan
Penysiergparsan Pemiiban Umumn: (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2022 Nomey
1071y,

. Perawuran Komsl Pemilingn Umum Nemee 3 Tawn 2022 tertang Tohapan dan Jadwal

Panysienggarsen Pemiihan Umum (Senta Negara Repedik Indonesia Tehun 2022 Nomor
574),

- Peraturan Komsi Pemiihan Umum Nomoee 10 Tabun 2023 testang Pencalonan Anggota

Dawan Parwahllan Rakys! Dewan Peowskisn Rakys! Caeah Provinsi Den Dewan
Perwnkilan Rakyst Dasrah Kabupaten'fote (Banta Negars Republit Indaness Tahun 2023
Nomor 348)

B. IMBAUAN

Dakim ranghs mekskulen pencegatian dan penindakan tettadap pelanggamn pamily dan

sengheta proses Pemiu, Bawssu Kabupalen Temanggung, menyampatkan imbaian dapsds
Purtai Politih Pesorta Pamiu Tahun 2024 Kabupatan Temangpang. uniuk

Mematuhi Program dan Jsdws' Kegistan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyst, Dewar Parsalilan Rakyal Dearah Provinsi, Dan Dewan Perwskilan Rakyst
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Daereh Kabupalen/Kota sesua dengan Lampiran | Peraturan Komisl Pemillen Usum
Romer 40 Tahun 2023, muls hari Senin, tanpgal 1 Mei 2023 sd. has Minggu, tanggal 14
aei 2023,

2. Mamatuhi kelen!uan Pass 240 ayat (1) dan ayat (2) Undeng-Uedang Nomor 7 Tehun 2017
wentang Perndihan Umum,

3. Mematuhi Ketentusn Pasal 11 ayal [1) dan ayst (2) Peraturan Komisl Pernifiban Umum
Nomor 10 Tehun 2023 lentang Pencalonan Anggota Dewan Perwaldan Rakyat. Dewan
Perwakilan  Rakyat Daecoh Prownsi, Dan Dewan Pewalien Rakyat Daersh
Kabupaten/<ola sebagal benkut:

(1) Persyarslan admisistrasi Bakal Calon setagatmana dimaksud dalam Pesal 7 ayat (2)
huns b menpskan wargs nagss Indonesis dan harus memenuhi persyacatan:

LY

fobah Derumur 21 (dus puiuh saby) tahun atsu lebih;

b. beriskwa kepada Tuhan Yang Mahe Esa;

T
d.
e

h
i
J.
k

bertempat tnggal ¢ wiayah Negara Kesaluan Repuliik inccnesa;

dapsi barbicars, membaca, daniatay menclis dalam bahasa Indonesis;
berpendidian paing rendsh famet sekolah menengsh atss, madrassh skyah,
sekclah menengan ksjuruan, madrassh aliysh kejurusn, atau sskaah lain yang
sederajet,

selia kepada Pancasia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahan
1045, Negss Kesatusn Republi Indonesia, dan Bhirneka Tunggal Ika;

. $dok pernah sebogal terpidana berdaserkan puluaen pergedien yang lelsh

memperolen keKustan hukum telap kamens melskuksn Endsk piders yang disncam
dengan picana penjesa 5 (Ima) takhun atay lebih, Xecuali terhadan 12rpidana yang
ristakukan lindak pidana keslpaan dan findak pidans poitik dalam pangedian susty
persuatan yang dinyalekan sabagal tindsk pidana dsiam hukum possf hanya
karena pelskunya mempunyal pandangan poltk yang berbada dergen razim yang
sedang berkuasa, begd mantan terpicans, tefah melewali jangka wekty 5 (lima)
tshun satelah menlan eepidana selesai menjaani pidana penjara berdasarkan
petusan pangadiian yang telah mempesolen kekuatan hohum tetap dan secanm jujur
dau terbuka mengumumken mengensl lalar belakang 86 divinys sebsgal mantan
terpidans, dan bukan ssbagal peaky kejehaten yang besulang ulang;

sehal jesmani, rohani, don bebas dari penyalahguraan narkotika;

terdatiar sebagal pamih;

bersedia bekara penuh wakiuy,

mengundurkan din sebagal kepels daersh. weki kepala dsersh, aperatur sipil
negara, praum Temtars Nasicaal Indonesin. anggota Kepclisian Negara Ropublic
Indoresia, diroksl komisars, dewan pengawas dan karyawsn peda badan ussha
mitk nagan danvaley baden ussha milik desrah, slau badan lain yang snggarsnnya
bessumber dael kevangan negaa, yang dinyalakan dengen sual perguedusan dirl
yang fisk capat dicark keenbal,

bersecdia untuk Sdak derprakiic sebagsl skuntan publk, advakat, nctans, pembat
pembuat akta tanah, atau fidak melakukan peierjesn peryedis bemang den jasa
yeng berhubungan dengan kewangan negara serfa pekerjaan lain yung depat
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menimbulkan korflik keperdngan dengan hagss, wewanang, can hak s=bags
anggota OFR, DPRD provinsl. dan DPRD tabupsienkols sssusi cengan ketentuan
PRORRITSRN PRMUNGSNG UNngar,

m. bergadia untuk tidok merangkop jabatan sebagei pejabed negers Miwiys, direts,
komsans, dewan pengawes dendalau kenyswan pada Dedan usshy millk negars,
danfatay Dedan usehs miik daerah, sena bacan lein yang anggarannya dersumber
dari kausngan negara;

n. menjad anggoa Fartsi Pelitik Pesena Pamiky;

o, dicalonican hanya di 1 (saiu) lemsaca parwskian; dan

p. dicalonksn hanys di 9 (setu) Dapil

(2) Selain persyaratan sebagsimana dmekeud pacds syst (1), Bakal Calon huorus
mamanuhi parsysestan:

& dicalonkan hasya sheh 1 (saiu) Pardal Politic Peserts Pemiy;

L. mengundurkan diel ssbagal kepala desa, perangkat desa, alau enggota badan
permusyswaralan desa yang dinyatakan dengen swal pengunduran diri yang Sdak
dapat citarik kamba;

¢ mengundurkan d! sebasal anggota Partal Poltik Pesera Pemiu yang diwakii
pada Pemits torakhir dafam hal berstatus sebagsi anggole DPR, DPRD praviasl
atau DPRD ksbupaterviots yang dicalorikan oish Pata Poltik Peserta Pemiu yang
berbeda dengan parial palitik yang diwekill pada Pemiu ferakhis dan

d. mangundurkan dif scbage Pecyalangoars Pemdy, penilia pemian kecamatsn,
panitia pemungutan suers, panita peallinan Lar negar, peniis pangawas Pemiu
kecamatan, panka pengawss Pemi ksiushanidess, dan panka pengawas
Pamniu luer negeri.

4. Meamstuhi Ketentusn Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komist Femibhan Umum Noeor 10
Tahun 2023 santang Pancalonan Arggeta Desan Perwakian Rakyal, Dewen Perwakilan
Rakyal Casrah Provinsi Dan Dewan Parvakilan Rakyal Dasrah Kabupmen/ota sehagal
beicut:

(1) Dckumen parsyarstan adminstmei Bekel Calon sebagamans dimakaud dainen Posal

11 syt [1) dan ayat (2) meliputi;

a KTP«,

b surat pamyatean Bakal Calon menggunakan ‘ormulr MODEL BB PERNYATAAN
yang dbubchl metersl dan dlandstargan oleh Bekal Calon, yang menyatakan
bafwa:

1. bertakwa kepada Tuban Yarg Maha Esa;

Z dapat berbicara, membaca, dan'atay manulie dalam bahase Indonesia,

3. eefa kepada Pancasla, Undang-Undang Dasar Negsre Republic Indonesia
Tahun 1848, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tungge! tka,

4. Lbersedis untuk bekega penuh wokty apabie teiplih meniad anggota DFR,
DPRO peowinst atau DPRD kabupatenkots;

8. bersedis hanya desfonkan oleh 1 (sahy) Parsl Poillix Peserta Pemily untuk 1
(salu) lambage parwakiian & 1 {satu) Dapl;
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10.

1.

12.

13,
14

menguadukan dil dan Sdsk dape! ditscik kembali bogl Baksl Calon yang

berstats sehage

a) kepala dacrzh, wakil kopala decran, aparatur skl negara, prajuft Tentars
Nasionsl Indoresia. angoots Kepolian Nagern Repubik Indonesie, direksi
komisars, dewan pangawas den karysean pade baden usaha mik negara
danatau badan usaha mik dasmh, sty tadan Win yeng anggarannya
barsumber dan kewargan negars: slau

b) kapala cesn, prrangkat dass, atau angdols basan pamusyawaratan desa;

mengundurkan ¢iri bagl Bakal Calon yang berssalus sebagal:

&) anggota Partal Poitik Peserta Pemilu ysng draskill psda Pamiu ferakhir
dalam hal barstadus sebagat anggota DPR, DPRD provingi, asau OFRD
kahupatankots yang cicalonkan oeh Patal Poltk Pasena Pemily yang
berbeds dergan partai politi yang dwakik pada Pemilu lerokhly; atau

b) Ponyslonggara Pemiu, pantin pemilihan kecametan, panitia pemunguien
suara, pania pamibhan luar neged, panisa pargawas Pamils kecsmatan,
panita pengawes Pemilu kelurahantesa, dan panilia pengawss Permity lusr
nagert

bersadia untuk Scak berprakiic sebagsi akuntan publis, sdvokst, nolsns,

pejabat pembuat Gkta tanah atau melakukan pekerdsan panyedia barang dan

jaga yeng berhubungan dengan keusngan negar sedla pokeraan &in yang

dapat mecimbulkan konfik kepertingan dengan tugas, wewenang, dsn haik

sobaga angpola DPR, DFRD provinsi dan DPRD kabuoatenkola sesudg
dangan kelenlusn pecaburan peundsng-unsdangen

bemadia untuk fidak rerangkap jabatan sebags pejabat nogora kincya,
direksi, komiseris, dowan pangawsn dan kenyason peda Sedan Usahs Mk
Negara danfafav Badan Usaha Mitk Daoralt, seda bedan lain yang
ANGORRNN Ya barsumber dari keusng an negars,

lidax pernsh dipdasa penjara berdasarkan pulusan pengadian yang telah
mempercleh kefosrten hukam tetap karens melakukan {ndek pidans yang
diancam dengsn pidena peniara § Ema) tahu stay leb;

mantan {empidana telah melewati jangka walktu 5 (Ima} tahun setalah selesal
menalanl pidana penjara berdasarkan putusan pangadian yang telsh
meenpesoieh kekustsn hukum beten teridlung sejak tanggal sslessd menlakani
mass pidananys selingga tidak mempunyal hubungan secara feknis dan
odmnctrot!  dengsn kementesan  yang  mMeayelonooarskan  urusen
pemerdnlahan di biderng hukum dan hak ssssi manusis, dan terfitung =ampai
dengan Hari terakhlr masa pangajuan Bakal Calon;

tarphlana slsu mancan terpdana yung melakukan tihdak pdana wealpaan dan
Sndak prdana poktik;

martan terpidana bukan sebaga pelaku kejghatan yang berulang-ulang, dan
data dsn dokumen yang telsh dinput dan dunggah melakii Silon yaitu benar
dan lengkap sesusi dengan pecatursn pesupdang undangan:
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C folokopé f@zah stav surat helerargan penggant (azan sakolsh menesagah atne
madrasah alyah, selolah menangah kejruen madeasah aliyah hejuruan, atau
sekolah lwn yang sedecnjnt yong diegalaam deh Instane: yang beraenang;

. surel keterangan sehat jaamani dan rohani deri pusert kesehatan masyerskat atau
umah 33kl pemevintah yeng memenut syarst dan sural kKelemingan Debas
pery#shguissn nackotita dar pusal kesehatan masyarakal yarg memenuh
syarat. rumah sakR pemenntah yang memrenud syarat, atau badan yang
melaksanakan lugas pamaviniohan o didang pencegahan, pemberartassn
penyslahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pskotropika, prebursor, dan bahon
adict! lannya A tingkst provingi stau ksbupaten/ots.

€ tands bukdi lefah terdaftar sebagal pemith: dan

f  kanutanda anggota Partsl Polilik Pesarts Perii

Domsisan imbeuan inl disampaetkan slas pernatannya Gucapkan Werma xasih

a ~
1 Ketua Bawashy Proving Jawa Tengah (sebage: laporan)
2 —Alsp—
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Lampiran Surat

Nomor : 332PM.02.02/K JT-27/05/2023
Pedhal | Imbsuan

Tanggel ; 04 Mel 2023

Partsi Kabangkian Bangsa (PKB)

Partal Gerakan Indonesia Raya (Berind's)

Parts Demckrasi Indonssia Perduangan (PDIP)

Partat Goller (Golkar)

Partat Nasdam (NasDem)

Partal Gelombang Rekyst indonesis (Gelora Indanesia)
Partsi Keadian Selahars (PXS)

Pardsi Kebangktan Nusamara (PXN)

Partei Hali Nuranl Rakyat (Hanura)

. Paclal Garda Perubahan Indonesis) (Garuda)
. Partal Amanat Nasonal (FAN)

. Parlai Demoioet

. Parlsi Sclidartas indonesih (PSI)

14

PERINDO (Parssluan Indonesis)

15. Parisi Persatuan Pemangunan {(PFR)
16, Pana Ummat
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Lampiran 11 Imbauan KPU Perihal Vermin

nam

Slkm Jaleet Dgonegono 28 Temanggung

EMI

Nomor

(0293)431337
- hapsinam bawasiu oo id
m.mm.uu.poh

J0EPM 020K JT- 272023 Tamanggung, 2¢ Mal 2023

Lsmpian -

Periha

(MBAUAN

Kepaoa Y,
KETUA KOMISI PEMILIMAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

IEMANGQUNG
A. DASAR HUKUM

o

1

Undang-Uadang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum (Lembaran
Negara Repubii Indonesis Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembacan Nognra
Reputik Indonests Nomor 6109) sebogaimans  diubah dengan  Peraturan
Pamanrisah Penggant| UndangUndeng Nomor 1 Tehun 2022 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Normor 7 Tahun 2017 tentang Pemiihen Umum (Lembaran
Negara Republik indonesis Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lemtaran
Negata Reoutsk Indanesia Nomor 8832),
Nmmmpem.nmmmmtmnzmem
Pencegatian Pelanggaren dan Sengketa Proses Pamishan Umum (Berta Negara
Rapublik indonesia Tahun 2018 Namor 859);

Peraluran Badan Pengawas Pemilinan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tartang
Pangawisan Pencalonan Pesarta Pemdihan Umum Anpgota Dawan Perwakdan
Rakyat, Anggeta Dewan Perwakilan Rakyat Daorah Provinsi, Dan Anggota Dewen
Perwakian Rakys! Daerah Kabupaten'ota (Berita Nagass Repubik Indonesis
Tahun 2018 Nornar 8077,
meﬂmmmmnmNWSTammzsz
Pengawasan Penyglarggarsan Pemithan Umum  (Berta Negara Republi
Indonesa Tanun 2022 Nomrar 1071),

Peraturan Komisi Pemilinan Umum Nomor 3 Tahun 2022 1entang Tahegan dan
Jadwal Penyeienggarman Pemilihan Umum (Berits Negara Rapublik Indonesis
Tahun 2022 Nomor 574).

Peraturan Komisi Pemithan Umum Nomo: 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakian Rakyat, Dewan Perwakilen Rakyat Dascan Proving,
Dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah Ksbupaten/Kota (Berta Negars Repubik
Indonasia Tahun 2023 Nomor 348),
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7 Keputusan Komisi Pemilihan Lmum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman
Teknis Vanfikas Adminisiras: Dokunen Persyaratan Bakal Caion Argpota Dewan
mmmmmmmuyamm.m
Perwakian Rakyat Daerah Kabupalen/Kota;

8 Surat Edaran Badan Pengawas Pemiks Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunuk
Palaksanaan Pangawssan Verifikasi Adwinistrasi Dokumen Persyratan Bakal
cmammomnmmmnmcmmnm
Porwakilan Rekyat, Baksi Calon Anggota Dewsn Parwakilan Rakyst Daerah
Proving. Dan Bakal Cafon Anggota Dewan Perwakinn Rakys! Daersh
KabupatenKota

IMBAUAN

mmwamnmmmmumm

MMManmeemMMUMNmDmn

Perwakilan Rakyar. Angotas Dewan Porwakian Rakyat Daarah Provins, Dan Anggota

Dewan Parwahilan Rakyat Dasrah Kabupaten®oia dimulai pada targgal 15 Me: 2023

8.0 23 Juni 2023, Bawask Ksbupaten Temanggung menyampalken imbavan kepads

KPU Kabupatan Temanggung, sebagal berkut

1. Melskukan verifikasi administrasi dengan bantuan Silon tehadap dokumen
parsyanatan soministras Bakal Calon yang sislus sengajuannya diledma, untuk
maneltl  kebensran cokumen persysisten agministrasl Seka Calon  dan
kegandaan pencaloran,

2 Memastikan bakal calon tdak dicsionkan lebih dan satu Lemdaga Perwakilan,
Daps, danfatay Partai Poltk Peserta Pamiy

3. Dapatl melakukan ldmmm-aywmmmnmmn
hasil klarifikas! dalam Derile acars jike mancapatkan kersguan témadap dokumen
persyaratan administas Bakal Calon

4 Menuangkan hast venfikasl adminiskesi dohumen persyaratan Bakal Calon
satalah menystakan hasil vanfieass memenuh syarst ataupun belum memanunl
syarat senta manyanpaian kepada Pacte Politik sngkst Kabupaien Temanggung
dan Bawasiy Kabupsten Temanggung,

5 Wm%lﬂndokummwmn&wcmnamm
sdministras: dokumen persyaratan Bakal Calon yang dinysiakan selum mamenuh
syaral can menyampaikan informasi kepsds parisl poitik lngkat Kabupsten
Temanggung,

5 WWakiy pengajuan perbakan dilsksanakan mulai pukis 08 0 sampai dengan pukul
1600 wakiu selempal, kecuat han terakhy masa pengsuan perbakan
dilaksanakan mulal pukid 08 00 sampa dengan pukul 21 53 wakiu satempal. dan
dilararg menanma perbaikan dokumen persysestan Bakal Cabon apabile talah
melewal balas wakiy pengajusn perbaikan,
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7. Meakukan verfikasl administrasi patiakan muls 10 Juli 2023 sd € Agustus
2023 secata mutsts mulandm  lerhadep ketentusn  mengenal  verifas
pdminstras)  perbalkan dokumen persyaratan Baka  Calon den  dokumen
persysratn sdministrasi Bakal Caion kemball denistau Bakal Calon penggenti
sena menuengkan hasiltys ke daiam berta acara hasil verfikas scminstas
pertaikan dokumen persyaratan Baka Calon

B Menyusun nasd akhir venlias adminsies dokumen dersyarstan Baksi Calon
dan menuangkan ke Galam daiam betta acara hasil akhir venfikas acminstas
dokuman persyaraian Bakal Celon. sertn manyampaikariys kapads Potal Pofiti
engkat Ksbupsten Temanggung dan Bawasly Kabupaten Temanggung.

8 Menyusun rancangan Daftar Calon Sementara (OCS) berdasarkan benta acars
hisst alkhr Verifisas: Administrosi dokumen persyarstst Bakal Caicn;

10 Memacsimaian penyampaiar nformssl bedaitan dengan tahapsn verifiasi
acministrasl dan verifikasl adminislras Derbaikan Cokumen persyaratan Daksl
calon kepeda Parta Politik Pasents Pemilu tnghat Kabupaten Tamanggung;

11 Meskspnakan tanapan venflas sdminsiras dan verfikas adminatras perbaican
dokumen persyaralan beval calon anggota OPRD Kabupsten Temanggung sesua
dangan ketentuan Peraturen Komisl Pemilhsn Umum Nomor 10 Tahun 2023
pesal 43 den Pasal 44 senta Kelorntuan pade Kepulusen Komisi Pemiifian Umum
Nomar 403 Tahun 2023,

Demidan nimbauan inl dsampalkan stas perhetien dan kerje samenya diocaphan
teama kasih

TEMBUSAN & scan Kepads Y
1. Ketua Bawash Provinsi Jawa Tengen sesegal Lapormn,
2 e ACS D
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Lampiran 12 Imbauan KPU Perihal Pengajuan Perbaikan

Sekretsret . Jalan Diponegoo No 28 Temanggurg

Telepon (02934961337

Websis - Wps emangung bawask go «

Email . set.temanggungZbawasiy go id

Nomor S A20PMO2 02K JT- 270612022 Temanggung 23 Jum 2023
Lamnpran .

Perihal  IMBAUAN

Kepada Y.
KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

ai

TEMANGGUNG
A, Dusar Mukum

! Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 temang Pemithan Umum (Lembaran Negara
Repuslik Inconesis Tahun 2017 Nomor 182, Tembaban Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomar $10%) sebagaimana dibah dengsn Peraluran Pemenntan Penggan)
UndangUndang Nomar 1 Tanun 2022 terlang Penubahan Alas Undang-Undang Nomer 7
Tahun 2017 tentang Pemithan Umum (Lembaran Negara Reputiik indonesia Tabun 2022,
Nomor 224, Tambanan Lembaran Negam Rapublik Indonesia Nomaor 8832}

2 Persturan Badan Pengawss Pemiihen Umam Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pancegahan
Pdanggaran dan Songhels Proses Pemildan Umum (Barita Negora Repubik Indonesis
Tahun 2018 Nomor 889),

3, Peraturan Badan Pangiwas Pamihan Umam Nomor 23 Tahun 2018 1entang Pengawasan
Pencatonan Pesena Pemithan Umum Anggota Dewan Perwskian Rakyat, Anggota Dewan
Perwskilan Rakyat Doeran Frovins: Dan Arggola Dewan Perwaulan Rakyat Daarah
Kebupaten/Kota (Serita Nogara Republik Inconesia Tahun 2018 Nomor 507}

4. Poraturan Badan Pengawas Pemihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentasg Pengawasan
Penyelenpgarsan Pemiihan Umum (Barla Negara Republic Indonesia Tahun 2022 Noenor
1071}

5. Peraturan Komsl Femiihan Umum Nomar 3 Tahun 2022 tertang Tehapen dan Jodwal
Penyeianggaraan Femihen Umum (Benta Negara Reoubik hacnesia Tahun 2022 Nomor
574))

8. Pevaturan Komisi Pemiihan Umnum Nomor 10 Tahun 2023 sentang Pencalonan Anggots
Déwan Perwarian Rakyat Dowan Parwscisn Rakyst Dasrah Provins. Dan Dawan
Perwaiilan Rakyat (isarah KabupatenKota [Berta Negara Reputdk Indonesia Tahun 2023
Nomor 34385

7 Surat Ketus Badan Pengawas Pemriihan Umum FProvingi Jawa Tengah Nomor
7EUPM00.0M JTID6/2023 perihal Fersispan Pofeksansan Pengawasan Pengajusn
Partakan Dokumen Persyaratan Sakal Calon

8 IMBAUAN
Dalam rangka pelaksanaan Sub Tahspan Pengajuan Perbaikan Dokuman Packys imtan

Baeal Calon Anggols OPRD Kabugalen Temanggung pada tahapan Pencaionsn Posers

Pemilhan Umum Anggote Dewsn Perwahisn Ruskyst. Anggota Dewsn Parwshiian Rakyst

Deerzh Provinsi, Dan Anggots Dewsn Perwakian Rakyat Dacrah KabupstenKos Bawssu
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Kabcpaten Temangoung manyampsken imbauan kepsds KPU Kabupoter Tomanggung,

sebaga bankut

I Membuka masa peakan ookumen persyaraten Sakal Calon Anggota DPRD
KabupatenKota gimuis pada tanggal 26 Juni 2023 5.d 9 Jul 2023;

2 Wakty pengajusn pecbaikan dlsksanakan mular pukul 08,00 sampa dengan pukul 16 00
wakiu ssterpat. kecuak han terakbe masa pergajuan perbakas diaksanakan mulsl pukul
CE 00 sampal dengan pukul 2359 wakty setempal dsn dilarang menshina perbakan
dokumen parsyarslan Bakal Calon apadis fesh melewati batas wadu pengajuan
parbakes

3. Mampedomani seluruh perafuran can ketontuan teknls annya, terkatt 1ata cava sera
prosedus permimesn pergausn perbeikan dokumen persyarctan Bakal Calon Anggola
DPRD Katugatenrote

4 Mematuhi ketentuan pada Pasal 52 a.d 60 Peraturan Komisi Pemitinan Umum Nomor 10
Tahun 2023 ‘ertang Pencalonan Anggots Dewsn Parwskitan Rakyar Dewsn Parwakilan
Rakyat Daecah Provinsi, Dan Dewan Perwatilen Rakyst Desrsh Kabupaten/eta,

S Memastkan petugas penenma dotumen memernksa dokumen pedakan persyaratan
Bakal Caion untuk memastkan
- kafengkanan parbakan dokumen persyaratan Bakal Calon;

daftar Rakad Caon hasil parbakan yang telah momeruhi persysratan pongajuan Bekal
Calor
kebenaran dokumen sk cafter Bakal Calon Nasi parbaikan

B Dalam hal pemerksasn perdakan dokumen persyaratan Sakel Calon meewsl wskiu
pengaiuan perbakan, KPU Ksbupaten/Kota melanulkan pemeritsaan perbaksn dokymen
persyaratan Sakal Calon hingga sakiiuh proses diselesaikan

7. Ketentuan mengenai pangauuan dokumen parsyaratan Bakal Calon bedaku secara mutatis
mutandis temadap kedentuan mengenal pengauan perbaixan dokumen pemsyaratan Sakal
Calon

E. Dalsen hal peiakasnasn tabapan Pencoionan Peserta Pemithan Umum Anggola Dewan
Parwakilen Rakyat, Anggota Oewasn Perwakian Ralyat Deeran Proving, Dan Arggotla
Dewan Porweskilan Rebyst Dasrah KabupatervKota, KFU Kabupaten Temanggung beseds
J&@ren sgar dapat mengoptenalkan komunitas dengen Sawasiu Kabupaten Temanggung
sesuwm dengan tnghatannya.

Cemkian himbauan Inl dsampaikan otas perhaion dan kefa samanya diucepkan trima

kasih

T

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Ketua Bawash Provins: Jawa Tengah (sebagal laporan)
2. —Amsh—
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Lampiran 13 Imbauan Partai Politik Perihal Pengajuan Perbaikan

EWQW

Jaian Dipenegorn No 298 Tomangaurg

(0263851337
w.un hips Nemanggung bawdsiu go.d
Emeail ot tomanggun gEIbowasha go.vd
Nomor . AZVPM 02 02 JT-27062023 Temanggung, 23 Juni 2023
Larmpesn 1 (s#iu) Lembar

Ferhal Imbauan

Kapada Yih
KETUA DPC/DPD PARTAI POLITIK

SE.KABUPATEN TEMANGGUNG
o

TEMANGGUNG
A. DASAR HUKUM
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahin 2017 tentang Pemilhan Umum (Lembaran Negara

Republi Indooesa Tahun 2017 Nomor 182, Tembaban Lembaron Negara Republix
Indonesia Nomer 6100) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemenntah Pengganti
Unaanglnasng Nomor 1 Tabun 2022 tentang Perubahan Atas Undong-Undang Nomor 7
Tehun 2017 fertang Pemibar Umum [Lembaran Negara Reouliik Indoresie Tabun 2022,
Nomar 224, Tambshan Lemberan Negara Repubiik ingonesia Nomor 6832},

2, Persteran Badan Fengawas Famingn Umum Nomeor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Froses Pemiihan Umum (Berta Negara Republk Indonesis
Tanun 2018 Nomor B&8),

3, Peraturan Bagan Pengavas Pemiihan Umum Nomor 23 Tahan 2013 tentang Pengawasan
Pencalonan Pasarta Pemiinan Umum Anggota Dewan Perwekian Rakyatl, Anggota Dewsn
Perwekilan Rakyat Dasrah Provns, Dan Anggeta Dewan Perwokilan Rakyal Deersh
Kabupaten/Kots (Berts Negars Republk Indonasia Tahun 2018 Namer 507)

4. Peraturan SBadan Pengawas Pemiiban Umum Nomor § Tahun 2022 Tenlang Pangasassn
Penyelenggarasan Pemihan Uimum (Bena Negars Republk Indonesis Tahun 2022 Nomar
1071),

5. Persturan Komis Pemiinen Umom Nomor 3 Tshun 2022 tertang Tahapan dan Jadwad
Fenyeenggaraan Parmsihan Umum (Berra Negara Republk indonesia Tahun 2022 Nomar
574).

6. Peraluran Komis Pemiiten Umum Nomor 10 Tahun 2023 jenang Pencalonan Anggota
Dewsn Perwaiilan Rskyst, Dewan Perwakisn Rakyat Dasrsh Prowvinst Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dsensh KatupatanKota (Barta Negara Repubik Indonasia Tahun 2023
Nomor 345),

7 Sust Ketus Badan Pengawas Femithan Umum Provns: Jews Tengsh Nomor
7SIPM.00 0N JT/O2023 perihal Porsispan Palatssnasn Pengawasan  Pengajuan
Pertakan Dokumen Persyaratan Sakal Calon

8. IMBAUAN
Dalam rangka pelaksanaan Sub Tahapan Pengauan Perbakan Dokumen Peryanstan

Baxal Calon Anggola DPRD Kabugsten Temanggung pada tahopan Pencalonan Dessds

Pamilhan Umum Anggets Dewan Perwakian Rokyat, Anggota Dowan Perwaklan Rokyat

Dactoh Provingi, Den Anggots Dewan Perwakian Rakyst Dacrah KebupatenKom, Dawasty
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Kabupaten Temanggung menyampaian irbausn kepada Portal Poltk Peserta Pemiu

Tohun 2024 Kaoupaten Temanggung, unbuk -

1 Mematuhl Jacwal Kegistan Sub Tahapan Pergajuan Perbakan Dokumen Persyaran
Baal Caon Anggots OPRD Kabupaten Temanggung pads Tehapen Pencalonan Angoota
Dewan Perwaklan Rakyat Dowan Perwakien Raxyx Dasmah Provinsl Dan Dewan
Perwalulan Rakyat Daeran Kabupaten/Xota sesuai dangan Lampean | Persturan Komisi
Pamihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, dmulal pada tanggsl 25 Jurv 2023 sd 9 Jul
2023,

2 Melengkapi dokumen persysrsesn Bakal Calon Anggola DPRD yang masih dianggep
belim benar dan ssh sshingge mesih dinyatakan Belum Memenuhi Syaat (BMS| oleh
KPU Kabupaten Temanggung.

3. Menyampaikan dokumen pevbaskan lersebet kepada KPU Kabupaten Temanggung sesum
congsn waklu yang felah dtentukan sebagaimena dalur delem Pasal 52 ayat (2)
Pessturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 fantang Pancalonan Anggota
Dewan Perwaklan Rakyst Dewan Parwakian Rakyal Daserah Provinsi Oan Dewan
Porwakilan Rekyat Dasrsh Kodupate/Kota;

4 Ak melskukan koordinas dengan KPLI Kabupstan Temanggung ustuk mengotahul faknis
pensfimaan pongauan parbaiken dokumen pecsyarsdan Dokal Calon Anggota DPRD
Katupaten Temanggung,

5. Mempedomand (ata Cae ser1s prosedur pengajuan perbakan doklman persyaratsn Sakal
Galon Anggotsa DPRD Kabupaten'Kota sesus cengan paraturan dan ketentusn yang
berlghu

6. Ketertuan mengana pengajuen tokumen parsyaratan Bakal Calon beraky secars mutass
mutands terhadap katentuan mengenai pengajsan perbakan dokumen persyaratan Bakal
Calon

Dervkian imbauan inl disampakan stes parhalisnnya diucsphan baima sash

BADAN PENGAWAS PEMLIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Kewa Bawasiu Proynsi Jasa Tengsh (sebagail laporan|
2. —Asmsip—
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Lampiran Sumnst

Nomor - 4219M 02 02/ JT-27/08/2023
Fenha  Imbauan

Tangoal : 23 Juni 2023

Panal Kabangktan Bangsa (PKB)
2 7 Parta Gorakan Indonesia Raya (Gerindra)
3 3 " Pana Demokrss Indonesia Penuangan (POIF)
4 4  Pana Golkar (Gokar) S
57 D " Fartal Nasoem (NasDam)
£ 7 Partai Geiombang Ratyar Indonesia (Gslora Indones:a)
7 '8 | Partai Keadian Sejatvera (PKS) '
B 9 Pariai Kabangkitar Nusantara (PKN)
2 10 Partal Hati Nurard Rakyal (Hanurm) |
el Parisi Gards Perubahen Indonesa) (Garuda)
L) 12 Parial Amanat Nasional (PAN)
12 i  Parw Demokra |
13 i3 Parta Soldarites indonesia (PSI|
14 16 | PERINCO (Persatuan indonesia)
15 | 7 _T-M Pacsatuan Pambangunan (PPF)
18 24 i Partai Ummat =
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Lampiran 14 Imbauan Partai Politik Perpanjangan Pengajuan

Selreariat Jalan Cipanegors NG 78 Temangoung
Telepon {CRYN)A561337
Wetinto NEps Menang guig Cowesle oo 4

set lomargpunginaves oo

Emai
Nomor 486N 02 02W JT-27 10712023 Temanggung, 14 Jub 2023
Lampran 1 {satu) Lembar
Penhst - Imbauan
Kepada Yo
HETUA DPC/DPD PARTAI POLITIK
SE-KABUPATEN TEMANGGUNG

YEMANGOGUNG

A. DASAR HUKUM
1 Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2023 Temtang Penetapan Pematuran Semednish

Panggantl Undarg Undang Nomoe ' Tahun 2022 Terlang Perubehan Alas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Temang Pamfihen Umem Menjsdl UngangsUndang
(Lembarn Negars Repubié Indonesis Takun 2023 Nomor 54).

2 Pematuran Badan Pengawas Pemiiban Umum Nomar 20 Tahun 2018 tantang Pencagahan
Pelarggaran dan Sengkers Proses Pemilban Umum (Berts Negara Republix Indoresa
Tahun 2016 Nomear 580);

3. Pesaturan Baden Pangawas Paniiun Umom Noenar 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan
Pencalonan Peserta Pamithan Umum Anggota Dewsn Perwalilan Rakyst, Anggels Dewan
Perwaldlan Rabkyat Daaran Provnal, Den Angoots Dewss Persakisn Racyst Dasab
Katugaten/<ots {Bonta Negara Repubik Indoresie Tahun 2048 Nomor 907),

4 Pursturan Badan Pangawss Perilinan Umuem Nomor 5 Tahun 2022 sentang Pesgawasen
Penysienggaraan Femiihan Lmum, (Sema Negars Roputik Indonssa Tahun 2022 Nomor
10718

5. Pecaturan Komis Pemilnan Umum Nomar 3 Tahun 2022 tervang Tahepan den Jadwad
Perywlenggaraan Pamiihan Umum |Besta Negara Repubtih Indonesia Tabun 2022 Nomor
574}

6. Pargturan Komisi Pemiihan Umem Nomor 10 Tahun 2023 tertang Fencaionan Angoals
Dewon Perwakian Rakyat Dewar Parwakian Sacyal Deemh Provinsi. Tun Dewan
Pacwaian Rakyal Daarah Ksbopaen Kot (Banta Negan Repubith Indonesia Tahun 2023
Nomae 348)

B, IMBAUAN
Berdssakan Sural Kemsi Pembihan Umum Repubis indonesia nomor 700FL 01 4-

SDN0S2022 tanggal 10 Juli 2023, KPU Prownst dan KPU KeoupatenKota memberiean

kesempatan kepads Paral Ponik Pesars Pamiu uniik mengganimelenghap| dokumen

porsyaratan adminisirasi baka! cson yang lelah disjukan pada rentang waktu tanggal 26 Juni -

9 Jui 2023 selsah menyempaikun  peswatan  kepada KPU Prownsi dan KPU

KabupatervKota KPL Provinsi der Kabupaten/Kota akan membuka kembal (unlock) frur
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hasil pemerksssn parbaikan Patai Polilk Peseda Pemiu sens membavikan status
pergenhalsn di SILON sampa dengan tanggal 16 Jul 2023 Sshubungan dengan hal
tersebut EBawss'u Mabupoian Temarguung mengmbousn kepads Parsl Folbk Pesena
Pemilu ¢l Kabupaten Temanggung wituk:

1. Fanm poink melakukan pemalan dokumen persyaratan acmisiras) bakal calon yang

belum benar dalam bentuk agital dunggan metals Sion sampal dengan 16 A 2023

2. Parai politih mefakukan sergojuan'submd perbaian kembai o Silon setsiah malsuran
penggantian dokumean,
3 Cokumnen pengganti yang diaikan agar mempedomant

# Parsturan Komisi Pamidhan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pancalonan
Anggota Dowan Peswakion Rekyat. Dowan Porwodiian Rakyst Dacran Prowns, Dan
Dewan Parwakian Rakyat Daemh Katupsteniot,

0 Keputusan Komes Femithan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pesoman Teoss
Verfikas Administrasi Dokumen Pecsyarsian Baal Calon Angoala Dewan Pereakian
Rakyat. Dowan Perwaklan Hakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyst Dasrah
Kabupslen®Koa.

4. Partal Poltik idak mesakokan penggentian bakal calon, perubansn nomor unat can pindah
daarah pemilihan

Demkian mmbauan ind disampatkan stss parhstarmys discapan tetme ash,

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMmUMm

1. Ketus Bawsslu Provingl Jawa Tengah (ssbega laparan)
2 fusip
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Lamgirar Surat

Nomor | 465/PM 02 02 JT.2707/2023
Perhal  Imbasan

Tangge 4 Jui 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK
SE-KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua OPC : ] abupeten Temangaurg

Kedun DPC Partm Gerakan Indonesia Raya (Gerhdraj Kabepaien Tamanggung
MD’CPMWWWWMTW’
' Ketua DFC Fanal Golangan Karya (Golkan Kabupsten Temanggung

WNDMG&MWWMIM)WTemmm
Ketua OPD Para Keadian Sejahtera (PKS) Kabapaten Temanggung

1

2

3

—

§ | Ketus DPL) Partar Nasional Demoirat (NasDem) Kabupaten Temanggung
7

5

9

Ketua COC Panal Kebangkitan Nusantars (PKN) Kabupsien Temanggung

10 | Ketus DPC Partai Han Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaien Temanggung
BET] Ketutr DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Ganuda) Kabupaten Temanggung

17 | Katva OPD Paral Amanst Naslane (PAN) Kabupsten Tamanggung

14| Ketua DPC Parai Demokral Kabugeoen Temanggung |
- 15 | Ketua OPD Panal Scidanias indonesia (PS1) Kadupaken Temanggung ]
16 Ketua DPD PERINDO (Fersatuan indcoesia) Kabupaten Temangoung

17 | Kelva DPC Partai Persatuan Pembangunsn (FPPFM fmuno
24 | Ketua DPD Partal Urvnat Kabupaten Temanggung
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
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Lampiran 15 Imbauan KPU Pasca Pengumuman DCS

Y QBMM

. Jalen Diponegara No 26 Temangguey
Tdopon C(02935)4861327
Venteada | Mtgastemangoung bawasiu god
Email set lwmanggung@bavask: go id
Nomer S41PM 02 02K JT. 27082023 Ternanggung, 31 Agusius 2023
Lampran  © -
Perhal Imbauan Pasca Pengumuman
Daftar Calon Semerara (DCS)
Ancgota DPRD Kabupaton®ots
Kepada Yih
KETUA KOMISI PEMILINAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
di_
JEMANGGUNG

Sahubungan dengan jelsh destapkaraya DCS Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada
Pamshi 2024, dan dalam mangka mewuudkan tahapan pemil yang demckratis das berntegmias
makas kami samosikan beberaps ha sebapal bankut:

1 Dasar Hukum

Undang-Undeng Nomor 7 Tahun 2017 tantang Pomilan Usmum (Lombaran Nogara
Republk Indoness Tahun 2017 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indenasa Nomor 6109) sebagaimana dubsh cengan Undang-Undang Nomar 7 Tahun
2023 lentang Penetapan Peraturan Pemennish Pengganti Undang-Undang Nomar 1
Tahun 2022 Tertang Perubshan Atas Undang Uncang Nomee 7 Tahun 2017 Tantang
Pemiitan Umum Manjsdl Uncang-Undang (Lambaran Negars Repubiik Inconesta Tanun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 8883),
Farauran Bacan Pergswas Pamihan Umum Nomoe & Tanun 2022 Tamtang
Pengawatan Penyslsnggarasn Pamiihan Umum [Banits Negars Republik Indomsss
Tarun 2022 Nomor 1071);

Feraturan Sagan  Pergowas Pemifian Umum Nomor 7 Tanun 2022 Tamsng
Penanganan Temusn Dan Laporsn Pelanggasian Pemidnan Umum (Senta Negerns
Repubik Ingonesia Yahun 2022 Nomar 1073}

Paraturan Bscan Pangawas Pemithan Umum Nomar 8 Tahun 2023 santang Pongawasan
Pencalonan Anggots Dewsn Perwaskilan Rakyst Dewsn Perwakian Rakyal Dasrah
Provinsl. Can Oewan Perwaiolan Rakyat Dasah Kabupslen'Kots [Berits Negae Republk
Ingonesa Takun 2023 Nomar 571),

Paraturan Komei Pemidbar Umum Nemaoe 3 Tabun 2022 tetang Tahapan dan Judwal
Panysanggesan Pemitian Umum (Becta Negara Repubiix noonesia Tahun 2022
Nomor 574),

Paralwan Komisl Pemithan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Pecwakilsn Rekyat Dewan Pewatilan Rakyal Daerah Provinsl Dan Oewsn
Perwakian Raokyat Daersh Kabupaten/Kota (Bents Negara Reputtik Indonesa Tahun
2023 Nomor 348);
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g Sust Ketus Asdan Pengewss Pemiihan Umum Proving Jawa Torgah Nomore
TEAPM 00 014 JT/0N2023 pernal Langkan-langkah Fengawesan Fasca Pengumumsn
Daftar Calon Samentara (DCS) Anggota DPRD KabupaienKota,

7 Bemasakan angks 1, hami mergmbsu kepada KPU Kabupsten Temanpgung delam
Mmataksansksn tatapan Permintaan Namkasi kepada Famal Foltik &8s Masukan dan
Tanggapsn Masyarakal Tamacsp DCS, Fembartshusn Penggarnan DCS Anggota DPRD
Kabupatan Temanggung, Pengejuan Penggant DCS Anggota OPRD Kabupaten Temanggung
Pasca Masskan cen Tanggapsn Masyarsest atas DCS. seda Verfikasi alas Pongajuan
Pengganti DCE Angpata  DPRD Kabuwoaten Temarggurng diakukan dengan osmal
fransparan, akuntebel mampamativan prosadis dan Badwal yang siah dietapkan dalam
PKFU 10 Tahun 2023, KPT KPU MNoror 968 Taban 2021 jeang Pedoman Tokvs
Poryusunon Coflor Calon Sementars can Penstopan Datar Calon Telap Anggota Dowan
Peraalulan Rakyat, Dewan Perwakiian Rakyat DasrahProvinsi, dan Dewan Pecwakian Rakyat
Daaran Kebupeseniola, sans keertuan dalam persuratan Rinnya;

3 Terhadap halhal yang berkitan dengan akses SILON, agar KPU Kabupaten Temanggung
berkoordnas| dengan KPL Froviasi Jawa Tengah uniuk memasthan bobwa SILON benalan
secars opimal dan melakukan langkah antspatf paca kondis-kondisl yang berpotensi
merugikan peserta penvly

4 Terhadap potens-potensl rawan lecjadings  pelsngosran  pemiu, KPU  Kabupalen
Temanggung agar berkoordinas: dengan Baaashu Xasupatan Temanggung

Domkian adan horjosama yang baik, xami sampaikan lenma kaah,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

1. Ketus Bawasdu Provins Jaws Tangsh (ssbagai @poean)
2 —Amip—
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Lampiran 16 Im

b

bauan Partai Politik Pasca Pengumuman DCS

BAWASLY

Juen Dhpormgom NO 26 Temanggung
(U293)8351337
VM . Mips Mtemmanggung bawasiu 9o o
Errail | B MAMAangQuO SRS L L
Nufror ¢ SAPM A2 02X JT-27082023 Temangpung. 31 Agustus 7023
Lamprar | (satu) Lember
Fernal . Imbauan Pasca Pengumeman
Daftar Calon Sementara (DCS)
Anggots DFRD Katupaten'Kata
Kepada Yih
KETUA DPCIOPD PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2024
( Tarampy)
L
TEMANGGUNG

Sehutungae dongan telah ditetsokarrya DCS Angocta OPRD Provins  KabupatenXols
pada Pamviy 2024 dan dsim rangka mewupdkan tahapen pemiu yang demokssts dan
beanlegiiias maia kamisampaian bobempa hal scboga benkut:

1 Dasor Hukum

Undang-Undang Namer 7 Tabun 2017 tentang Pemiinas Umum (Lombaran Negars
Republh Indonesim Tehun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembarsn Negars Repubiik
Indoness Nomor 6108) setSagammans autah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerdnish Penggartt Undang Undang Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Perubehan Aias Undarg-Undang Nomaor 7 Tahun 2917 Terdang
Femanan Umum Menjsdi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik Indenesis Tahun
2023 Nomar 54, Tambahan Lembaran Nogers Republk Indceesis Nomer £881);
Peraturan Badan Pengawas Femiihen Umum Noemor 5 Tahan 2022 Tentang Pengawasan
Peryeienggaraon Pemihan Umum (Serita Negen Republik Indorsua Tahun 2022 Nomar
1071}

. Peratyran Badan Pengawas Famiihe) Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pananganan

Tomuan Dan Leporan Pelanggaran Pemithan Umum (Berts Negars Republk Indonesia
Tatwn 2022 Namor 1073);

. Peraturan Badan Pengswas Pemiihan Umum Nomar 8 Tahun 2023 tertang Pengaessan

Pencalonan Angoots Dewan Perwakfan Rakya. Dawan Perwakilan Rabyat Doerah
Provinsi. Dan Dewan Forwakian Rekyet Daersh Kabupsters<ota (Berta Negara Reputii
Indonesia Tanun 2023 Nomor 87 1)

Pacsturmn Karssl Pemiihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 fartang Tahapan dan Jadwal
Proyeenggaann Pemithan Umnum (Berda Negara Repubik ndenesa Tafun 2022 Nomor
874}

Peraturan Kemisi Pamiihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 sentang Pencalonan Anggota
Dowan Ferwalian Rakyst Dewan Perwakilan Rakyat Dasrsh Provingl, Dan Dewan
Perwikilan Rakyat Doerah Kabupaton®ois (Bema Negara Repubik Indoness Tahun 2022
Nomeor 34384
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g Sural Ketus Bagen Pengewas Pemilnan Umum Prowns Jawa Toegan Nomor
754PM 00 01 JTIO8R2023 panhal Langksh-dsogkst Pangawsssn FPasca Pengumuman
Oanar Calon Sementam (DCS) Anggota DPRD KabupetenKots

Berdsearkan angka 1, ksmi mengmbau kepada Farta Foltk Feserta Femils Kabupaten

Temanggung dalam melsksanskan lahapen clacfikesi stas masukan dan 1anggspan

masysrskat tahadap DCS diskukan dangan densgan carmat. memperhidikan ketestuan can

idwal yang teish ditetspkan berdasarken PKPU 10 Tanun 2023 dan XPT KPU Nomor 596

Tahun 2323 tantang Pedoman Tekns Panyusunan Dafter Calon Semersara Dean Perwiapan

Daftar Caton Tetap Anggeta Dewan FPerwaidan Rakyat, Dowan Perwoklan Rokyet Doerah

Provinsi, dan Dewan Perwskien Rekys! Dearsh KabupslenXots, sene helentuan dalun

persuratan mnmya

Temadeo proses Manikas sebsgaimana angka 2, partal polllic dimbau agar melaksanakan

proses khaniieasi pads kesempatan pertama selelsh mendapstkan pembarishean kianfkas

tanggapan masyarakat dan KPU Kabupsten Temanggung, sefingge Partai Polltik mempurys

Wakiy yang culup untuk maskukan klanfkasi kepade Calon Sementara yang mendapatian

mascian dan Woggepan masystkal serds Pansi Poltk danietay Calon Sementars dapat

menylapkan dokumen yang dbutshkan sebagal respon dad masukan dan tanggopan

ISy okt

Terhadeo I-ha yang Gerkatan dergan penggunaen SILON, Partai Poltk Pesedta Parilu

Kabupaten Temangaung agar melakukan xoordingsl malaiu mejs |aanan [Ned gesk) KPU

Katwgpasen¥ota

Demkian ates kenasama yang bak, kams sampagan tesrna kasth.

BADAN PENGAWAS PEMILIMAN UMUM

1. Ketus Bewashy Provirsi Jews Tengah (sabage: laporen)
2 —Amip—
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.

Lampiran Surst
Nomor | S42/PM 02, 0/K. JT- 17082023
Pethel | imbauan

Tanggal - 31 Agustus 2022

Partal Kebangkitan Bangsa (PKB)

1 1
2 2 Panai Geracan indonesa Raya (Ganncra)

E) 3 Pariul Demokiawi ndonedis Paruaegan (POIP)

B 4 Panal Golangan Karya (Golkar]
T Partal Nasional Oemckrat (NasDerm)

5 7 Pana Gelambang Rakyst indonesia (Gelra Inoonesia)
7| 3 Panal Xssdlen Sejahera (PKS)

8 9 Panal Kabanghnan Nusamtaa (PKN)

& 3 Partal Ha% Nurans Rakyat (Manua)

1 1 Partai Gards Paruaaben Indoness (Garuda)

1 12 Pansi Amanol Nasiocal (PAN)

12 14 Panal Demokrsl

fa ] L3 Panial Soldantas indanesa (251

14 18 PERINDO [Persatian Indonesia)

- S T ‘Parial Parsstuan Pembargunan (#PP)

€ 24 Partal Ummat

174



Lampiran 17 Imbauan Partai Politik Perihal Pencermatan DCT

Cgramsy

Juian Dgonagons Ne 28 Tamangguog
(25 397
w:bue ! hittps Mermngang bawssiu 9o id
Emall ! et temangaung tewesiu go. 1
Narryor BS2PM.02.02K JT-27/10/2022 Temanggung. | Oklober 2023

Lampiran % (satu) Lombar
Perihal CIMBAUAN

Kepads Yih
KETUA DPC/DPD PARTAI POLITIK

SE-KABUPATEN TEMANGGUNG
&

TEMANGGUNG

A. DASAR HUKUM
1. Undeng-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tenteng Pemithan Umum (Lembaran

Negara Repubdk Indoness Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Panggant! Undang-
Undang Nomer 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Terteng Pemtihen Umum Menad Undang-Undang |Lembaran
Negara Republik Indonesa ahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 8853),

2 Persturen Badan Pengawas Pemithan Umum Nomor § Tahun 2022 Tentang
Pengawasan Penyclenggaraan Pemilihan Umum  (Berta Negam  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071)

3 Peraluran Badan Pengawas Pemiithan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Penanpganan Temuen Dan Leporan Pelanggaran Pamiihan Umrum (Berita Negara
Republik Irdonesia Tahun 2022 Nomor 1073}

4. Peraturan Baden Pengawas Pemiihen Umum Nomor 8 Tahun 2020 lentang
Pengawasan Pencaionan Anggols Dewan Perwakilan Rekyal, Dewan Perwskilan
Rakyat Daeran Proving. Dan Dewan Perwakian Rakyat Daersh Kabupatenota
{Benta Negara Republik Indorasa Tahun 2023 Nomor 571);

§ Peraturan Komisi Pamilihan Umum Nomar 3 Tahun 2022 jentang Tahspen dan
Jadws! Penyelsaggaraan Pemillhan Umum (Berita Negara Republk Indonesia
Tahun 2022 Nomor 574),

6 Peraturen Komigi Pemilihan Umam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggote Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provns,
Dan Dewan Perwanian Rakyat Dasrah Kabupaten®ota (Berita Negara Republik
Indonesin Tahun 2023 Namor 348),

7. Keputusan Komisi Pemilitan Umum Nomor 883 Tahun 2023 Tentang Pedoman
Teknis Penyusunan Daftar Colon Sermentara Dan Penetapan Dafisr Calon Telap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyal, Dewan Perwakilan Rakyst Daerah Provins,
Dan Dewan Parwakian Recysl Dae@ah Kabupaten/Kota
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B. IMBAUAN

Dalam rangka pelaksanasn Sub Tahspan Pencermatan Rancangan DCT,

Penyusunan DCT, Penstapan DGT dar Pengumuman DCT pada tahapan Pencalonan
Faserta Pamiihan Umum Angoota Dewan Perwaldlan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakiian Rekyat Desrah Provinsl, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyst Daerah
Kabupsten®ota, Bawaslu Kabupaten Temarggung. menyampadean Imbausn kepada
Partsi Politik Peserta PamBu Tahun 2024 Kabupaten Temanggung, urduk |

1

Mematuhi Jadval Kegistan Sub Tehapan Pencermatan Rancangan DGT pada
Tshapen Pencaonan Anggoia Dewan Perwakilan Rehkyal, Dewen Perwakilan
Rakyat Dagran Proving, Dan Dewan Perwakilen Rakyat Dsersh Kabupsten/Kota
easuai dengan Lampirsn | Persturan Komisi Pemiihan Umum Nemar 10 Tabun
2023, dimual pada tanggal 24 September 2023 s.d 3 Oktobar 2023,

2. Partal Politk Peseria Pemiu berdasarkan Pasal 81 ayal (1) Pecawran Komisi

Pemilihan Umum Nomcr 10 Tahun 2023 tentang Pancaicnan Anggota Dewsn

Perwakilan Rekyst, Dowan Perwakilan Rakyat Daecah Provingd Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupsten'Xots dapst mengsuukan perubahan

rancangan DCT pada masa pencermaton rancangan DCT dalam hal!

a terdapst perbedaan tarda gambar dan nomor urut Sastal Politik Peserta Pemisy
serta nomor wut, nama lengkap, dan folo din tedbaru calon sementara anggota
DPR. DPRD provinsl, dan DPRD kabupatenkota;

b calon semeniara mngpota DPR. DPRD prowinsi, dan DPRD kabupateryinta
digant! berdasarkan persetujuan dan ketua umum Paral Poltik Peserin Pemilu
astau nama lan dan sexretaris jenderal Partal Poltlk Pasarta Pemilu alau nama
lain yang sah sesuai dengan keputusan menleri yand menyelenggarakan
urusan pemerntahan di bldang hukom dan hak asasi manusia tentang
pengesahsn susunan psngunts partal politk Sngkat pusat, danfatau

c mengajukan perpindshan Dapil lsvhadap calen semantara anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kols pada lembaga perwakilan dan Panal Polilik
Pesarta Pernilu yang sama.

Terhacep Bakal Calon yang memiski status sebagaimana dmaksud calam Pasal

12 ayad (1) burid b engka 6 Peratiran Komisl Panéhan Umum Nomor 10 Tshun

2023 tentang Penceloran Anagate Dewan Panwakian Rakyst, Dewan Perwakilan

Rakyat Daersh Provingl, Dan Dewsn Penwekfian Rakyat Desrah Kabupaten/Kota

melsiul Partai Politk Pesarta Pamiy menyerahkan kepulusan pembechentian alas

pengunduran din yang diertitkan cfeh pajabal yeng berwanang sesusi dangan
wakiu yang telah ditentuican,

. AKNT melskucan  coordnasi dongan KPU  Kabupasien Temsnggung untuk

menjetahul teknls pergajuan pendshan daftar calon sementam Sakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Temanggung,

. Mempedoman| 1ate cars seris prosedur pengsjuan perubahan daflar calon

sermentaca Bakad Calon Anggota DPRD Kabupater/Kota sesual dengan peraturan
dan ketentuan yang bedaky;
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8 Ketentuan mengenal persyarotan pengajoan Bakal Calon berloku secara mutatis
mutands terhacsp ketenfugn mengena: pengajuan parubshan datar calon
sementara anggota DPR, DPRD provinsl, dan DPRD Kabupaten Kota;

Demkian rmbauan ind disampaikan alas perhiatannys divcagan tanma kasih

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
) '. A.

Tambusan disampalkan kepada Yeh:
1. Ketus Bawash Proviesl Jaws Tengab (sebagsl laparan)
2. —Arsip.
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Lampiran Surat

Nomeor  852PM.02 02/ JT-2710v2023
Perinal  Imsuan

Tanggal 1 Ckiober 2023

f Kotuz Parta Kenargtsn 0a (PKH) Ksbupaten Tamanggueg

T e —

2 Ketua OPC Paria Gerakan Indoncaia Raya (Gerindra) Kabspaten Tamanggung
f 3 | Ketus DPC Penal Damorasi Ingonesis Peruangan (POIP) Kabupsten Temanggung
4 Ketua OFD Pana Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Temanggung
K Ketus DPD Partar Nasonal Damok:at |NasDem) Kabupatan Temenggung
7 | Ketus DPD Part Gelambang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) Kabupstan Temanggung
8 Ketus DPD Partal Keadian Sejatiera (PKS) Kabapaten Temanggung . '
9 | Kotua OPC Panal Kebangkian Nusantanm (FRN) Kabupaian Temanggurg
[ Kuui BPC Partin Hat Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Temanggung =
i MPmemw«wiammh’m
© 42 | Ketua DPD Penal Amanat Nasiona (PAN) Kebupaten Tamangpung .
14 | Ketua OPC Pana Demotrat Kabupaten ‘I‘mm
14 | Ketua OPD Partas Soldantas incanesia (PS7) Kabupaten Temanggung
i1 Ketus DPD PERINDD {Femsatuan indonesar) Kabapaten Temanggung
17 | Kobua DPC Pariai Perssiuan Pembangunan (PPP) Kebupetn Temarggung
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Lampiran 18 Imbauan KPU Perihal Pencermatan DCT

QQM

. Jalan Dmonegom No 28 Temanggurg
(02034961337

wm - hitos: Memanggung bowesiy Qo id
Emal - seltemanggungibawesiu go.d

Namor SS1/FPM.02 02 JT-2710R2023 Temanggung 1 Oklcbwer 2023
Lampiran -
Pedhsi INBAUAN

Kapaca Ym
KETUA KOMIS| PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

di_
JEMANGGUNG

A. Dasar Hukum

1. Urdang-Undgang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemibhan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomaor 182, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indoness Nomer 8100) sabagaimans diubah dengan
Urdang-Uncang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapen  Peraluran
Pemerntan Penggentl Undang-Undarg Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Perubehan Atss Uncang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilhan
Umum Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negars Repubik Indonesia Nomor
6853)

2. Peraturan Badan Pengewss Pemilihan Umum Nomar 5 Tahun 2022 Tentang
Pangawasan Panyelanggamean Pemilihan Umum (Berita Negara Republic
Inconesia Tahun 2622 Nomoer 1071),

3. Peraturan Badan Pengawas Pomilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Penenganan Temusn Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Baerta
Negara Republx indenesia Tahun 2022 Nomor 1073}

4, Persturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 sntang
Pengawasan Pencalonan Angoots Dewan Perwskian Rakyat. Dewan
Perwakilan Rakyat Daesah Provinsl, Dan Dewan Pecwakian Rakyat Daerah
Kabupateniota (Berita Negars Republk Indonesis Tahun 2023 Nomor 571),

5. Peraturan Komisi Pamahan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tertang Tatiapan dan
Jagwal Penyelenggaraan Pemiinan Umum (Berta Negara Rapublik Indonesia
Tahun 2022 Namor 574),
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6. Peraturan Komisl Pemlilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonen
Anggota Dewan Parwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daersh
Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah KebupatenKoia (Berita
Negara Republi Indenesia Tahun 2023 Nomex 348),

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 268 Tehun 2023 Tentang Pedomean
Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penelapan Daflar Calon
Tetap Angoota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daersh
Provinsl, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten/Kota

. IMBAUAN

Dalam rengks pelaksanaan Sub Tahapen Pencermatan Rancangan DCT,
Penyusunan DCT, Penetapan DCT dan Pergumuman DOCT pada tahapan
Pencalonan Peserts Pemilihan Umum Anggota Dewsn Perwakllan Rakyst,
Anggofa Dewan Pecrwakidan Rekyat Dasrah Provinsi, Dan Anggols Dewsn
Perwakian Rekyst Deerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Temanggung
menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Temsanggung, sabagsi barsat:
L Melaksanakan {ahapan tsrssbul sesus dengan peraturan dan ketenuan teknis

yang beraky,

2. Terhadop Sakal Calon yang memifid status sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) hurul b angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2023 tentang Pencaionan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyst Dassh Provinsl. Dan Dewan Perwakilan Rakyal Daeah
KabupateryKota melaks Parai Palitk Pesarta Pemilu menyerahkan keputussn
pemberhantan atas penguncuran dirl yang diecbitkan oleh pejabat yang
berwenang sesual dengan wakiu yang telah dilentukan,

3. Mematuhi ketentuan paca Pasal 50 s.d, BS Peraturan Komisi Pemdihan Umum
Nomer 10 Tehur 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Pervakian
Rakyat, Dewan Perwakiian Rakyst Daeranh Frowns, Dan Dewsan Perwakiian
Rakyat Daerah Kasupatea/Kota,

4. Memperhatikan keabsahan dokumen persyarstan pengsjuan parubshan daftar
calon sementera dari Baksl Calon Anggata DPRD Kabupsi=n Temanggung
yang diunggah dalam SILON oleh Partal Politic

5. Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan Sakal Caion berlsku secara
mutatis mutandss {erhadap kelertuan mengsnal pengsjuen perubshan daftar
calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kote;

6. Dalam hal pelsksaraan lahapsn Pencalonan Peseda Pemilihan  Umum
Anggota Dewen Perwzkian Rskyat, Anggots Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Provingi, Dan Anggota Dewan Perwskilan Racyal Dasmah
Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Temanggung beseta jajaran agar dapat
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mengeplimalian komunikas dengan Bawasiu Kabupaten Temanggung sesual
dangan tngkatannya.
Demikian himbausn ini disampakasn atas gemstan dan kerje samanys diucapkan
lanma xasn
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

b

& Dawaslu Provingl Jaws Tengsh (3ebaga laporan)
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Lampiran 19 Imbauan KPU Perihal DCT

| eves

: Jakan Diponegors No 28 Temanggung
(02938961337
1 hm.fﬂanmnm bawasi. go.id
Emn sel lomanggung@lbawasiu 0o K

Nomor TTOPM 02, 02K IT-27110V2023 Temanggung 31 Oktober 2023
Lampiran
Pechsl  IMBAUAN
Kepada Y
KETUA KOMISI PEMILINAN UMUN
KABUPATEN TEMANGGUNG
[ ]

TEMANGGUNG

A Dasar Hukum

1. Undang-Uindang Nomaor 7 Tatun 2017 tentang Perdlnan Umum (Lemtaran
Nogara Republk Indonesia Tabun 2017 Nomde 182, Tambahen Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomoe 610%) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 TYahun 2023 lentang Penetapan Parsturan
Pemarntah Penggantl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Parubahsan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Peminan
Uimurm Mengad| Undang-Undang (Lembaran Negara Reputiik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambazhan Lambeman Negara Republik indonesa Nomor
8663),

2. Peraturan Badan Pangawas Pemilhan Umum Nomor 20 Tahun 2012 tantang
Pancegahan Pelanggaran den Senghkets Proses Pemilihan Umum (Berita
Negals Republ Indonesa Tehun 2018 Nomor B6%);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor & Tahun 2022 Tentang
Pergawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Bedta Negara Repubik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071),

4 Peraturan Badan Pengawas Pemdihan Usmum Nomaor 7 Tahun 2022 Tentang
Penangaran Temuan Dan Laporsn Petanggaran Femsihan Umum (Benta
Nogars Republk Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

5. Peraturan Badan Pengawas Pamithan Umum Nomor B Tahun 2023 fentang
Pengawasan Pencslonan Anggola Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Parwakilan Rakyat Dagcah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Repubik indonesia Tahun 2023 Nomor 8T
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6. Peraturan Komigt Pemdihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan
Jadwal Panyaianggaraan Pemilhan Umum (Berita Nogera Ropublik Indanesia
Tahun 2022 Nomor 674);

7. Peraturan Komisl Perdihan Umum Nomeor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwskilan Rakyat, Dewan Perwakian Rakyat Daerah
Provinsi, Dsn Dewsn Perwakllen Rakyal Deemh KabunstenMota (Berits
Negars Republic Indonesa Tahun 2023 Nomor 348);

8. Keputusan Komisl Pemilihan Umum Nomor 896 Tehun 2023 Tentang Pedoman
Teknis Penyusunen Defar Caln Sementaca Dan Penetapan Dsftar Ceion
Tetap Anggota Devwan Parwakian Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah
Provins|, Dan Dewsn Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenota,

9. Sweal Ketua Badan Pengavwas Pemiihan Umum Frovingi Jewa Tengah Nomar
TSSPWK.JTHO2023 tanggel 31 Oklober 2023 tendang Langksh-lengkah
Pengawasan Menjelang Penstaran dan Pengumuman DCT,

IMBAUAN

Dain rangka upaya pencegahan pelenggaran Pomilu dan sangketa proses

Pemily dalem peleksansan pengawasan tahapan pencaonan Arggota DPR,

DPRD Provinsl dan DPRD Kabupaten/Kofa, khususnys menjelang Penetapan

dan Pengumuman Daftar Calon Tetsp (DCT) Anggota DPRD Kabupaten

Temanggung, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengimbsy kepads Komisi

Peniihan Umum Kebupaten Temanggurg untuk;

1. Melaksanaksn Proses Penyusunan dan Penstapan DCY dengan akurst dan
tepat wakius sasual [adwal yang telah diatur dalam Lampiran | Keputusen KPU
Nomor §98 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Panyusunan Daflar Calon
Sementara Dan Penctapan Deftar Celon Tetsp Anggota Dewan Perwmkilan
Rakyat, Devan Perwakllan Rexys Daecah Provins!, Dan Dewan Penwskian
Rakyat Deerah KabupatesvKota
a4 Penyusunan DCT [awad 24 Oktober 2023, akhir 2 November 2023);

b. Penelapan DCT (3 November 2023):

¢ Pengumuman DCT (4 November 2023).

2. Melaksanakan Proses Penyysunan dan Penatepan DCT dengan berpedoman
pada BAB Il Lampiran Kepulussn KPU Nomor 868 Tahun 2023 sebagal
berikut :

a KPU Kabupaten¥cia menyusun rancangan DCT hasil pancarmatan oleh
Paral Politik Pessrta Pemilu berdasarken rancangan DCT yang ildak
dileiixan parubahan dan/atau benta acara hasd Vertfikesl Adminigirasi
dokuren persyaratan administrasl pengganf calon semeniara pasca
pencarmeatan rancangan DCT,

183



. KPU Ksbupaten/Kats menyampaikan keputusan DCT kepada Partai Politi

Pesarta Pemilu pads kepengurusan tingkst kabupamnkots, den Bawssly
Kabupaten®ots secara langsung maupun melalul SILON;

. KPU Kabupaten/Kota mangumurkan DCT anggots DPRD Kabupaten/Kota

peing sedikit di 1 (safu) media massa cetak harian dan media massa
aloktronik daerah (jangksuan daerah yang sosusi) [sman dan media sosial
KPU Kabupsten/Kota urtuk pengumuman DCT, papan elekiranik yang tisa
menamptkan 0CT untuk pubilk, sens meadia layaran pancalonan,

- KPU Kebupaten/Kots mengumumkan persentase keterwakilsn perampuan

dalam DCT pada mecia massa;
DCT diumumbkan sefama 1 (satu) Han soteloh ditelapkan

Demikian himbauan inl dsampaikan atas perhatian dan kena samanya ducapkan
terima kash

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUP.- N

!, Ketua Bowasks Provingl Jawas Tangah (soboagal laporan)

2

—Amip—

184



Lampiran 20 SK KPU Temanggung Tentang Penetapan DCS

KOMISE PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

NEPUTUSAK KOMISE PEMILIHAN UMUM KAMUPATEN [EMANGGUNG

NOMOR 520 TAHUN 023

TENTANG

DATTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAM

Menlmoang

KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

WKETUA KOMIS! PEMILIHAN LIMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

panwa untuk melaksanakan ketertuan Passl €9 ayat (2) hunt
hruruf atund bhhund ) Peratean Komisi Pemilihan Umum Nomar
10 Tahun 2023 tentang Sencalonan Anggots Dewan Perwakilan
Hakyat, Dawan Perwskilan Rakyst Deerah Provinsi, dan Dewan
Parwakilan Rakyat Dasrah Kabupaten/Kota:

bahwa berdasarkan Berita Acara Romer
43171L.01.4-BA/3323/2023 tentang Penetapan Da‘tar Calon
Semenlare Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daeran
Kabupaten/Kota TEMANGGUNG dakam  Pemilihan  Umum
Tahun 2024;

panwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalom hurul a dan huruf b, perfy menstapkan Keputusan
¥omisl Pemiihan Umum tentang Daftar Calon Sementara
Angoata Dewan Perwskilan Rakyat Daerah Xabupaten/Xota
TEMANGGUNG dalam Pemilihan Umom Tahon 2024,

Undang Undarg Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilinan Umum
(Lembaran Negara Fepudlih Ingonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Namoar 6109%)
sebogaimana telsh diuboh dengan UrdangUndang Namor 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti
UndangUndang Nomor 1 Tabun 2022 tenzang Porubahan At
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b,

Undang-Andang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Femihar Umum
Messjadi Undang-Undang (Lembaran Negarn Regubik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 84, Tambahan Lenbaran Negsfa Reputi

Indarnesia Momar 6863),

Peraturan Komes Pemilihan Umum Nomor B Tahun 2019
tentang Tata Kera Komisi Pemilihan Umum, Kamisi
pPemilihan Umuam Provins dan Komst Pemilhan Umum
Kabupaten/Kota (Benta Negara Repudllk Ingaresa Tatuno
2019 Namor 320} sebagaimana telah beberapa kel glubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilinan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubanar Kelima atas Feraturan
Komisl Pemiliban Umum Namor 3 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komes: Pemiliban umum, ¥omisi Pemilihan Unam
Provinsi, dan Koaisi Pemikban  Umum cabupaten/Kota
{Berita Negara Repudlik Indonesis Tahun 2023 Nomor 377):
Paraturan Xomis! Pemiithan Umum Namoe 10 Tahun 2023
tentang Pencalcnan Anggots Dewan Ferwakilan Fakyat,
pewan Perwakilan Hakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Porwakilan Rakyat Dagrah KabupetenfKota (Berta Negare
Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 348}

Keputusan Kormes pemilinan Umum Namer 352 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis pengaluan Bakal Calan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
froving, dan  Dewan Perwakilan  Rakgat Daerah
xabupatenota;

reputusan Komis! Pemiliban Umum Nomor 403 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Verikasl Administrasi Dokumen
Pursyaratan Hakal Calon Angoota Dewan perwakilan Rakyat.
Dowan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi, dan Dewan
perwakilan Rakyat Daerah Kohupaten/Kota,

Keputusan Komisl PermMiban Umum Nomor
431/PL.0) 4-5K/3323/2023 Tanun 2023 tentang Penyusunan
Daftar Caton Sementara dan Ppawtapan Dattar Calon Tetap
Anggota  Dewan Perwaxklian Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsy dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daeral Kabupoten/Kola;

MEMLTUSKAN
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Menetapkan

KESATU

. OKEBUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UIMUM TENTANG DAFTAR CALON

SEMONTARA  ANGGOTA  OFWAN PERWAKILAN  RAKYAT DALFAH
CABUPATEWKOTA  TEMANGGUNG DALAM PEMILINAN yMuM TAYUN

2024,

Meretapken Daftar Calon Sementare Angotte Dewan Persaklan
Rakyat untuk 16 (eram nelas) Partal Palitik Peserta Pemiitan Lmom

Tahun 2024 yaitu

a.  Part Nasoem

b Partal Hat Noranl Rakyat

¢ PAATAI KEADILAN SEJAHTERA

4, Partai Amanat Nasinal

0. Patai Kebangkitan Dongsa

f  Parta Golongan Karya

g, Partal Gerakan Indonesia Rays

h. Partal Persatuan Pembsngunan

I Partel Demokrss: Indonesia Perjuangan

.. Partal Demakrat

% PA&RTM PERINDO

L Parta Xsbangkitan Nusanrian

m. Parta Gards Rapuolic ngcnesa

n  Parta Solideritas Incanesia

6 Parta Gelombang Rakyat indanesia

P Parta Urinat

. Damar Calon Sementaa Anggota Dewan Perwakian Rakyat Deerah

Kabupsten/Kots TEMANGGUNG sebagaimana demaksud daam Dicum
KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partei Politik Peserta Pemiu
Tabun 2024 untuk setiap daerah pemilihan setagaimana tercantum
dalam Lampiran | ¥eputusan sampal dengan Lampiran 17 KepJtusen
yarg merupakan bagian tdak terpisahiean carl Keputusan ini.
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LENGA

KLimraY

KEUIMA

Daftar Calen Somentars Arggota Desan  Seraabilan Bak yatfowan
Porwaokilan  Nakyar  Movienitlowsn  Perwakcian  Rakyatl  Daorah
Kubupatenfota  whagemonas  dimaksad  dakeen Deturm ¥EDUA
adiandntangant ol Ketus dan Anggota Kormedl Pamilihan  mam/

Ky Pemibieny Dovarn Praymsrs Fomew Poeniiihan Limem
Rabupatenrkolp

Menetapkon takaptulast Oaftar Coalon Sementars  Aopyota  Dewan
Porwabdan  Makya/Dowan  Pormok fan Mavyal ProwirrdDnwan
Perwabilin RakyM Daesah KabupatanMata sabagamars dirrabsud

diam  Lampean 17 Keputisan  gang  merupakan Laguan Lidak
torpisahban dar Keputusan inl

O Neputisan i mulal berlatu pada tangoal dtetapkan

Ditetapkan ) Temangourg
pada targgal 18 Agustus 2023
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Lampiran 21 SK KPU Temanggung tentang Penetapan DCT

KOMISE PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

NEPUTUSAK KOMISE PEMILIHAN UMUM KAMUPATEN [EMANGGUNG

NOMOR 520 TAHUN 023
TENTANG

DATTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menlmoang

KABUPATEN TEMANGGUNG

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

WKETUA KOMIS! PEMILIHAN LIMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

panwa untuk melaksanakan ketertuan Passl €9 ayat (2) hunt
hruruf atund bhhund ) Peratean Komisi Pemilihan Umum Nomar
10 Tahun 2023 tentang Sencalonan Anggots Dewan Perwakilan
Hakyat, Dawan Perwskilan Rakyst Deerah Provinsi, dan Dewan
Parwakilan Rakyat Dasrah Kabupaten/Kota:

bahwa berdasarkan Berita Acara Romee
43171L.01.4-BA/3323/2023 tentang Penetapan Da‘tar Calon
Semenlare Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daeran
Kabupaten/Kota TEMANGGUNG dalam  Pemilihan  Umum
Tahun 2024;

panwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul @ dan huruf b, perfy menstapkan Keputusan
¥omisl Pemiihan Umum tentang Datar Calon Sementara
Angoata Dewan Perwskilan Rakyat Daerah Xabupaten/Xota
TEMANGGUNG dalam Pemilihan Umom Tahon 2024,

Undang Undarg Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilinan Umum
(Lembaran Negara Fepudlih Ingonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambaban Lembaran Negara Republlk Indonesia Namor 6109)
sebogaimana telsh diuboh dengan UrdangUndang Namor 7
Tahun 2023 tentany Penedspan Peraturan Pemerintah Pengganti
UndangUndang Nomor 1 Tabun 2022 tenzang Porubahan At
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Undang-Andang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Femihar Umym
Mesvadi Undarg-Uedang Lembaran Negars Regabik Indanesia
Tahun 2023 Noma 54, Tambahan Lenbaran Negsfa Repubti

Indaresia Momar 6863),

peraturan Komes Pomiliha) Umum Momer B Tahun 2019
tentang Tata Xené Komisi Pemilhan  Umum, Kamisi
Pemilihan Umam Provins. dan Kormst Pemilhan  Umom
Kabupaten/Kota (Benta Negara Repudllk Ingaresa Tatun
2019 Namor 320} sebagaimana telah beperapa kel diubah
terakhir dengan Peraturan Kemisi Pemilinan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang perubanar Kelime atas Feraturan
Komist Pamilitan Umum Namor 3 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komis: Pemilhan Umum, ¥omisi Pemilihan Urmum
Provinsl, dan Komisl pPemikban  Umum Latupaten/Kota
{Berita Negara Repudlik indoneais Tahun 2023 Nomor N
peraturan Xomisi Pemiiihan Umum Namoe 10 Tahun 2023
tentang Pencalenan Anggots Dewan perwakilan  Fakyat,
pDewan Perwakilan Hakyat Daerah Provingi, dan Dewan
Porwakilan Rakyat Dagrah KabupetenfKota (Berita Negare
Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 348}

Keputusan Komes Pemilingn Umum Namer 352 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis pengalsan Bakal Calan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Brovins, dan Dewan Perwakilan  Rakygat  Daerah
¥abupatenota;

yeputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Verikasl Administrasi Dokumen
Persyaratan Hakal Calon Angoota Dewan perwakilan Rakyat.
Dowan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi, dan Dewan
perwakilan Rakyat Daerah Kebupaten/Kota

Kepulusan Komisl PermMiban Umum Nomor
431/PL.01 4-5K/3323/2023 Tanun 2023 temeng Penyusunan
paftar Caton Sementara dan Ppawtapan Dattar Calon Tetap
Anggota  Dewan Perwaxlian Rakyet, Dewan Perwekilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dowan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kola;

MEMUTUSKAN
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Menetapkan

KESATU

. OKEBUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UIMUM TENTANG DAFTAR CALON

SEMONTARA  ANGGOTA  OFWAN PERWAKILAN  RAKYAT DALFAH
CABUPATEWKOTA  TEMANGGUNG DALAM PEMILINAN yMuM TAYUN

2024,

Meretapken Daftar Calon Sementare Angotte Dewan Persaklan
Rakyat untuk 16 (eram nelas) Partal Palitik Peserta Pemiitan Lmom

Tahun 2024 yaitu

a.  Part Nasoem

b Partal Hat Noranl Rakyat

¢ PAATAI KEADILAN SEJAHTERA

4, Partai Amanat Nasinal

0. Patai Kebangkitan Dongsa

f  Parta Golongan Karya

g, Partal Gerakan Indonesia Rays

h. Partal Persatuan Pembsngunan

I Partel Demokrss: Indonesia Perjuangan

.. Partal Demakrat

% PA&RTM PERINDO

L Parta Xsbangkitan Nusanrian

m. Parta Gards Rapuolic ngcnesa

n  Parta Solideritas Incanesia

6 Parta Gelombang Rakyat indanesia

P Parta Urinat

. Damar Calon Sementaa Anggota Dewan Perwakian Rakyat Deerah

Kabupsten/Kots TEMANGGUNG sebagaimana demaksud daam Dicum
KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partei Politik Peserta Pemiu
Tabun 2024 untuk setiap daerah pemilihan setagaimana tercantum
dalam Lampiran | ¥eputusan sampal dengan Lampiran 17 KepJtusen
yarg merupakan bagian tdak terpisahiean carl Keputusan ini.
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LENGA

KLEMeaY

KEUIMA

Dafin Calen Somentars Arggota Desan  Soraabilan Ba yatSewan
Porwakilan  Makyar  Movienitowsn  Parwakian  Rakyat  Daerah
Kubupatenfota  swhagamonas  dimakead  dakern Dty ¥EDUA
aiandntangani ol Ketus dan Anggota Komedl Pamilihan  mam/

furmst Pemilivany Dovern Praymsr Yomiew Poeiiban Limem
Rabupatenrkolp

Monetapkon takapitulast Oaftar Coalon Sementars  Angyots  Dewan
Perwabdan  Makys/Dowan Pormak banr Madyal ProwirrdlDnwan
Perwabilin RokyM Daesah KabupatanMata sabagaimars dierabsurd

daam  Lampean 17 Keputisan  gang  merupakan Laguan Lidak
torpesahban dar Kepubusan inl

[ Reputisan i mulal beratu pada tangoal dtetapkan

Ditetapkan ) Temangourg
pada targgal 18 Agustus 2023
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